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BAB &
PERLUIBAHAN YANG MENANDA RELAS| KEKUASAAN

BPD-KEPALA DESA

Fembahasan yang akan disajikan pada bab & ini didasarkan pada hal-
hal yang telah dwraikan pada bab 4 tentang desknpsi desa Noman sebagai
konteks sosial, bab 5 ientang perkembangan mnstilusi BRFD di desa penehbtian.
Hal ini disebabkan karena relasi kekuasaan (power relation) seseorang
hanyak dipengaruhi oleh lingkungan (seffing) dr mana 1a  menjalankan
kekuasaannya

Untuk memberikan pemahaman yang batk terhadap relasr kekuasaan
BPD-kepala desa dalam transformasi maka benkut inl akan didekati konteks
tokal sebagai sumber relasi kekuasaan BFD-kepala desa.

Lintuk mengetahui dan memahami lebih mendalam bagaimana
relasi kekuasaan BPD-kepala desa dan perubahan yang menandainya dalam
penerapan transformasi sos@al, BPD melakukan tindakan melaksanakan
{memposisikan} dalam kasus: penyusunan dan penetapan peraturan desa,
penyusunan dan penetapan Anggaran FPendapatan dan Belana Desa
{APBD}. pelaksanaan peraturan desa, pelaksanaan pertanggungjawaban

kepala desa, dan partisipasi masyarakat.

6.1 Konteks Sosial yang Melatarbelakangi Pengurus BPD sebagai
Sumber Basis Relasi Kekuasaan dengan Kegala Cesa

Ungkapan kfasik Lard Acton dalam £ssays on Freedom and Fower

(1907) yang berbunyl: Power tends lo corrupl avsofufe power Corfupts
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absofutely. setain menunjukkan pemaknaan yang sempil {(keliru) tentang
kekuasaan, sekaligus menunjukkan aspek sumber kekuasaan yang formal
yaitu kedudukan atau posisi yang dipegang seseqrang. Semakin uingg
kedudukan atau posisi seseorang dalem hieratki organisas maka terbuka
kesempatan yang luas pemegang kekuasaan {power holder] tersebut untuk
menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power). Pada pemenntahan yang
terpusat dan otokratiz, pemegang kekuasaan memang bisa bertindak
sewenang-wenang dengan mengandalkan sumber kekuasaan posisinya yang
hesar dan kuat. Sebaliknya, pada pemerintahan yang tidak terpusat
(desentralisasi} dan demokratis, pemegang kekuasaan akan mengontral dan
mendisiplinkan kekuasaannya dengan mempenimbangkan sumber dan pusat
kekuasaan yang lain.

Pandangan nelral {ambivalen} tentang kekuasaan akhir-akhir i [2Rih
banyak diterima Misalnya Lukes datam Fower: A Radical View-rya melihat
kekuzsaan itu bisa hersifat kejam tetapi juga bersifat baik. Kekuasaan bisa
-angal menakutkan kalau dipegang sesedrang dan dipergunakan secara
salah, bedebihan. dan koersif ctontatf Sebaliknya, kekuasaan bisa sangat
menguntungkan hila pemegangnya tidak diktatorial dan tidak dipergunakan
untuk kepemtingan dirinya sendin {personafized power concern), tetapi
dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat (sociafized power concern). Jadi,
kekussaan itu bisa baik dan puruk. menguntungkan atauy marugikan. sangat
bergantung pada pemegang dan panggunanya.

Raobhins (1986:274-275) cengan tegas menyebut personaily traits

sebagai salah satu sumber kekuasaan selain kedudukan. keahlian. dan
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kesempatan. Ini berbeda dengan hasil kajian Anderson {1984:49) tentang
kekuasaan dalam budaya Jawa. la menyatakan, bahwa menurut pemikiran
Barat sumber-sumber kekuasaan itu bersifat heterogen seperti kekayaaan,
status, sosial, jabatan formal, organisasi, senjata, jumiah penduduk, dan
sebagainya. Sedangkan menurul tradisi Jawa, masiih menurut Anderson,
sumber kekuasaan itu bersifat Aomogen dan memperolehnya dilakukan lewat
praktik yoga, semedi, atau bertapa dengan keras. Darn dikotomi sumber
kekuasaan di atas (Barat dan Jawa), mungkin justru hanya pandangan
budaya Jawa yang melihat kekuatan karakteristik (dar hasil pertapa/sermedi)
sebagai sumber kekuasaan pemimpin, sedangkan pandangan Barat condong
lebih bersifat organisasional dan posisional. Tesis Anderson ini telah banyak
mendagpat kritik.

Berdasarkan hasil penelitian tapangan terhadap transformas: sosial
yang mehandai relasi kekuasaan BPD-Kepala desa berupa sumber basis
relasi Kekuasaan sebagian pengurus BPD desz Noman, berikut zkan
diterangkan konteks lokal {pendidikan, ekonomi dan pengaruh) yang menjadi
sumber basis relasi kekuasaan pengurus BPD Desa Noman.

Sepagian basar anggota 8PD Desa Noman berpendidikan SLTA yaitu
sebanyak 8 crang (61,5 %)(lihat pada bab 5 tabel 5.8). Sedangkan yang
lainnya berpendidikan SO dan SLTP. Hal ini menandakan bahwa tingkat
pendidikan anggota BPD desa MNoman masih tergolong sedang, namun
demikian sebagian besar dar pengunus BPD tersebut lama rmengenyam
pendidikan di perguruan tinggi seperti {(M.Luth, Dinil, Asn, Aman, dan Yamin),

namun mereka tidak sampai menyelssaikannya (droup aut) dan sebagian lagi
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dan pondok pesantren seperti {lsmail 5, Sohhin, Aswan), dengan demikian
kapabilitas dan kemampuan mereka dalam pendidikan tidak perlu diragukan.
Hal in1 sepert tertuang dalam hasil wawancara peneiiti dengan subjek
panelitian, pengurus BPD tersebut memiliki kemampuan yang lebih dari cukup
uniuk menjadi wakjl rakyat di desa in walaupun secara formal pendidikan
mereka rata-rala SLTA, tetapi mayoriias mereka punya bobot di atas rata-
rata. {Wawancara 28 Apnl 2004). Dengan demikian darn kemampuan di
bidang pendidikan sangat menentukan mereka di dalam melaksanakan tugas-
tugas sebagal anggota BPD (wakil masyarakat desa).

Ada pun keadaan ekonomm anggota BPD Npman sebelum dan
sesudah menjadi anggota BPD sesua dengan temuan di lapangan dapat o
paparkan sebagai berikut; 1) ketua BPD (M. Luthy, memiliki rumah, kebun
karet, sawah. sepeda maotor, kebun sawit. 2) wakil ketua | {lamail P); memuliki
rumah, kebun karet, motar air, kebun sawit, sepeda motor. 3} wakil ketua ||
(Dind), memiliki rumah, tanah lading. kebun karet, peternak kambing, sepeda
muwar, resin padi. 4] anggota {(Asa), mermiliki rumah, mobil, kebon karet,
pedagang, sawah, petéemak kerbau. 5 anggota (Mamindy. memilki mumah,
kebun sawit kebun karet, peternak kerbau, sepeda mator, motor air. &)
anggota (Amari). memiliki uman, ketbun karet mobil sawah, pedagang,
sepeda motor. 7} anggota (Fahrul} memiliki rumah, kebun karet, kebun
kelapa. mesin padi, sepeda motor. motor air. peternak ikan. 8) anggota
{Bustorm), memiliki rumah, kebun karet, pedagang. sepeda motor, sawah,
kehun sawi. 9 anggota {Zakaria), memiliki rumah, mobil, kebun karet, kebun

sawit, peternak kambing. 10} anggota (Aswan), memilikl rumah, kebun karel,
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sepada motor, kebun sawit, pedagang, petemak kambing. 11) anggota
fSalihiny, memiliki rumah, kebun kKaret, tanah sawah, tanah ladang, mesin
padi. petemak ikan, sepada motor. 12) anggota (1smail SY): memiliki rumah,
mobil, kebun karet, kebun sawit. pedagang. 13} anggota {Sol); memiliki
rurmah, kebun karet, motor air. peternak kerbau, pedagang karet.

Secara umum  keadaan perekanomian pengurys BFD dapat
dikategorikan berada pada tingkat ekonorm menengah keatas, kalau tidak
bisa dikatakan sebagai orang kaya. Hal inl sebagal mana hasil wawancara
penctiti dengan informan penelitian dikatakan sebagail berikut; sesual fah
rombongan tu tepdif jadi BPD. sebabnye tu I3 urang lapang. (sangat watar
orang-orang tersebut terpilin menjadi pengurys BPD mereka memang orang-
orang yang memiliki ekonem yang sudah bagus. sehingga mereka dapat
berkerjia dengan baik dengan tidak memikirkan lagi masaalah imbalan dari
bekerja menjadi pengurus BPD) (Wawancara dengan Soeb 29 aprit 2004).

FPada sisi lain sebelum menjabat pengurus BPD sampai sekarang
posist me=reka memiliki pengarch yang cukup bagus di masyarakat
dikarenakan faktor sebagai beirikut, 1) ketoa BFD (M.Luth} tokoh agama.
tokeh pendidikan {(guns MTs) 2) wakil ketuza | {lsmail Py aktif di partai politik
(PAN), 3) wakii ketua 1l (Dinil); akfif di partai politik (FDIP) 4} anggota {Asriy:
tokoh pemuda 53 anggota {Yamin); tokoh masyarakat (Pertanian} 8) anggota
{Amari); tokoh LSM 7) anggota (Fabrul} aktf di dalam perdagangan 8}
anggota (Bustorm); tokoh masyarakat (Peternakan) B} anggota (Zakaria}, aktif

di partai politik (PKEB) 10) anggota (Aswan) tokoh agama 11) anggeta (Sohhin)
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tokoh pendidikan (guru} 12) anggota {ismail 5} tokoh agama {Imam masjid)
13) anggota (Soli) tokoh masyarakat {karang taruna)

Berdasarkan data empirik posisi masing-masing pengurls BFD pada
arganisasi dan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat tersebut di atas
dapal [2h disimpulkan bahwa posisi masing-masing pengurus BPD tersebut
dapat dijadikan sepagai basis sumber terpthhnya mereka menjadi pengurus
BPC, dan dapat pula dijadikan sebagai dasar mereka menjalankan institusi
BFD di desa Moman. Terkait dengan hal tersebut sebagaimana dikatakan
subjek penelitian sebagai berikut; rombongan tu cocok fah jadt waki! karm di
dusun ko, karng nye fu srang-urang yang ba pangary {mereka cukup bagus
dan tepat menjadi wakil rakyat di desa ini, karena mereka orang-orang yang
berpengaruh di desa ini} (Wawancara dengan Awalni 30 april 2004}

Berdasarkan data empirik tersebut dapat disimpulkan bahwa anggota
8PFD dalam melaksanakan tugasnya sebagal wakil rakyat ditingkat desa dapat
mengembangkan sumber basis kekuasaannya {pendidikan, ekonomi dan
pengaruh} berupa:

i) Agresif dan ambisius
Mereka merasa memiliki ekonomi yang memadai baik sebagai petani dan
pedagang yang berhasil Penghasian yang lumayan disertai pendidikan
yang baik pula dan pengalaman bergaul yang luas pada masa sebelum
menjadi anggota BPD sampai sekarany menyebabkan meréka bangkit
memperbaiki citra dirl dengan menempa pengalaman dan melatih din untuk
biga memimpin arang famn. Mereka masing-masing masuk ke berbagai

arganisasi permnuda, parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama. LSM. Sifat
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agresif dan ambisiusnya telzh mengantarkan din mereka ada yang menjadi
anggota dan pemimpin dari berbagai organisasi tersebut di desanya, hingga
sekarang menjadi anggota BPD.
2} Kemampuan bergaui, adaptasi sosial dan kepekaan sosial
Sepagai orang vang memiliki pendidikan yang cukup, ekonomi yang
lumayan dan terlihat dalam beberapa aktwitas organisasi sosial ke
masyarakatan di desanya sebagaimana yang dipaparkan pada bab 5 (5.1.1
dan 5.1.2). Mereka disukal banyak orang, juga karena ramah dan tidak
sambong, pergaulannya luas, tidak memilih teman dan bidang dan jerjang.
Walaupun sebelumnya ada diantara anggota BPD tersebut pernah
menjadi sebagai orang (inisial AS, BS) yang rusak tetapi ia cepat sadar dir,
peka terhadap keinginan masyarakat yang harus mereka layani. Keadaan
ini Mereka pakai sebagai basis sumber kekuasaannya dengan kepala desa
untuk mempengaruhi dan mengajak warga desa membangun desanya.
3) Berani dan berfanggungjaweab

ia telah lama dididik oleh orang tuanya untuk barsikap berani karena banar
dan lakuf karena safah. Keberaniannya menghadapi konflik dan harus
berbeda pendapat dengan pihak lain termasuk atasannya sendir telah
mereka tunjukkan di berbagal penstwa dan penanganan isu penting di
dezanya. Mereka berani bersikap demikian karena ta ingin menunjukkan
dirinya kepada masyarakat bahwa mereaka bertanggungjawab terhadap

sagala hal yang barkaitan dengan kepentingan desanya.
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4} Kemauan berkothan

Mereka banyak dikenal sebagal orang yang suka membantu orang lain
dengan tidak pilih kasinh Mereka sering berkorban waktu, tenaga. dan
uangnya untuk menolong arang lain yang membutuhkan bantuan.
Pembelaannya terhadap warganya yang lamah (kasus 1anah magersareri,
dan lain-lain) adalah wujud dari sikap karaktenstiknya yang suka berkorban.
Banyak warga desa yang bersimpah kepadanya karena kemauannya
berkorban dinilai positif aleh warga.

Selan konteks sosial tersebut BPT desa Noman juga secara khas
mampu mengembangkan potens: konteks sosial tertentu karena Mereka
harus merespon Hngkungan dan peran-peran organisasi yang ia lakukannya.
1) Infensi melakukan refasformal dan informal

Komunikasi yang mereka lakukan secara ntesif bak dengan pejabat
sejawat agtau atasan (horisontal. dan vertikal) dimaksudkan urtuk
memperlancar perannya sebagar kepala institusi BFD merska mampu
bergaul dengan siapa puh dan cepat melakukan adaptasi sClial dalam
melakukan retasi formal maupun informal secara intensif dem: tercapainya
tujuan dan keinginanya.
2) Berorientasi pads tugas dan kesejaftiteraan

Mereka mempunyai obsesi yang kuat untuk fidak gagal dalarm menjalankan
tugas-tugasnya sebagai kepala institusi BPD di desanya. Mareka mengaku
walaupun tidak teralu pandai tetapi mermpunyai tekat yang besar untuk
dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. EWos kerja yang mereka

peqgang teguh bekerfa keras urniuk memnggalkan sesualy yang ferguna
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hag masyarakat memberikan motivas yang besar padanya untuk berusaha
mewujudkannya. Merska pun sadar bahwa untuk mengagak arang lain agar
berhasll dan mau bekena keras maka keinginan, kepentingan. dan
kesejahteraan orang tersebut peru diperhatikan. |a sangat memperhatikan
kesgjahteraan anggotanya, selain gaji. juga memberkan asuransi tenaga
kena (astek) pada perangkat anggotanya.

3) Luwes dalam pelaksanaan kebyjakan
Keputusan vyang dihasilkan dari institusi BFD  atasannya ataupun
keputusan desa mereka laksanakan secara luwes (flexible) sesuaidengan
kondisi desa dan masyarakat. Teguran dan masukan dan mana gun atas
pelaksanaan suaty kebijakan mereka tenma sebagai konsekuensi dar
sikap keluwesan ini. Mereka ftidak gt menjadi korban dan kebhakan
atasan, desa, atau yang mereka buat sendini yang bisa menyulitkan din
mereka sendin atau masyarakatnya.

4) Meminta dukungan lokofh masyarakat bila diperipkan
Kalau mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan kekuaszZnnya
{karena kewenanpannya juga terbatas), maka mereka hdak segan-segan
meminta pedimbangan dari tokoh-tokoh masyarakat desa untuk mengatasi
kesulitan atau masalah tersebut. Dengan melakukan ini mereka tidak
merasa pamomya sebagal BPD berkurang. Sebaliknya, bila dukungan ity
diberikan malah kekuasaannya mendapal penguatan.

5] Bergava instruktif - persruasi - defegatif
Merecka menyadan bahwa warga desanya bisa memnpunyal periegs yang

berbeda-beda dalam memaham kebijakan pemenmiah desa. Bag warga
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desa yang kurang dewasa dalam memaharm dan melaksanakan
kebijakan tersebut, mereka tidak segan-segan memberikan pengarahan.
Mereka menggunakan ungkapan suka rela untuk melukiskan aktivitas
mempengaruhi warga desanya. Akhirnya, para warga pun melakukan
secara suka rela terhadap upaya perubahan {pembangunan} desa yang
dirasakan harus dilakukan demi kepentingan mereka sendiri. Misalnya
gotong royong perbaikanf pelebaran jalan di tingkat dusun dan menuju
ke kebun sawit dan karet. Unituk memudahkan pengangkutan hasi)
panen perianian sawit dan karet, ternyata mereka akhirnya juga
merelakan sebagian tanahnya dipakai untuk pelebaran tersebut. la juga
banyak menghimbau dan mengajak warganya untuk memelihara
keberzihan dan keindahan desanya, karena Noman dikenal sebagai
desa teladan tingkai kabupaten yang banyak dikunjungi desa lain.
Untuk menangani hidang pembangunan yang memang menjadi
keinginan dan kepeniingan langsung warga dusun, mereka
menyarankan kepada kepala desa agar diserahkan sepenuhnya pada
kehendak meraka seperti membentuk panitia pembangunan sendiri dan
melaksanakannya. Mereka hanya diminta untuk membuat laporan
pertanggungjawaban kegiatan tersebut kepada kepala desa.
Berdasarkan waian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa BPD Noman
dapat mengungkap dua hal panting, yaitu: {1} pengurus BFD Moman memidiki
dasar sumber basis kekuasaan berdasarkan konteks lokal (pendidikan,
ekonomi dan pengaruh) yang secara fundamental diperlukan bagi

diparolehnya rglasi kekuasaan yang kuat dan (2] mereka mampu
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mengernbangkan sumber basis kekuasaan yang kondusif dengan seting
tempat réreka harus mewujudkan atau menampakkan relas kekuzsaannya.

Walaupun hasil penelitian ini belum sampai pada kesimpulan yang
mengarah pada rekayasa tmbulnya model of man sebagaimana yang
diideahsasikan oieh para pakar {Luthans. 1977:95-14 dan 183-192}, tetapi
setidak-tidaknya pengurus BRD termasuk manusia organisasi {organizational
man} dan manusia yang berhasil berhubungan dengan ofang [ain (homan
refations man) Sebagar manusia organisas), mereka setia (loyal; pada
organisasinya. suka bekerja sama dengan orang lain, mempunyai kepekaan
dan etika sostal, dan berusaha mempedemukan pencapaan tuyjuan individu
dan twuan orgamsas). Sebagai manusia mereka sadar bahwa memimpin
orang (manusia) dengan segala kekuatan dan kelemahanya maka mereka
berjwa kerakyatan, tetap sederhana, bertindak wajar, dan suka merbantu
orang lain. Dan Sebagar manusia yang suka menjalin relasi dengan arang
banyak dan ieman dari berbagai bidang jenjang secara digiegis meraka tahu
akan kebutuhan orang lam itu dan kemuedian membantunys.

Sangat sulit mengelompokkan sumber basis kekuasaan pengunis
BPFD Noman hanya pada satu jenis sumber basis saja karena mereka
mermang memiliki dan mampu mengembangkan suatu sumber basisi
kekuasaan vyang berdasarkan konteks [okalnya yang diperlukan untuk
mernperkuat relast Kekyasaannya.

Perwujudan relast suatu keknasaan seringkali dilinat sebagai hal yang
tunggal fhanya satu macam) dan berjalan linear. Fadahal sebenarnya

kekuasaan 1tu bersifat relasional dan kontekstual, artinys proses kekuasaan
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iU berialan karena adanya relasidan interrelas antazezama pemimpin atau
yang dipimpin dalam suatu konteks terteniu. Ada proses sakng bermubungan
antara kedua pihak (kerjasama) dan relas yang tidak berimbangnya saling
pengarun tersebut {dominasifrelas dan subordinasy Harus diakui bahwa
sellap pemegang kekuasaan formal (seperti nalnya institus) BPD-kepala desa)
sah saja sebenarmya kalau mergka hanya mengandalkan kekuasaan pada
posisi {jabatan! yang mereka pegang Tetap efekiwvitas relasi Kekuasaan
juga harus melibat kekpasasn yang dimiliki aleh kekuasaan 1ain dan yang
dipimpin (hawahan). Proses pala relas) kekuasaan antara BPL-kepala desa
{pawer refatian} telah rnenjadi tuntutan bag pemenntah desa di era onom
denwasa inl

Matemeyer (1978165} membperkan definisi pemegang kekuasaan
sebagal .. the process of influencing the achwhes of other toward the
accomptishment of orgamzafional goals, whereas power 1s the resource fhat
enabies g leader to actually mfluence others Cheh karena itu, agar setiap
pemimpn desa benar-benar dapat berhasi mempengarchi arang lain
maka id harus mampu menggunakan relas) kekuasaannyz secara efekhf
Taksonomi kekuasaan yang cukup terkenal sebagaimana dixemukan cleh
French dan Rawen dalam The hbases of Socal Power Natameyer
(1978 108-2°0). yvang membaagt kekuasaan meniadi 5 (lima} macam. yaitu.
Creward, coersive. legitimate, referent, dan expert power. French dan Raven
tidak menjelaskan kelima jenis kekuasaan wu basisnya apa Sebenarnya
ketiga jenis kekuasaan yang pertama reward, coercive dan legitimale

power basis organisas); sedangkan dua jerns yang referent oan
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experiberbasis power basisnya adalah keonteks Iokal  (pendidikan
ekonomi dan pengarah}. Akhirnya French dan Raven antara lain

menyimpulkan banwa For aff five types. the stronger the ibasis of power the

greafer the power.

Pandangan lain yang cukup menarik tentang basis kekuasaan
dikemukakan gleh Boulding (1989 23-33). la membani kekuasaan menjadl
tiga macam, yaitu kekuasaan ancaman {threat power), pertukaran (exchange
power) dan kasih savang (love power] FPada organizasi politk dan militer
baryak diterapkan kKekuasaan ancaman dengan konsekuens: destrukifyang
lebih besar danpada konsekuens: produktif dan integratifny. Pada organisasi
ekonom iebih banwyak berlaku kekuasaan periukaran dengan konsekuensi
produktif lebih besar daripada konsekuensi Gestruktif dan integratifnys
Sedangkan organisasi sosial lebth banyak didasarkan pada rasa kasih sayang
{integratif) danpada konsekuensi destrukt?’ dan produktifriva. Boulding
menegaskan bahwa keliga macam kategon kekuasaan tersebut sangat sulit
menilai realitas konsekuensi nya karena masalah pelaksanaan kekuasaan ity
sangat kompleks.

Konseptualisas) kekuasaan menuryt Bowlding  selain memiliki
kebaikan juga memilki kelemahan. Misalinya pada organisas: politik dan
militer hdak selalu didominasi konsekuensi destruktif karena kalau kekuasaan
ancaman it dapal dikeloia dengan baik kemungkinan konsekuensi
integratifnya msa lebih besar atau setidak-tidaknya sama dengan konsekuenst
destruktifnya. Pada organisasl ekonomi  yang sangat  moropolistik.

konsekuens| destruklifnys lebih besar dirasakan rakyat darpada konsekuens
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produktif dan integratifoya. Sedangkan pada organisasi sosial akan
mempunyai konsekuensi desfruktif lebih besar danpada konsekuensi
integrafif dan produkiifnya kila dipergunakan secara salah

Oleh karena ity, setiap pemimpin pada organisasi apapun (termasuk
pemimein lokal/desa) seharusnya memiliki berbagai jems relasi kekuasaan
sebagaimana yang telah dikemukakan oleh French dan Raven, Boulding, atau
yang lain ‘Yang lebih penting lagi adafah ia harus mampu menggunakan dan
melaksanakan kekuasaannya secara terampill dan efektif sesuai dengan
konteksnya. Arttinya, relasi kekuasaan itu akan tampak bervanas: dan efektif
hila ditakukan cleh pengurus BPD yang mampu menguasai beragal varnasi
relasi kekuasaan dan melakukan sinergi dan simbiosis terhadap kepala

desa sacars efektif.

6.2 Perubahan yang Menandai Relasi Kekuasaan BPD-Kapata desa Pada
Tingkat Kelembagaan

Keberadaan BPD di Desa Noman sebagaimang desa-desa yang lain
di Kabupaten Musi Rawas, merupakan sebuah institusi yang relatif banu.
Meskipun pada masa sebelumnya sudah ada LMD sebaga lembaga yang
secara normatif mempunyar banvak kesamaan fungsi dengan EPD. tetapi
lembaga tersebut tidak berfungsi optimal karena kedudukannya yang
terkooptasi oleh kepala desa Kehadiran BPD di desa memunculkan banyak
harapan dari berxagai kalangan terutama dalam rangka peningkatan daya
guna dan hasil guna penyelenggaraan pemernntahan desa BPD sebaga
lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa diharapkan mampu menjadi

wahana bagi masyarakat desa dalam menyuarakan aspirasinya

Disertasi Relasi BPD-Kepala Desa : Kajian Relasi ... Yaqup Cikusin



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

2y

Dengan bertumpuknya harapan terhadap BPFD. termyata juga
menimbuikan kekhawatiran jka kemudian lembaga ini justru menjadi
kekuatan supenor yang arogan, sehingga tindakannya pun melekin dan apa
yang menjadi wewenangannya. Hal ini dapat ternadi jika pelaksanaan fungsi
BPFD seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1988
tentang pemerintahan daerah beserta peraturan pelaksanaannya, tidak ditkuti
dengan pemahaman yang baik dari seluruh anggota BPD, sehingga akan
menjadikan institusi BP0 mendominasi kewenangan lembaga desa yang lain.
Sekalipun dalam paraturan perundangan sudah disebutkan bahwa kedudukan
BFD adatah saejajar dan menjadi mitra kerja pemenntah desa (Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 pasa! 35 ayat (2}), akan tetap
gdalam pelaksanaan fungsi, fugas, dan wewenang BFD di lapangan tidak
menutup kermungkinan terjadi dominasi terhadap elemen institusi desa yang
lain khususnya pemerintahan desa.

Berdasarkan fungsi yang dimiliki BPD tersebut menunjukkan betapa
besarnya wewenang yang dimiliki BPD dalam penyelenggaraan pemenntahan
desa. Selain itu, dan pelaksanaan fungsi inilah akan melahirkan suatu pota
hubungan kerja tertentu antara pengurus 8FD dengan kepala desa.
Ketentuan normatif tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPD akan senantiasa bersentuhan dan
bersinggungan dengan lembaga desa yang laim terutama kepala desa.

Kinerja antara BPD dengan kepsala desa tidak bisa didepaskan dari
ketentuan nomatif peraturan perungang-undangan. Pada dasamya hubungan

kerja tersebut muncul karena adanya persinggungan dan sifat saiing
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melengkapi dan pelaksanaan tugas, fungsi. dan wawenang masing-masing
yarg telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Persinggunian yang secara kongkrit tampak pada pelaksanazan dan
pengelolaan bidang-bidang yang menjadi urusan bersama tersebut dengan
jelas disebutkan dalam beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai
desa, antara lain Peraturan Caerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun
2000 tertang Badan Perwakilan Desa, yang dalam pasal 34 disebutkan
bahwa: Badan Perwakilan Desa mempunyal tugas: a) bersama kepala desa
menetapkan peraturan desa; b) bersama kepala desa menetapkan Anggaran
FPendapatan dan Belanja Desa (APBD); c) membentuk panitia pemilihan
kepala desa o) memberikan persetujuan kepada kepala desa dalam
penetapan perangkat desa.
Dalam pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Momar 7
Tahun 2000 disebutkan bahwa, BPD mempunyai wewenang: {a) memberikan
penilaian pertanggungjawaban kepala desa yang disampaikan dalam rapat
BPD: (b)Y menyampaikan saran, pertimbangan kepada pemenntah desa.
Sementara itu dalam pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Rawas Nomor ¥ Tahun 2000 disebutkan bahwa: “BPD mempunyai hak: {3}
meminia pertanggungjawaban kepala desa; (b) Meminta Keterangan kepada
pemeriniah desa; (c} mengajukan rancangan peratwan desa; dan {d)
mengagdakan perubahan rancangan peraturan desa. Hal ini juga tampak
daiam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2000 yang
secara khusus mengatur mengenal EPD. Persinggungan tugas dan fungsi

antara BFD dan kepala desa juga tampak dalam Peraturan Daerah
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Kabupaten Musl Rawas Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi
dan Tatz Kerja Pemerintah Desa. Hal ini sebagaimana disebutkan pasal 11
ayat (1), bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.

(3una mempersleh gambaran lebih mendalam mengenai transformasi
sosial yang dilakukan olen BPD di Desa Noman, penelitian ini memifokus pada
rmasalah relasi BPD dengan kepala desa yang terkait dengan fungsi, tugas,
dan tanggungjawab mereka. Penentuan fokus tersebut setain berdasarkan
ketentuan normatif Juga didasarkan kKondisi nyata di lapangan yang menjadi
objek peneliian. Beberapa fokus masalah tersebut antara lain: (1} kasus
penyusunan dan penetapan peraiuran desa:; {2} kasus penyusunan dan
penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa; (3] kasus

pelaksanaan peraturan desa dan; {4) perianggungjawaban kepala desa.

£.2.1 Perubahan Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa
flegislasi}

Peraturan desa oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah diatur
secara khusus dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8
Tahun 2000 tentang peraturan desa. Kemudian untuk menindaklanjuti
peraturan daerah tersebut diterbitkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor
1189 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2000 tentang peraturan desa.
Sedangkan sehagai bentuk interpretasi atau penerjemahan pada kegiatan
operasional, BPD Desa Noman juga telah menstapkan Keputusan BPD

Nomar 01 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa
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Noman. Keputusan tersebut juga menjelaskan bagaimana peraturan desa itu
dibuat, ditetapkan, dan juga diubah.

Feraturan desa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2000 pasal 1 huruf m bensi
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa yvang ditetapkan oleh kepals
desa setelah mendapat persetujuan dari BPD. Lebih lanjut dalam pasal 8
ayat 1 chsebutkan, bahwa peraturan desa merupakan suaty Ketentuan
hukum yang menqgikat bagi pemerintah desa, BPD, warga masyarakat desa
yang bersangkutan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan

Froses penyusunan dan penetapan peraturan desa dimulai dengan
penyusunan rancangan peraturan desa. Berkaitan dengan penyusunan
rancangan peraturan desa ini, dalam pasal 2 ayat (1} Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Nomor B Tahun 2000 disebutkan bahwa rancangan
peraturan desa disusun cleh kepala desa dan atau BPD. Dari pengertian
tersebut. maka terdapat dua kemungkinan dari mana inisiatif pembuatan
rancangan peraiuran de<= ity berasal. yanu bisa dari kepala desa dan bisa
juga dan BPD. Kedua kemungkinan ini sama-sama menciptakan hubungan
antara BFD dengan kepala desa dalam proses selanjutnya sampai dengan
penetapannya meniadi sualu peraturan desa. Kalaupun rancangan
peraturan desa tersebut berasat dari inisiatif kepaia desa, tetap saja dibahas
bersama dan memerlukan parsetujuan dari BPD. Denikian juga sebaliknya,
kalavpun peraturan desa tersebut rancangan peraturan desanya berasal dari

inisiatif BPD. tetap saja yang menetapkan adalzh kepala desa.
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Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa BPD di Desa Noman
dikukuhkan dan dilantk pada tanggal 25 Juli 2001, Semenjak itu pula BFD
telah melakukan tugas dan fungsinya, antara lain tugas dan fungsi legislas
yaitu membuat peraturan desa bersama kepala desa. Dalam kurun waktu
tahun 2001, fungsi i telah dijalankan cleh BFD. Sebagai bukti adalah telah
ditetapkannya beberapa peraturan desa selama kurun waktu tersebut.
Beberapa peraturan desa tahun 2004 yang telah diletapkan tersebut antara
lain perdes Moman 41 Tahun 2004 tentang Program Kers {shunan Desa, (2
Tahun 2004 tentang APBD. 03 Tahun 2004 termbang Pungutan Desa. 04 Tahun
2004 tentang Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, 05 Tahun 2004 tentang
Penetapan Penghasilan Kepala desa. Sekdes, Kadus dan  Kaue, 08 Tahun 2004
tentang Sumber Pendapatan Asli Desa, 07 Tahun 2004 tentang Honoradum dan

Biaya Rapat BPD, Tahun 2004 tenlang Tanah Benghok belum, Sumber. Kanlor

desa Moman
Keadaan tersebut ferdinat sejumlah peraturan desa yang berhasil
dibuat oleh BFD bersama kepala desa sudah mulai berkembang.
Gambaran mengenai hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPD
Morman (M. Luth),
Kaiau dihhat dari jumlah, perdes yang ada saat ini sudah bagus
sekah. Setelah oionomi ity semua permasalahan dikembalikan
kepada desa untuk diatur melalui perdes bersama BPD. Dan

hal i tidak sama dengan masa LMD dulu yang semuanya di
atur oleh Kepdes {Wawancara, ¥ Maret 2004}

Hasil wawancara dengan subjek penelitian tergambar bahwa
sampai saat ini jumlah peraturan desa yang berhasil direalisasikan di Desa
Moman sudah cukup bagus. Hal ini disebabkan sistem dan mekanisme

penyusunan dan penetapan peraturan cesa dengan melibatkan BPFD
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walaupun masih baru. namun sudah bisa dipahami sepenuhnya baik ¢leh
pemerintah desa maupun BPFD sendiri.

Barkailtan dengan kenyataan di atas, Sekretaris Desa Noman
fEvery), yang secara strukiural bertanggungjawab mengundangkan
peraturan desa tersebut dalam lembaran desa, menuturkan.

Saat ini kami sudah mempunya buky regqister enfuk peraturan

desa dan juga keputusan kepala desa. Setelah disetujul oleh

BPD saya arsipkan berdasarkan perdes yang sudah terbit. Saya

sendiri paham kalau arsip itu hilang biza bermasalah secara

hukum. Selama inl saya lihat tidak mempunyar buku rigestéer

hanya gengan ingatingat saja {Wawancara. 8 Maret 2004)

Kejadian il sebelum adanya BPD. dimana surat-surat penting tidak
diketahui dimana tempatnya, senng teradi karena diantara pengurus LMD
desa tidak ada yang mengurus meéngenail hal ifu. Hal in memperlihatkan
bahwa telah terjadi perubahan dalam bentuk struktur birokrasi desa di desa
Noman, yvang selama ini peran LMD kerang berfungsi sebagaimana mestinya
sehingga dengan adanya BPD saat ini menjadi f&bih berfungsi.

Calam hal lain juga telah terjadi perubahan pada tingkat kelembagaan,
perubahan it terjadi dalam prgses penyusunan dan penetapan peraturan
desa. Hal ini sebagaimana dikatakan cieh peneliti subjiek penehtiar, antara
lain Kepala Desa Moman (Rozali) yang menuturkan bahwa Di era reformasi
saat n, sémua ketmjakan pemerimtahan desa tidak begity saja dibuat dan
ditetapkan secara sepihak oleh pemenntah desa dalam hal ini kepala desa.
namun harus mendapat persetujuan dar PED (Wawancara, 8 Maret 2004)

Hal ini seiring dengan diberakukannnya qtonomi daerah yang diatur

dalam Undang-undang NMomor 22 Tahun 1399 tentang pemerintah daerah, d

desa terdapat BFD yang juga berfungsi sebagal lembaga leqistatif desa
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Sehingga pembuatan kebijakan desa harus dilakukan bersama-sama dengan
BPD. Apalagt kepala desa karena jabatannya tdak secara otomatis
merangkap sebagai ketua BPD, betbeda dengan zamannya masih LMD dulu.
BPD saat ini berbeda sekali dengan LMD, meskipun pada dasamya memiliki
fungsi sebagai pengawas pemerntah desa, namun BFD mempunyai
kewenangan yang lebih besar dibanding LMD

Sedangkan dari pihak BFD yang dimintai tanggapannya mengenai hal

ini, sakah satu pimpinan BPD yaitu Ketua BPD Noman (M. Luth}, mengatakan:

Sekarang im zamannya reformasi Pak, jad: tidak bisa lagi

kepala desa dan perangkatnya berkuasa seenaknya sendin.

BFD dibentuk di desa itu merupakan waki rakyat di desa i,

Saya berani berbicara demikian karena saya tazhu persis

bagaimana proses penyusunan kebijakan desa pada masa

itu, LMD yang ada seakan-akan hanya merupakan pajangan

saja (Wawancara, 8 Maret 2004).

Demikian juga dengan pembuatan kebijakan desa sepert peraturan
desa, tidak boleh begitu saja dibuat oleh pemerintah desa tanpa
dimusyawarahkan dengan BPFD. BEPD sebagai wakid rakyat di desa,
sehingga pemerintah desa harus mendengarkan suara kami yang juga
merupakan aspirasi masyarakat.

Uraian yang disampaikan beberapa subjek penelitian tersebut
mencerminkan bahwa di era otonomi daerah saatini yang mana di dalamnya
juga terkandung semangat otonomi desa, telah terjadi perubahan paradigma
dalam penyezlenggaraan pemerntahan dess terutama datam proses
penyusunan kebijakan desa Keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh

kepala desa karena hadimya BPD di desa, menyebabkan produk peraturan

desa bukan lagi produk sepihak dan pemerintah desa. Tampaklah bahwa
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disini telah terjad perubahan dalam proses penyusunan kebijakan desa.
yakr dar hanya disusun secara sepihak oleh kepala desa ke disusun
secara bersama antara kepala desa dan badan perwakilan desa (BPD).

Hatl i sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan Kepala
Desa Noman (Rozali), yang mengatakan:

Peraturan desa yang sudah ditetapkan tersebut memang

banyak rancangan peraturan desa  berasal dan pihak

pemenntah desa. Namun setelah terbentuknya BRD kami telah
memberikan kesempatan kepada BPD karena karm tahuy EPD

juga mempunyai hak untek mengajukan rancangan peraturan

desa. (Wawancara, 9 Maret 2004).

Berdasarkan Perda Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2000,
tahwa rancangan peraturan desa ifu dapat disusun oleh kepala desa dan
atau BPD. Selain itu juga menghindan kesan bahwa pihak pemenntah desa
mernonapol dan tidak akomodatf dalam menampung aspirasi masyarakat,
dengan demikian kesempatan BPD sebagat lembaga legislahf di desa untuk
mengajukan raperdes lebih terbuka. Ada beberapa usulan dan BPD. yang
dapat dimasukkan atau digabungkan menjadi rancangan perdes untuk
digjukan uniuk dinahas bersama-sama.

Sementara iy salah satu anggeta ERPD (Aswan} memberikan
tangapannya dengan mengatakan: Seperti yang anda ketahui meskipun di
antara kami ini ada yang dulunya sebagai anggota LMD, tagn khan
semasa Orde Baru semua kebijakan desa itu dibuat oleh kepala desa.
(Wawancara. B Maret 2004).

Sementara itu (Yamin) salah satu anggota BPD yang berprofesi

sebaga: wiraswasta menuturkan. "Saya sendiri dalam setiap rapal. tidak

banyak ngomeng (bicara) yang muluk-rmuluk. Tap yangd penting apa yang
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berkembang di masyarakat 1fu yang saya sampalkan” {Wawancara, 14

Maret 2004)

Hasil Wawancara tersebut terlihat bahwa pelaksanaan pembahasan

rancangan peraturan desa intern anggota BFD masif diwarna perdebatan,

Mamun demikian, kenyalaan juga menunjukkan bahwa dalam rapat telah

menghasilkan suatu kepulusan bersama dari anggota BPD. dan kepltusan

ity mencerminkan pedsetyiuan dari anggota BPD secara menyeluruh.

Setelah pembahasan intern BFD selesal, kemudian BPD
menyampaikan kepada kepala desa bahwa BPD siap uniuk
melakukan pembahasan secara bersama-sama. Pembertahuan
vang disampakan cleh BPD selain dilakukan secara formal
{melalui proses surat-menyurat). juga dilakukan secara informal
dengan mendatangi pthak pemerintah desa.

Sementara itu (Fahrul) salah satu anggota BPD yang dimintai

penjelasannya mengenai hal itu mengatakan:

Saya sendiri heran pak. seharusnya sesuai tala lerib BFD yang
bisa mengundang anggeota BPD itu untuk rapat hanya pimpinan
BPD. Tapi sering kepala desa mengundang kami secars
langsung. Meskipun hal im sesuatu yang sepele, tapi kalau tidak
dilaksanakan wong namanya aturan (Wawancara, 16 Maret
2004}

Sedangkan dar pihak pemerintah desa. peneliti mewancaral kepala

desa {Rozali), dirnana behau memberikan tanggapannya mengenai hubungan

antara pemerintah desa khususnya kepals desa dengan BPD dalam

pembahasan rancangan peraturan desa dengan mengatakan sebagai

berikut

Disertasi

Saya cukup puas dengan proses pembahasan rancangan
peraturan desa yang dilakukan antars BPD dengan kepalz desa
selama ini. Saya sendw selaku mhak yang mengaukan
rancangan peraluran desa menyadan bahwa rancangan yang
saya ajukan masih harus dilakukan panyempurnasn.
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Uraian di atas menggambarkan bahwa antara BPD dan kepala desa
sudah menunjukkan fungsinya masing-masing dan bisa bekerjasama dan
verinteraksi dengan baik dalam pembahasan rancangan peraturan dess,
Dalam menetapkan peraturan desa (PERDES) tampak terjadi telah
parubahan dari hanya ditetapkan oleh kepala desa ke penetapan dilakukan
bersaama oleh kepala desa dan BPD,.

Berdasarkan pemaparan tentang penyusunan dan penetapan
petatuian desa di atas dapat dikemukakan gambaran hubungan kekuasaan
BPD—%kepala desa Noman sebagai pemimpin lokal yang memimpin
transformasi di desanya sebagai benkut.

Pertama, institusi BPD Naman mempunyai visi dan misi yang cukup
jelas dalam melaksanakan tugas yang dimandatkan rakyat kepada mereka,
yang mereka program sejak mereka terpilin sebagai pengurus BPD. Salah
satu keinginannya, yaitu sebagal pengurus BPD mereka harus dapat
mermberikan sesuatu yang bernanfaat bagi rakyatnya,

¥eempat, kasus tanah bengkok menurut pengurus BPD harus dapat
ditangani secara berhasil oleh pengurus BPD sendiri. Manurutnya, cara ini
lebih luwes dan cepat dari pada harus melibatkan banyak pihak. Kalaupun
kasus im diserahkan penanganannya kepada camat atau pemda kabupaten
maka menurutiya penyelesaiannya akan lamban karena i sana teralu
banyak kepentingan.

Karena itu keputusan desa yvang menjadi dasar ketentuan nomatf,

harus dihasilkan melaiui musyawarah yang dibuat dalam forum rapat BPD,
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yvang ditingklanjuti oleh keputusan kepala desa untuk melaksanakan

keputusan desa,

£.2.2 Perubahan Dalam Penyusupan dan Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBD)

Hal lain yang dapat dicandra untuk melihat peran/fungsi BPD adalah
proses penyusunan dan penetapan APBD. Sekalpun APBD adalah juga
produk hukum yang ditetapkan dengan peraturan desa, namun mengingat
proses penyusunan dan penetapan APBD agak berbeda dengan peraturan
desa yang lain, maka dalam penelitian ini penyusunan dan penetapan APED
maniadi fokus penelitian tersendir

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) bagi desa-desa di
wilayah Kabupaten Musi Rawas, secara khusus diatur dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk menindakianjuti peraturan
daerah tersebul, kemudian Bupati Musi Rawas menerbitkan Keputusan
Bupatt Musi Rawas Mornor 1190 Tanun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sebagaimana disebutkan dalam
pasat | huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nornor 12 Fahun
2000 1ersebut, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana operasional tahunan program
Pernerintahan Desa dan pembangunan desa yang dijabarkan dan

diteriemahkan dalam perkiraan batas tertingg pengeluaran keuangan desa.
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Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Mamor 12 Tahun 2000
beserta petunjuk pelaksanannya memuat ketentuan yang mengatur mengenai
proses dan mekanisme penyusunan dan penetapan AFED bag desa-desa di
wilayah Kabupaten Musi Rawas. Proses penyusunan dan penetapan AFBD
didahului dengan penyusunan rancangan APBD yang bisa dilakukan oleh
pemenntah desa dan atauv oleh BPD berdasarkan pedoman yang diberikan
oleh kepala daerah. Halini sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Peraturan
Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomar 12 Tahun 2000, sebagai borikuat: 1)
penyusunan rancangan APBD dibuat oleh pemerintah desa dan atau oleh
BPD, sesuai pedoman sebagaimana dimaksud datam pasal 2, 2) Setelah
rancangan APBD tersebut disepakatli dan disetujui ofeh pemerintah desa
dan BPD, ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Desa.

Pasal di atas menunjukkan babhwa unluk usul inisiatif pembustan
rancangan AFPED berada df tangan kepala desa dan juga BFD. Dalam
kenyatzannya di Desa Noman yang menjadi objek penelitian, penslii
menemukan tsulan rancangan APBD diserahkan oleh pihak BPFD kepada
aparat desa. Hal ini sebagaimana terungkap dalam wawancara yang
dilakukan dengan kepala desz (Rozall, yang dirmintai tanggapannya
mengenai hal itu mengatakan: Untuk menghindarn persepsi yang kurang baik
terhadap pemerintah desa. baik dan pihak BPFD maupun darn masyarakat
lamnya, kami sebenarnya sudah memberikan kesempatan kepada BPD untuk
membual rancangan AFBD. (Wawancara, 22 Maret 2004)

Akan tetapl seperti peraturan desa yang lainnya, BPD menyerankan
pembuatan rancangan APBD kepada pemerintah desa. BPD hanya
mengajukan rencana anggaran biaya untuk BPD sendiri agar dimasukkan
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dalam APED bersama-sama dalam pembahasannya namun keterlibatan BPG
dalzm proses penyusunan rancangan AFBD ini idak sebatas mengajukan
repcang anggaran biaya {EAB) BPD Ekepada pemenntah desa untuk
dimasukkan dalam pos APBD, tapi juga tahap pembahasan dan penetapan
rencana anggaran biaya BPD kepada pernernintan desa.

Guna mengetahui peran BPD dalam pembahasan rancangan APBD,
sebagai mandal yang berhubungan dengan anggaran tahunan desa dapat
disimak dalam hasi| Wawancara dengan ketua BPO (M. Luth), sebagai
Deikut:

Memang benar Pak, selama inl pembahasan rancangan ARPBD

tidak pernah selesai dalam satu kali rapal dan gast molor dard

|Jadwal yang ditentukan. 3aya sendin juga heran. kalau dulu

sebelum ada BFD penvusunan AFBD tdak pernan molos

seperti sekarang ini. {(Wawancara, tanggal 2% Maret 2004).

Sedangkan Sekretans Desa (Every). memberikan penjelasan
mengenai hal itu dengan mengatakan

Membuat Rancangan AFBD itu tidak mudah meskipun sudah

acla pedamannya, karensd berkatan dengan pemt:-agian Lang.

Sehingga senng kali untuk membahas satu pos saja perlu

penjelasan berulang-ulang. Akhiviya penyusunan AFBD molor

dan jadwal semestinya (Wawancara, 29 Maret 2004).

Beberapa uraian tersebut dapat dilihat batwa pelaksanaan tugas dan
wewenang (perany BPD dalam permbuatan dan penetapan APBD ada
kecenderungan pemahaman masing-masing piak, memaham akan
pentingnya AFBT dalam pelaksanaan pemenntahan desa, dalam kenyataan
pembahasannya justre sangat bergantung pada persetujuan yang diberikan
oleh BPD. Apabila BPD belum menyetuivi rancangan AFBD, maka rancangan
APBOD tersebut belum bisa ditetapkan cleh kepala desa menjadi APBD dalam

sebuah peraturan desa Molornya wakiu pembanasan i seringkali

disebabkan oleh adanya perbedaan dalam pemahaman anggota BPD dengan
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kepala desa akan permasalahan yang ada dalam APRD, yang akhirnya
menimbulkan persepsi yang berbeda antara 8PD dengan kepala desa.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan cleh bebarapa subjek
penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penetapan APBD dalam suatu
peraturan desa oieh kepala desa sangat hergantung pada persetujuan
yang diberikan olen BFD. Manakala kepala desa tidak mauw
mendengarkan aspirasi BPD, maka sangat sulit bagi BPD untuk
memberikan persetujuannya. Dalam AFBD menunjukkan bahwa anggaran
tahunan desa telah terjadi perubahan dari semula didominasi kepala desa

ke pala kerjasama BPD dengan kepala desa.

6.2.3 Perubahan Dalam Pelaksanaan Peraturan Desa

Selanjutnya hubungan pengurus BPO-kepala desa tdak berhentt
pada uwrusan penetapan peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Cesa (APBD), tetapi juga dalam pelaksanaan peraturan desa yang
BFD mempunyai kewajiban mengawasi dan mengontrol pelaksanaan
peraturan dess oleh kepala desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dasargh Kabupaten Musi Rawas Namor 7 tahun 2000 tentang
BPD. yvang dalarm pasal 38 ayat (1) butir d disebutkan bahwa: "BFD
mempunyai kewajiban mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Desa, APBD, dan Keputusan Kepala Cesa”

Qalam ketentuan nomatif tersebut terlihat bahwa meskipun pada
tataran formulasi kebijzkan desa berupa peraturan desa. BPD dan kepala
desa bekerja dalam lapangan tugas yang sama, yaitu itu ményusun dan

menetapkan peraturan desa secara bersama-sama. Namun demikian. dalam

Disertasi Relasi BPD-Kepala Desa : Kajian Relasi ... Yaqup Cikusin



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

[
.
F]

tataran implemantasi mereka berada dalam lapangan tugas dan tanggung
jawab yang berbeda. Guna mengetahui bagatmana pelaksanaan peran dan
fungsi pengawasan BPD terhadap pelaksanaan peraturan desa dan kebijakan
kepala desa dapat disimak dalam hasil wawancara peneliti dengan Kepala
Desa (Rozally yang mengatakan: Situasi saat i lain dengan duly Pak,
dimana setelah adanya BPD di desa sint, kami selaku permenntah desa harus
senanliasa berhath-hat dalam setap bertindak. (Wawancara, 30 Maret 2004,

Sementara 1tu sekretaris desa (Every] yang berhazil ditemui,
mengatakan: Memang benar Fak, semen)ak adanya BFD karm tidak bisa lagi
tebas bergerak. Kalau dulu masih zamannya LMD tdak seperti ini,

{(Wawancara, 30 Maret 2004).

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua BFD (M. Luth) yang penelit:
temui mengungkapkan:

Kepala desa saat ini berbeda dengan zaman orde bary, Kalay

duly bisa dengan seenaknya saja menetapkan dan membuat

kebijakan, sekarang di desa sudah ada kami-kam yang

dipercaya dan diben mandat oieh masyarakat untuk mengawasi

dan mengotrol setiap kebijakan yang diambit kepalz desa.

(Wawancara, 30 Maret 2004}

Berdasar uraian yang disampaikan oleh subjek penelitian tersebut,
tergambar dengan jelas bahwa semenjak dibentuknya BFPD 2i Desa Noman, di
desa inl telah terjadi perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan
pemerinlahan desa. Kepala desa yang mempunyai hak membuat kebijakan
untuk mengimplementasikan peraturan desa, wewenangdnya dibstasi oleh
peranffungsi pengawasan yang dilakukan aoleh BFD. Dalam pembuatan

pelaksanaan peraturan desa menunjukkan bahwa pada fungsi pengawasan-

kantrol telah terjadi perubahan dari semula kepala desa dengan sesukanya
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membuat. menetapkan. melaksanakan kebijakan ke pola wewenang yang di
batasi oleh institusi 8PD sebagay lembaga perwakilan yang demohkrabis
ditingkal desaa dalam praktik politk baru ditinagkat desa

Selanjutnya guna mengetahui bagaimana pelaksanaan peran/fungs:
pengawasan yang dijalankan oleh BPD, dapat disimak dan hasil wawancara
dengan Ketua BPD (M. Luth), yang meagatakan,

BFPD tu mempunyal kewenangan untok mengawasi kepala

desa dan perangkat desa dalam menjalankan pemearnntahan

desa. Sehingga Udak salah kalaw sekali wakiu BPD tu

mengacek ktivitas kepata desa dan perangkat desa di kantaor

desa {Wawancara, 31 Marel 2004

Hal Itu merupakan bagian darn upaya BPD untuk melakikan
pengawasan. Mamun demikian, kadang kala hal yang semacam itu dinilal
oleh kepala desa dan perangkatnya tertalu ikut campur dalam urdsan yang
sifatnya teknis. Bagi BPD berpendapat bahwa yang diawasi 1y juga
sifatnya teknts, sehingga BFD juga harus tahu persis bagaimana
pelaksanaannya di lapangan.

rendapat serupa juga dikemukakan oleh Wakil Ketua BPD (Ismail
P} yang mengatakan: Kami ifu serba repot |uga [o Pak, kami itu ditugasi
mengawasi pelaksanaan pemernntahan desa, akan tetap: kalau kami sering

mengecek pelaksanaannya dikira ikut campur (Wawancara, 30 Maret

2004).

Falau dulu sebelurm ada BFD dikaia masyarakat LMD, kepala desa
ity seenaknya saja. Banyak program pembangunan fisik yang dijalankan

asal-asalan saja. terus akbivitas di kantor desa juga tidak diziplin Dengan
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kondis: demikian, saat ini BPD berysaha agar hal itu tidak terjadi lagi

melalui fungs: kontrot yang dimilikinya.

Secara terpisah sekretans Desa (Every) yang dimintai tanggapannya
mengatakan:

Kadang-kadang BPD itu memang kelewatan kok Pak, masak

sampai  kehadiran kami di kantor desa itu juga sering

dipermasalahkan. Menurut saya kalau ity sudah menyangkut
teknis, fu sudah menjadi urusan kami pemenntah desa dan

BFD tidak boleh ikut campur. (Wawancara, 31 Maret 2004}

Dan hasil wawancara lgrsebut dapat dihhat, bahwa BPD dengan
fungsi pengawasan yang dimilikinya ingin menciptakan penyelenggaraan
pemernntahan desa sebagaimana mestinya. Namun demikian, kepala desa
dan perangkat desa yang bertanggungjawab secara teknis terhadap
renyelenggaraan permernntahan desa merasa tidzk "nyaman” manakala setiap
aktivitaznya terus diawasi dengan kelat,

Berdasarkan pasal B Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 1218
Tahun 2000, menyebutkan: 1) pengaalian dan pengambilan tanab dan
material lainnya dari tanah kas desa murni dan tanah kas desa untuk ganjaran
kepala desa dan perangkat desa hamnus mendapat persetujuan BPD dan
mendapat izin tertulis dari bupati melalui camat; 2} hasil penggalian dan
pengambilan tanah dan rnaterial sebagaimana dimaksud ayat (1)
dipergunakan untuk kepala desa atau perangkat desa yang bersangkutan,
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
berdasarkan musyawarah dengan BPD.

Hasil wawancars tersebut juga 1erihat jelas bahwa peran BPD sangat

baik dalam fungsinya sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan di desa.

Disertasi Relasi BPD-Kepala Desa : Kajian Relasi ... Yaqup Cikusin



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

6.2.4 Perubahan Dalam Pejaksanaan Fertanggungjawaban HKepala
Desa Tahun 2004,

Dalam pasal 11 ayat [1) menyebutkan bahwa: * Kepala desa dalam
meaksanakan tugas dan kewajibannya berlanggung jawab kepada rakyat
melalui BFLDY".

Untuk mengetahw pagaimana peran dan fungsi BFD  dalam
pelaksanaan perianggungiawaban kepala desa kepada rakyat metalul BFD.
adalam disertasi i dapat dilihat dan hasid wawancara penelitt dengan
Sewretarns Desa (Svery) yang mengatakan

BFC menilai dalam LPJ kepala desa telah  tenad

penyimpangan anggaran, kareqa ada pembengkakan

anggaran, BPD tidak pemah diajak berbicara sebelumnya. Kami
menyadar akan kesalahan ftu. akan tetap sebenamya vang itu

ya kami gqunakan untuk membangun kantor sekretanat BRD

yang sekarang sudah terwujud {Wawancara, 17 Apnl 20043

Untuk mengetahui tanggapan dari pihak BPD, penalili mewancarai
Ketua BRD (M. Luth) yang menuturkan Berkaitan dengan penolakan LPJ.

sebenarnya alasan kami cukup kuat, yaitu kepala desa tidak pernan mengajak

kam: berbicara mengenal perubrahan anggaran, (Wawancata. 17 Aprl 2004).

Tapi tahu-tahu ada pembengkakan anggaran o namanys
seenaknya sendin Dalam LPJ tersebut yang kami sorot buekan hanya itu saja.
akan tetapi yang paling mencolés penampangannya adalah mengenai
anggaran, Sedangkan Uik Einerja. kan ticdak terlalu

memparmasalahkannya

Beberapa uraian yang dizampalkan oleh subjek penelitian tersebut

terlibat babtnwa perclakan LPJ kepalz desa oleh BRD disehabkan tidak
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adanya tertib anggaran dan prosedur dalam pelaksanaan APEBD oleh
kepala desa. Selain ilu, pembahasan LPJ kepala desa yang dilakukan oleh

BPD sehagan besar hanya berkaitan dengan masalah kebijakan anggaran

kepala desa tidak terlalu dipersoalkan.

Lintuk mengetahui bagaimana sebenarnya BPD sampai Risa menarnma
LFJ kepala desa peneglii mewancarai Wakil Ketua BPD (Diml) yang
mengatakan: Akhirnya setelah kami musyawarahkan dengan teman-teman,
untuk saat im kami memberikan tolerans kepada kKepala desa dan kami
sepakat LPJ-nya kami tenma. (Wawancara, 18 April 2004},

Sedangkan pihak pemerintah desa, dakam hal ini Kepala Desa
{Rozali) yang dimintai tanggapannya menyatakan: Tentu hal yang baru itu
pasti banyak kekurangan. Dengan kesanggupan saya untuk merealsasikan
catatan-catatan yang diberikan BPD terhadap LFJ saya, akhimya BFD

menyetujuinya {Wawancara, 18 April 2004).

Hasil yang disampaikan subjek tersebut terihat bahwa penermaan
LPJ kepala desa oleh BPD disebabkan adanya kesanggupan kepala desa
untuk mengembalikan dana dalam APBD yvang digunakan oleh kepala desa.
Hal ini terbukti. setelah jangka waktu yang diberikan, kepala desa bisa
merealisasikan seluruh catatan yang dijadikan dasar oleh BPD untuk bisa
menerima LPJ tersebut Balam hal ini terbhat bahwa peran BPD sangat
berfungs, dalam pelaksanaan pertanggqungjawaban kepala desa, sehingga

kepala desa konsekuen dengan apa yang telah disepakatinya dengan BFD.
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Penyelesaian catalan yang menipakan kesanggupan kepala desa yaitu
mengembalikan uang dalam pos anggaran

Cari paparan tentany pelaksanaan perfanggungjawaban kepala
desa; di alas dapat ditarik kesimpulan tentang relasi kekuasaan BFD dengan
Kepala Desa Noman dalam proses yvansformas) o desanya. bahwa

Keputusan pengurus BPD untuk menolak dan menerima LP kepala
desa di desanya dimaksudkan agar pemerintah desa lebih berhati-hati dalam
melaksanakan tugasnya. Dalam pengertian bahwa hal ini harus dibahas dan
diputuskan bersama  pengurus BFD. sebagai  lembaga  perwakilan
akuntabilitas polik, publik ditingkat desa yang mempresaentasikan palitik

dalam bentuk lebih demokratis di tingkat desa.

6.2.5 Perubahan Dalam Kasus Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan
(Pemmbangunan} Desa

Para tokoh masyarakat juga mengakui bahwa dalam banyak hal justru
masyarakat dusun lebih banyak kontribusl kepada panitia pembangunan
dalam program pembangunan spontanitas yang tidak secara formal dirancang
dalam RAPED. Menurut penuturan Awain' (tckoh pernuda): Program
pembangunan yang ditangan panitia pgembangunan di dusun jelas lebih
banyak mencamminkan aspirasi dan keinginan rakyat dan bawah. { 20 Maret
2004}

Salah satu tokoh pemuda Desa Noman yang cukup terkenal, yang
sernng menad pemrakarsa  pamtia pemtbangunan di  dusunnya, it

menuturkan
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la sempat khawatir Kalau Kepaia Desa Noman akan melarang
kegiatan pamtia pembangunan & tingkat dusun yang pada
dasarnya banyak ditangani oleh pemuda Tetapi Kemudian ia
menjadi lega setelah tahu Kepala Desa dNoman bisa
menenmanya atas inisiatif pengurus BPD. [a bahkan meamuji
sikap kepala desanya sebagai pemimpin yang berjiwa besar
karena mau memahami kehendak rakyatnya. { 20 Maret

2004)

fralam membangkitkan partisipasi masyarakat desa untuk usaha-
usaha pembangunan, pengurus BFD Noman {3cli) mengatakan Selain
suka menumbuhkan kreativitas peéngurus dan rakyatnya ia juga suka
mendelegasikan kekuasaannya kepada mereka. { 21 Maret 2004)

BPD Noman melihat banyak warga desa yang mempunyal potensi
bagus oi berbagai bidang rmisalnya peranian, pendidikan, kesenian, dan
sebagainya. Terhadap warga desa yang potengsial tersebut 12 cenderung
bntuk  memberikan peran atau tugas penting untuk dikutkan dalam
membangun desanya. la berpendapat bahwa arang yang punya potensi itu
sayang kalay hdak dimanfaatkan sehingga mereka perlu diharga supaya
timbut motivasi untuk membangun desa.

Gambaran mengenai keberbasilan keterfibatan pengurus BPD Noman
dalam melimpahkan sebagan dar kekuasaannya dan kekuasaan kepala desa
bagi usaha-usaha partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Akhirnya dapat ditarik makna penting bahwa.

Froyek pembangunan vyang bersifat ‘gdagakan” karena
dilaksanakan secara spontan oleh masyarakat lewat panitia

pembangunan setempat tidak dilarang bahkan diresiul oleh pengurus

BFD karena selain proyek tersebut telah dapat direalisasikan dengan baik
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juga sekaligus dapat meningkatkan jumiah perceehan anggararn yang
dapat dimasukkan dalam RAFBD yang berarti BPD teiah (kut memberr
peluang -niziatif yang baik pada warga desanya untux berpartisipasi
dalam prosas transformasi di desa Noman

Hubungan BFD dengan kepala desa dalam transformasi di desa
penelitian, yang melimpahkan kekueasaannya kepada elit-elit strategis lamn
¥yang memang menguasai bidangnya masing-masing (pofy-morphic
feader), hal tni menunjukkan yang memperhhatkan telah ternadi perubahan

struktur dari relasi xekuasaan dar yang berbentuk €listis ke plurals

6.3. Perubahan yang Menandai Relasi Kekuasaan BPO-Hepala desa pada
Tingkat Kesadaran

6.3.1 Perubahan Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa
{legisiasi)

Peraturan desa sebagamana disebutkan dalam Feraturan Dagrah
Kabupaten Musi Rawas Momor 8§ Tahun 2000 pasal 1 hurel m berisi
kebijakan penyelenggaraan pemenntahan desa vang ditetapkan oleh kepala
desa setelah mendapat persetejuan dari BPD. Lehih lanjut dalam pasal 8
ayat 1 disebutkan, bahwa peraturan desa merupakan suaty ketentuan
hukum yang mengskat hagi pemerintah desa. BPD. warga masyarakatdesa
yang bersangkutan, dan pihak-pahak lain yang berkepanlingan.

BPD di Desa Noman dikukubkan dan dilantik pada tanggal 25 Juli
2001 Semenjak itu pula BPD telah melakukan tugas dan fungsinya, antara

tain tugas dan fungsy leqisiasi yaitu membuat peraturan oesa persama kepais
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desa. Dalam kurun wakte iahun 2001, fungsi im telah dialankan cleh BPD.
Sebagai bukti adalah telah ditetapkannya heberapa peraturan desa selama
kurun waktu tersebut. Ada 7 Peraturan desa tahun 2004 yang telah
berhasil ditetapkan tersebut artara lgin. Program Kerja Tahunan Desa, APBD,
Pungutan Desa, Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Penetapan Penghasilan
Kepala desa, Sekdes, Kadus dan Kaur, Sumber Pendapatan Asli Desa, Honoranum
dan Biaya Rapal EPD dan Tanah Bengkok yang sampai penelitian im berangsung
belum ditetapkan menjadi perdes

Dengan demikian terihat sejumlah peraturan desa yang berhasil
dibuat oleh BPD bersama kepala desa sudah mulai berkembang, Gambaran
mengenal hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua BPD
Noman {M. Luth), menuturkan; Kehadiran kami [BFPD) masih relatif bary.
Mamun keadaart perdes yang kami réalisasikan sudah bagus dan relghf

berkembang. itu kKan sudah lumayan (Wawancara, 7 Maret 2004).

Masih banyaknya permasalahan yang harus diakomaodir dalam bentuk
peraturan J2sa, juga terungkap dalam wawancara dengan Sekretaris Desa
Noman (Every) yang menuturkan; Kalau dilibat dari jumlah perdes yvang ada
saat otonomi ini sudah bagus, Khan BPD itu tidak sama dengan LMD dulu,
walaupun saya lihat sebagian anggota BPD pengalamannya dalam bidang

permerintahan masih baru (Wawancara, 7 Maret 2004).

Apa disampaikan subjek penelitian tergambar bahwa sampai saat
mi jumiah peraivran desa yang berhasil direalisasikan di Desa Noman
sudah cykup bagus. Hal im disebabkan sistern dan mekanisme

penyusunan dan penetapan peraturan desa dengan melibatkan BPD
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walaupun masih baru, namun sudah biza dipahami sepenuhnya baik oleh
pemenntah desa maupun BRD sandirk.

Dalarm penyusunan peraturan desa. semenjak dibentuknya BPD
terdapat perubahan yang mendasar dalam proses penyusunannya. Pada saat
sebelum otoncrm daerah, selurah proses seakan-akan hanys menadi
wewenang pemenntah desa saja lanpa banyak melibatkan phak lain
termasuk waktu ity LMD karena pada saat itu kepala desa kedudukannya juga
men|abat sebagai Ketua LMD,

Sehingga dalam penyusunannya tidak banyak mendapatkan

kesulitan vang berarti. Baru saat di era otonomi ini proses

panyusunan perdes melibatkan BPD. Frosesnya tidak semudah

yang duly apalagl wewenang BFD lain dengan LMD
fWawancara, 8 Maret 2004).

Can pihak BPD yang dimintai tanggapannya mengenai hal mi, salab
satu pimginan BPD yaitu Ketua BPD Noman (M. Luth}, mengatakan: Dengan
fungsi ini BPD berkewajiban mengontrol dan mengawasi kepala desa dan
perangkat desa yang lain. Demikian juga demngan pemibuatan kebijakan

desa sepert peraturan desa, (Wawancara, & Maret 20047

Cengan demikian perdes tidak boleh begiu =zaja dibuat oleh
pemeriniah desa tanpa dinusyawarahkan dengan EBEPD. Ternyata BPD
merasa sebagal wakil rakyat di desanya. sehingga pemerintah desa harus
mendengarkan suara BD yang juga merupakan aspirasi masyarakat. BPD
berhbicara demikian kargna sebagqan anggota BFD mengetahuyi persis
hagaimana proses penylsunan kebijakan desa pada masa lalu LMD yang

ada seakan-akan hanya merupakan pajangan adari kepala desza saja
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Uraian yang disampaikan beberapa subjek penelitian tersebut
mencerminkan bahwa di era otenomi daerah saat ini yang mana di dalamnyz
jug=z terfkandung semangat olonomi desa, telah tenadi perubahan paradigma
dalam penyelenggarsan pemerintahan desa terutama dalam  proses
penyusunan kebijakan desa. Kelerbatasan wewenang yang dimiliki oleh
kepaia desa karena hadimya BPD di desa, menyebabkan produk peraturan
desa bukan lagi produk sepihak dari pemernintah desa. Dengan demikian
tampaklah bahwa disini teiah terjadi perubahan dalam proses penyusunan
kebijakan desa, yakni dari hanya disusun secara sepihak oleh kepala desa
ke disusun secara bersama antara kepala desa dan badan perwakilan desa
{BFD). Dengan demikian di era ctonomi ini telah terjadi perubahan prilaku
poiitik di tingkat desa, sehingga BPD sebagai institusi memposisikan din
terhadap kekuasaan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Nomor & Tahun 2000 pasal 2 ayat 10 disebutkan bahwa rancengan
peraturan desa disusun ofeh kepala des: dar atau BPD. Dari pangertian
tersebut, maka terdapat dua kemungkinan dar mana inisiatif pembuatan
rancangan peraturan desa itu berasal, yaitu bisa dari kepala desa dan bisa
iuga dari BFPD. Kedua kemungkinan ini sama-sama menciptakan hubungan
antara BPD dengan kepala desa datam proses selanjulnya sampai dengan
penetapannya menjadi suatu paraturan desa. Kalaupun rancangan
peraturan desa tersebut berasal dan inisiatif kepala desa, tetap saja dibahas

bersama dan memerukan persetujuan dari BFD, Demikian juga sebaliknya,
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kalaupun peraturan desa tersebut rancangan peraturan desanya berasal dari
inisiatif BPD, tetap saja yang menetapkan adalah kepaia desa.

Berkenaan dengan penyusuhan dan pengajuan rancangan
peraturan desa, kenyataan yang dijumpat selama penelitian di desa
Moman menunjukkan bahwa selama ini ada rancangan peraturan desa
berasal dari usul inisiatif BFD. Namun yang mempunyai banyak inigiatif
mengajukan rancangan peraturan desa adalah kepala desa. Hal ini
sebagaimana terungkap dalam wawancara peneiti dengan anggota BRPD
{Aswan) memberikan tangapannya dengan mengatakan:

Pada awalnya, kami masih bingung Pak, karena 2PD iu

merupakan lembaga baru yang ada di desa. Lagi pula selama

ini karm belum pernah terlibat dalam pembuatan kebijakan

desa. Namun walaupun dengan keterbatasan yang kami miliki,

kami mampu untuk itu. Walaupun akhimya agar pemerintah

desa saja yang membuatnya kemudian nanti di bahas bersama-

sama (Wawancara, 8 Maret 2004).

Paparan vyang disampaikan oleh subjek penelitian  tersebut
menggambarkan bahwa pada dasamya BPD mempunyai kesiapan dan
kesanggupan untuk membuat rancangan peratu.on desa meskipun gengan
berbagai keterbatasan yang dimilikinya, Akan tetapi dengan pertimbangan
teknms implementasi sebuah peraturan desa, hal itu diserahkan kepada pihak
pemerintan desa. Proses seélanjuinya mekanisme penyusunan dan penetapan
peraturan desa, setelah pembahasan intern BPD selesai. kemudian BPD
menyampaikan kepada kepala desa bahws BPD siap untuk melakukan
pembahasan secara bersama-sama. Pamberitahuan yang disampaikan oleh

BPD selain dilakukan secara formal {melalui proses surat-menyurat), juga

dilak ukan secara informal dengan mendatangi pihak pemerintah desa.
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Secara formal BPD mengirimkan surat pgmberitahuan kepada kepala
desa bahwa BPD sudah siap untuk melakekan pembahasan bersama
pemenntah desa. Selain tu dalam berbagai kesempatan. misalnya keduanya
(ketua BPD dan kepala desa) ketemu ya menyampatkan hal itu secara lisan.
Meskipun aparat desa belum menenma pemberitahuan resm dan BPD, tapi
mereka tidak merasa tersinggung dan langsung memben |[awaban
mengiyakan. Mereka berprinzip bahwa di desa itu kalau semuanya harus
dilakukan secara aturan formal semua tidak bias jalan seacara fleksibel.
Terkait dengan hal itu pada kesempatan iain sekretaris desa (Every) yang

ditemui oleh penelib, menuturkan,

Biasa pak. selain BPD itu mengirim surat pemberitahuan resn
kepada kepala desa. lapi juga pas kebetulan ketemu atawy
dengan sengaja datang ke rumah untok menginformasikan
bahwa mercka siap gan bersedia diajak musyawarah bersama.
{Wawancara 15 Maret 2004
Uraian dt atas menggambarkan bahwa antara BPD dan kepala
desa sudah menunjukkan fungsinya masmg-masing  dan  bisa
ekerjasama dan berinteraks dengan baik dalam pemhahasan rancangan
peraturan desa. Berdasarkan temuan lain di lapangan contoh perdes yang
berlarut-larut dalam pembahasannya rancangan peraturan desa mengenai
pengeiplaan tanah ganjaran kepala desa dan perangkat desa.
Sememtara nu Ketua BPD (M. Luth) yang dimintai tanggapannya
mengenai hal tu mengatakan: Karni menganggap penggalian pasi dan baty

koral sebagal tanah bengkok mu tetap melanggar perda karena tidak

mempunyal izin. (Wawancara, 21 Maret 2004}
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Berdasarkan pemaparan relasi kekuasaan BPD-kepala desa tentang
penyusunan dan penetapan peraiuran desa serta kasus penggalian dan
penjualan pasir dan koral tanah bengkaok tersebut di atas dapat dikemukakan
garbaran hubungan kekuasasn BPD—kepala desa Noman sebagal pemimpin
fokal yang memimpin transfarmasi di desanya sebagai berikut.

Ursian yang disampaikan beberapa subjek penelitian lersebut
mencemminkan bahwa di era otonom daerah saat ini yang mana di dalamnya
juga terkandung semangat otonomi desa, telah terjadi perubahan paradigma
dalam penyelenggaraan pemerintahan  desa terutama dalam proses
penyusunan kebijakan desa, Keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh
kepala desa karena hadimya BPD di desa, menyebabkan produk peraturan
desa bukarn fagi produk sepihak dan pemerintah desa. Dengan demikian
tampak!ah bahwa disini telah terjadi perubahan dalam proses penyusunan
kebijakan desa, yakni dari hanya disusun secara sepihak oleh kepala desa
ke disusun secara bersama antara kepala desa dan badan perwakilan desa
{BPD). Dengan demikian di era gtonomi int telah terjadi perubahan prifaku
politik di tingkat desa, sehingga BPD sebagai institusi mempasisikan din
terhadap kekuasazan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerzh Kabupaten Musi Rawas
Nomar 8 Tahun 2000 pasal 2 ayat 10 disebutkan bahwa rancangan
peraturan desa disusun oleh kepala desa dan atau BPD. Dari pengertian
iersebut, maka terdapat dua kemungkinan dari mana imsiatf pembuatan
rancangan peraturan desa itu berasal, yvaitu bisa dari kepala desa dan bisa

juga dari BPD Kedua kemungkinan ini sama-sarma menciptakan hubungan
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antara BPD dengan kepala desa dalam proses selanjutnya sampai dengan
peretapannya menjadi suatu peraturan desa  Kalaupun rancangan
peraturan desa tarsebut berasal dam inisiatf kepala desa, tetap sa)ja dibahas
bersama dan memerukan persetwuan dari BPD. Demikian juga sebaliknya,
kalaupun peraturan desa tersebut rancangan peraturan desanya berasal dar

inistatf BPD, tetap saja yang menetapkan adalah kepala desa.

£.3.2 PFerubahan 0Oalam Penyusunan dan Fenetapan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Desa (APBD) Tahun 2004

Peraturan Daerah kabupaten Musi Rawas Mamor 12 Tahun 2000
begerta petunjuk pelaksanannya meamuat ketentuan yang mengatudr mengena
proses dan mekanisme penyusinan dan penetapan APBD bagi desa-dess di
wilayah Kabupaten Musi Rawas. Froses penyusunan dan penetapan AFBD
didahului dengan penyusunan rancangan APBD yang msa dilakukan oleh
pemerintah desa dan atau cleh BFD berdasarkan pedoman yang dibedkan
oleh kepala deerah Halini sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Peraturan
Daerah Kabhupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2000, sebagar berikat: 1)
penyusunan rancangan APBD dibuat oleh pemenntabh desa dan ataud oleh
BPD. sesuai pedoman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. 2) Setelah
rancangan AFBD tersebut disepakat dan disetujui aleh pgmerintah desa
dan BFD, ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Desa.

Fasal di atas menunjukkan bahwa untuk uvsul inisiatif pernbuatan
rancangan APBD berada <1 tangan kepala desa dan juga BPO. HMal ini
sebagaimana terungkap dalam wawancara yang dilakukan dengan ketua

BPD (M Luth). beliau mengatakan: Karmi sermuea sepakat menyerahkan

Disertasi Relasi BPD-Kepala Desa : Kajian Relasi ... Yaqup Cikusin



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga 1%

pembuatan rancangan AFBD kepada pemeriniah desa dan di bahas,
diputuskan bersama (Wawancara, 22 Maret 2004},

Sedangkan kepala desa (Rozali), yang dimintai tanggapannya
mengenai hal ity mengatakan; Kami membenkan kesempatan kepada BFD
untuk membuat rancangan APED. Tetapi BPD hanya mengajukan rencana
anggaran biaya unluk BPD sendin agar dimasukkan dalam APBD
fWawancara, 22 Maret 2004)

Keadaan tersebul terdihat bahwa keterlibatan BPD dalam proses
penyusunan rancangan APBD im tidsk sebatas mengajukan rencana
anggaran biaya (RAB) BFD kepada pemerintah desa untuk dimasukkan
dalam pos APBD, tapi juga tabap pembahasan dan penetapan rencana
anggaran biaya BFD kepada pemeriniah desa.

Selanjutnya mengenai pengajuan rencana angparan biaya (RAB)
BPD, penaliti mewancarai aanggota BPD (Bustomi) yang mengemukakan
sebagai berikut, Rencana anggaran biaya (RAB) tersabut kami ajukan
berdasarkan musyawarah bersama seturuh anggota BPD dan memang
menurut kami telah sesuai dengan kandisi yang setenarmya. {Wawancara, 24
Maret 2004).

Dalam tahap selanjutnya, rancangan APBD yang sudah disusun oleh
pemerintah desa tersebut kKermudian disampaikan kepada pimpinan BPD
untuk disebariuaskan kepada seluruh anggota BPD agar dipelajan sebelum
dibahas bersamea dengan kepala desa dalam suatu rapat. Pembahasan intem
BPD dilaksanakan melaiui rapat BRD yang diikuti cleh seluruh anggota BPD.

Fembahasan ini lidak dilakukan secara khusus oleh panitia anggaran, karena
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sebagaimana disebutkan terdahulu dalam kepengurusan BFD Desa Noman
tidak dibentuk panitia anggaran yang khusus menangani pembahasan APBD
atau pun bidang-bidang yang lainnya sebagai alat kelengkapan BFD.

Setelah rapat intem BPD menghasilkan syatu keputusan, maka
pembahasan rancangan APBD selanjutnya dilakukan dalam rapat panpuma
antara BPD dengan kepala desa. Dalam tabapan ini dapat dilihat bagaimana
peranfungst BPD Guna mengetahui peran BPD dalam pembahasan
rancangan APBD, dapat disimak dalam hasil Wawancara dengan Ketua BFD
(M. Luth) sebagai perikut Dalam forum rapat, kami tetap vokal menyoroti
pos-pos mana dan rancangan APBD yang kami nilai mesragukan.
(Wawancara, 28 Maret 2004)

Hal ini kami lakukan karena tugas kami uniuk melakukan pengawasan
terhadap APBD. Meskipun sebenamya kami dapat memakai pengurangan
RAE kami untuk tidak menyetuui rancangan APBD tersebut akan ietapi
untuk saat ini kami tidak akan melakukan hal itu, Memang datam
pembahasan rancangan AFPBD selaina ni, kami tidak pernab langsung
menyetujuinya dalam satu kali rapat, past] lebih dari itu.

Sementara it Wakil Ketua B8P0 (Dinil), memberikan tanggapannya
dengan mengatakarn:

[Dralam pelaksanaan rapat antara BPD dengan pemerintah desa

kKhususnya yang membahas mengenai APBD, sebenamya tidak

ada masalah yang beratt Namun kadang ada pos anggaran

yang kuwfang masuk akal, sehingga terpaksa kami harus

;’Iﬂ%n‘:;}enarkan dan meluruskannya. Wawancara, 285 Maret

Dan pthak pemenintah desa. peneliti mewancaran Kepala Desa

{Rozal}. yang mengatakan:
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Selama ini pernbahasan rancangan APB0D tidak pernah selesai

dalam satu kali rapat kalau dulu sebelum ada BPD penyusunan

APBD tidak pernah molor seperti sekarang ini. Rancangan

APBD yang kami susun dikareksi habis-habisan oleh BPD.

Katanya vyang begini begitu dan lain  sebagainya.

{Wawancara. 23 Maret 2004}

cedangkan Sekretaris Desa (Every), memberikan penjelasan
mengenai hal tu dengan mengatakan: Membuat Rancangan APBD itu tidak
mudah maskipun suedah ada pedomannya. kegiatannya tdak sedikit,
sementara alokasi dana yang tersedia terbatas Kadang-kadang hal inilah
yang tidak disadari oleh BPT. (Wawancara, 29 Maret 20043,

Beberapa uraian tersebut dapat dilihat batwa pelaksanaan tugas dan
wewenang {peran) BFD dalam pembuatan dan penetapan APBD. Masing-
masing pihak memahami skan pentingnya APBD dalam pelaksanaan
pemenntahan desa.

Beberapa penjelasan yang disampaikan oleh subjek penelitian
tersebut, tergambar bahwa proses awal penyusunan APBD di Desa Noman
secara teknis memang semenjak terbentuknya BPD telah terjadi perubahan
kompasisi APBD khususnya dalam hal pembepanan pos pengeluaran, dan
hal inilah yang membuat pemerintah desa harus bisa menyesuzikan diri.

Lalam proses pemyusunan dan penstapan APBD menunjukkan
bahwa pada waktv penyusunan APBD tevjadi perubahan gari hanya didusun
oleh kepala desa ke pola penyusunan APBUD oleh kepala desa dan BPD,

Beqgitu jugs pada waktu menetapkan APRD, terjadi perubahan dari hanya

ditetapkan cleh kepala desa menjadi ditetapkan oleh kepata desa dan BPD.

Distst lain juga bahwa APBD itu sangat penting artinya bagi

penyelenggaraan pemerintanan desa karena BPD memiiki mandat dalam
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fungsi angaaran, hal int sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Peraturan
Caerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2000, sebagai benkut 1)
penylizunan rancangan AFBQD dibuat oleh pemerintah desa dan atau oleh
BPD. sesuai pedoman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; 2} Setelah
rancangan AFBD tersebut disepakati dan diselujui oleh pemenntah desa
dan BPD, ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan qleh beberapa subjek
penalitian tersedbut, menunjuekan bahwa penetapan APED dalam suatu
peraturan desa oleh kepala desa sangat pergantung pada persetujuan yang
diberikan oleh BFD Dan paparan tentang penyusunan dan penstapan
Anggaran Pendapatan dan Belaya Desa (APBD}, dapat ditarik kesimpulan
bahwa dalam proses transformmasi di desa Noman. Telah tefadi perupahan
dari semula didominasi kepala desa ke pola kerjasama BPD dengan kepala

desa.

6.3.3 Perubahan Dalam Pefaksanaan Peraturan Desa

Sehagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Rawas Momor 7 tahun 2000 tentang BPD. yang daiam pasal 35 ayat (1)
butr d disebutkan bahwa "BPD mempunyal kewajiban mengadakan
pelaksanaan Peraturan Desa, AFBD, dan Keputusan Kepala Desa”.

Untuk mengetabui bagaimana pelaksanaan peran BPD terhadap
pelaksanaan peraturan desa dan kebijakan kepala desa dapat disimak dalam
hasil wawancara penelit dengan Kepala Desa {Rozali) yang menuturkan:

Terus terang Pak. dahulu sebelum ada BPD, kepala desa dengan

kewenangan yang dimiliki mudah saja menetapkan kebipkan desa tanpa
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khawatir mendarpatkan tentargan dan lembaga desa lain. meskipun oada
waktu ity ada LMD, (Wawancara, 30 Maret 2004

Sementara itu sexrelans desa (Every) wvang berhasil diternu,
mengatakan  Saat i BFD tu begitu senus mengawasi pemenniah desa

Wawancara, 30 Maret 2044)

Berkatan dengan hat tersebut, Ketua BRPO M Lulh} mengungkapkan:
Anabila kebiakan kepaka desa menyalah aturan darn merugikan masyarakal
kami berhak menegqurnya dan kalau peru kami ss mengusulkan untuk
pemberhentiannya (Wawancara, 30 Maret 2004}

Aanggaota BPD lamnya (Amari} rmenuturkan, Kewenangan untuk
mengawas: kepala desa dan perangka! desa dalam memalankan
pemenntahan desa telah kami laksanakan (Wawancara, 31 BMaret 20043

Can hazit wawancara tersebut dapat dilthat, bahwa telah teradi
perubanan antara EPD dan kepala desa dalam pelaksaraan fungsi
pengawasan dan kontrol yvang dilakukan cleh BRPD EBEPD dengan funasi
pengawasan yang dimilikitya  ingin menoiptakan  penyelenggargan
pemenniahan desa sebagammana mestinya.

Berdasar uraian yang disampaikan ofeh beberapa subjek penslitan
tersebut. tergambar dengan jelas bahwa semenjak dibentuknya BFD di Desa
Noman, di desa e telah tenade perubahan yang mendasar dalam
cenyelenggaraan pemerintahan desa Kepala desa yvang mempunyai hak
Lntuk mengimplementasikan peraturan desa, weawenangnya dibatasi gleh
Teran pengawasan yarg dilakukan oleh BED. Dalam pelaksanaan perzturan

deza menunjuekan batwa pada fungs pengawasan-kontral felah ierad

Disertasi Relasi BPD-Kepala Desa : Kajian Relasi ... Yaqup Cikusin



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

parubahan dan semula ¥spals desa dengan kKekuasaan, melaksanakan

kehijakan ke pola wewenang yang di batasi cleh institusi BRD.

6.3.4 Perubahan Dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kepala
Desa;

Sefain itu. dalam Paraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor
7 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa, pasal 37 yuga menyebutkan
hahwa BPD berhak meminta peranggungjawaban kepala desa.
Berdasarkan peraturan tersebut, terlihat bahwa BFD sebagai lembaga
peraakilan masyarakat desa berhak menilai  pertanggungjawaban
pelakzanaan pemerintahan desa oleh kepala desa. Untuk menidaklanuti
hal tersebut, BFD Desa Noman menertitkan Keputusan BFD Desa Noman
Momor 01 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib BP0 Desa Noman,
dimana dalam pasal 7 butiv a disebutkan bahwa: BPD berhak merninta
pertanggungjawaban kepala desa setiap akhir tahun anggaran selambat-
lambatnya 4 (empat) bulan setelah tutup tahun anggaran.

Bagaimana peran dan fungsi BPD dalam pelaksanaan
pertanggungjawaban kepafa desa, dapat dilthat daqa hasil wawancara dengan
Kepaka Desa (Rozali} sebagai berikut:

Saya telan membuat LPJ Tahun 2002 dan sudah saya

sampaikan kepada BPFD tanggal 23 Pebruari 2004, Hal ini

berarti apa yvang saya lakukan sudah sesuai ketentuan bahwa 4

{empat) bulan setelah akhir tahun anggaran kepala desa wajip

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD.

{(Wawancara, 17 Apni 2004).

Citambahkan aleh Kaur Kesra (Sunaryo): Namun demikian pada saat

itu LFJ saya ditolak oleh BPD, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan
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APBD. Tapi temyala pada saat LFJ, justru hal itu yang menjadikan BPD tigak

bisa menetima Sehingga LPJ saya ditolak (Wawancara, 17 April 2004)
Sedangkan anggota BPD (Solihiny menanggapi hal wu dengan

mengalakan: sebenarnya penolakan LPJ ity bukan hanya karena tenadinya

pembengkakan anggaran, {(Wawancara, 17 April 2004

Beberapa uraian yang disampaikan oleh subjek peneliian tersebut
terlinat manakala tenad pembengkakan anggaran. kepala desas tidak
membicarakan dengan BFD untuk mengadakan perubahan anggaran
keuangan {FAK)

Untuk mengetahuwi bagaimana sebenarnya BPOD sampai bisa menerima
LFJ kepala desa, penelii mewancarai anggota BPD (Zakaria) yang
mengatakan Saat imi LPYJ itu kita tenima tapi untuk kcsempatan berikutnya
apabita hal serupa teradi lagi. atau catatan yana kami beri tdak
diwwjudkan, kam akan mengangkat permasalahan ini lagi (Wawancara, 18
April 2004)

Hasil wawancara penealiti dengaan subjek penelitian tersebut terihat
bahwa penerimaan im pada dasarnya dilandast cleh keinginan semua pihak,
baik BFD maupun kepala desa untuk menghindari lerfadinya konfltk BPD
sendiri menyadari bahwa penclakan yang berlarut-larut akan berakibat
pada proses pemberhentian kepala desa, dan itu dipandangnya justru akan
menimbulkan konflik baru di desa. Namun dernikian penenmaan tersebut
bukan berart permasalahan yang menyangkut LPJ ttu sudah selesai, akan
tetap sewaklu-wakiu masih bisa meruncing tage manakata kepala desa

tidak konsekuen dengan kesepakatan yang dicapainya dengan BPD
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Darn  paparan relasi kekuasaan BFD-kepala desa tentang
pelaksanaan pertanggungjawaban kepala desa, kasus penclakan dan
penerimaan LP. kepala desa di atas dapat ditarik kesimpulan tentang proses
transformasi i desa Noman

Bahwa peran BFD sangat berfungsi, dalam pelaksanaan
perntanggungjawaban kepala desa, sehingga kepala desa konsekuen dengan
apa yang telah disepakatinya dengan BP{.

Menyadari bahwa keputusan yang harus dibuat tidak sepenuhnya
berada di tangan mereka sendin. Oleh karena itu, untuk bisa berhasil
mereka harus mampu membina dan memanfaatkan hubungannya dengan
para permbuat keputusan yang tain secara baik, yerutama dengan institusi
BFD.

Kepsala desa tidak lagi dapat memutuskan secara sepihak yang
meyangkut kepentingan publik. Dengan demikan dalam hal ini berarh BPL
sebagai institusi sudah mempaosisikan diri terhadap kekuasaan ditingkat

dessa.

6.3.5 Perubahan Dalam Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan
(Pembangunan) Desa

Masyarakat Desa Noman masih memilik iwa golong royong yang
cukup tebal Kegotongroyongan ini dipakai oleh pengurys BPD Noman
sebagai potensi dasar yang bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selama ini Kepala Desa Noman
masih menyadar bahwa belumm seluruh warga desanya mempunyai

kesadaran untuk berpartisipas) dalam pembangunan Oleh karena itu, ia
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dalam berbagal kesempatan selalu mengalak kepada kepala desa dan
perangkat desanya serta tokoh masyarakat yang lain agar mau memad
pelopardalam pembangunan fMenwrut mereka, kebernasilan membangkitkan
masyarakat ini bisa dengan dialogis, sesuai dengan kondisi budaya
masyarakatnya Pendekatannya harus luwes. Pengurus BPD, jajaran
permenntah desa, dan tokah-tokoh masyarakat biarus mau memulai lebih dutu
rmau menjadi pelopor dalam pembangunan

Fenerapan jenis pendekatan dialogis. rafonsif. proaktf, dan sesuat
dengan kondisi budaya masyarakat tidak dilakukan secara  terpisah
{dikotomis) tetapi bersamaan atauw serentak. Hal ini menurut Farul pengurus
BFD Noman mengatakan

Mengingat tingkat kesadaran masyarakat vang berbeda-beda.

Untuk itu, mereka menceba untuk memberkan nuansa bary

dengan menyetujui pamtia pembangunan yang dibentuk secars

dadakan oleh masyarakat dusun di sekitar proyek yang akan

dibangun. (Wawancara, 22 Maret 2004)

Calam membangkitkan partisipasi masyarakat desa untuk usaha-
usaha pembangunan, pengurus BPD Noman lainnya (Sali} mengatakan:

Setain suka menumbuhkan kreativitas pengurus dan

rakyatnys 13 juga suka mendelegasikan kekuasaannya

kepada mereka. BPD Noman meiihat banyak warga desa

yang mempunya. potenzi bagus di berbagal bidang misalnya

pertanian,  pendidikan.  kesepian, dan  sebagainya.

{(Wawancara, 22 Maret 2004)

Terhadap warga desa yang poténsial pengurus BPO cenderung untyuk
memberikan peran atau tugas penting untuk dilkutkan dalam membangun
desanya Mereka berpendapat bahwa orang yang punya potensi ilu sayang

katal hodak dimanfaatkan sehingga mereka perlu dihargai supaya timbul

motvasi untuk membangun desa
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(Gambaran singkat mengenai keberhasilan keterlibatan pengurus BPFD
Naman dalam melimpahkan sebhagian dan kekuasaannya dan kekuasaan
kepala desa bagl usaha-usaha partisipas masyarakat dalam pembangunan
terlihat pula hubungan pengurus BPD dengan organisasi kepemudaan desa
Noman, menurut pendapat (Awalni) tokch pemuda di desa Noman:

Pengumus BFD Noman iu termasuk tipe pemimpin yang mau

mengerli  kepentingan permnmuda dan  bertanggungjawab.

Dicontohkannya bahwa duluy banyak pernuda deszs yang suka

minuman keras tetapi mereka berusaha menyadarkan pemuda

mabuk tersebut dengan caranya sendin, mendekati pemuda
tersebut dan ikut minum sedikit-sedikit, pelan-pelan dan dengan

halus mereka diben nasehat akhinya kebrasaan mabuk itu

sekarang sudabh berkurang (Wawancara, 24 Maret 2004)

:;'-*.walni mengakul babwa 13 bisa memahami carg-cara yang ditempuh
pengurus  BPD  dalam  membangkitkan partisipasi  masyarakat dalam
pembangunan, yaitu terlibat membert nasehat dan memotivasi {tut wun
handayant). Tetapi Awalni juga mengakui bahwa jangan dikira pangurus BPD
Moman tidak bisa bertindak keras. Sebagai contoh adalah kasus tanah
bhengkok tanah kas desa yang dijual pasir dan koralnya oleh aparat desa.
Walaupun kepata desa menantangnya @ tétap jalan terus dan berhasil
Awalni vakin bahwa pengurus BFD Cerlindak tegas 1u karena yang
dilzkukannya itu herdasarkan kebenaran

Dar paparan peran pengurus BPD Noman dalam proses transformasi
s0sial membangkitkan partisipasi masyarakat desa

Catarm pembangunan telah berhasil mengangkat AFPBD hingga
mencapatr GBY juta lebih.

Dalam bentuk dengan memberikan suatu sentubran baru pada peran

masyafakat dusun untuk membenblk parba pembangunan, dalam art
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mehrnpahkan  sebagian dari  kewenangannya dalam  membangkitkan
keilkutsetaan masyarakat dalam pembangunan. Tokoh-tokoh masyarakat
yang memiliki potensi dan kapasttas vang memadai dikutzertakan dalam
pambangutan.

Dari kazus tersebut akhirnya dapat ditank makna penting sebagai
berikut

8F[} Moman yakin bahwa keberhasilannya ikut membangkitkan
kewkutsertaan masyarakat dalam praogram perabahan (pembangunan)
dengan menerapkan secara terpadu pendekatan yang menimbulkaan
kesadaran {mobilisasi) dan memberi kesempatan (panisipasi) masyarakat
dalam perubahan {pembangunanj}.

i sadanftidak, apa yang dilakukan oleh ingstitus1 BFD itu |, vang
telah melimpahkan kekuasaan kepada elit-elit strategis lain yang memang
menguasai bidangnya masing-masing (poly-morphic leader) pada tingikat
desa menunjukkan telah terjadi perubahan prilaku politik ditingkat desa.
Cari berpola tap dowrr dan searah menjadi HoHon up dan kemitraan

Untuk mengetahui dan memahami pembahasan yang lebik
mendalam bagaimana pola relasi kekuasaan BFD-kepala dess dan
perubahan yang menandainya dalam penerapgan franstanmast sosial BRD
melakukan findakan melaksanakan (memposisikan) dalam  kasues:
penyusunan dan penetapan peraturan desa, penyusunan dan penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa {(APED), pelaksanaan peraturan
desa. pelaksanaan pertanggungiawaban  kepala desa. dan partisipasi

masyarakat.
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a. Jenis Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa

Keterbatasan wewenang yang dimifiki oleh kepala desa karena
hadimya BPD di desa. menyebabkan produk peraturan desa bukan lagi
produk sepinak dad pemenntah desa. Tampaklah bahwa disini telah tarjadi
perubahan dalam proses penyusunan kebijakan desa, yakni dari hanya
disusun secara sepihak oieh kepala desa ke disusun secaraz barsama
antara kepala desa dan badan perwakilan desa {(BPD).

Dalam menetapkan peraturan desa (PERDES) tampak teradi telah
perubahan dari hanya ditetapkan cleh kepala desa ke penetapan dilakukan
bersama oleh kepala desa dan BPD, babkan bila belum ditermukan kata
sepakat (teradi konflik dan kompotitif). maka dilakukan poting. Contohnya
dalam kasus tanah bengkok.

Secara nomatif peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah
mendapatkan persetujuan dar BP0 (Pasal 48 ayat {2) Peraturan Menteri
Dalam Megeri Nomor 64 Tahun 1999}, Ketentuan demikian juga dapat kita
Jjumpai dalam pasal 105 Undang-undang Momor 22 Tabun 1999, dimana
disebutkan bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) bersams dengan kepala
desa menetapkan peraturan desa. Dan ketentuan normatif tersebut jeias
tergarmbar bahwa proses penyusunan dan penetapan peraturan desa adalah
salah satu tugas yang menjadi urusan bersama antara BPD dan kepala desa
sebagai perwujudan relasi kausal dari kewajiban dan tanggung jawab
masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan cleh

Ndraha (2003:116) vang menyatakan bahwa relzsi kausal dalam
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pemerintahan berkatan erat dengan kewajiban dan tanpgungiawab antar
variabel-variabel pemerintaban.

Proses penyusunan dan penetapan peraturan desa ini dimulai dengan
peAyusunan rancangan peraturan desa yang secara normatif proses ini dapat
dilakukan oleh Kepala Desa dan atau 8PD (pasal 48 ayat (1) Peraturan
Menten Dalam Negen Nomor €4 Tahun 1999} Apabila prosesnya dimutar
dengan adanys inisiatif kepala desa untuk membuat rancangan peraturan
desa, maka setelsh rancangan peraturan desa tersebut selesai harus
diajukan oleh kepala desa kepada BPD untuk dilakukan pembahasan secara
bersama-sama seria mendapatkan persetujuan. Sebaliknya, apabila BPD
dengan wewenangnya memprakarsai pembuatan peraturan desa dengan
membuat rancangan peraturan desa dalam beniuk keputusan BPO, baru
kemudian rancangan paraturan desa tersebut diserahkan kepada kepaladesa
untuk direalisasikan menjadi sebuah peraturan desa melalui mekanisme
musyawarah bersama antara BFD-kepala desa.

Namun demikian fain halnya dengan yang terjadi pada tahapan
persetujuan yang diberikan oleh BPD sampal dengan penetapan peraturan
desa oleh kepala desa. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa
mentahnya beberapa rancangan peraturan desa yang diajukan oleh kepala
desza dalam beberapa kali rapat tidak akan sampai menjadi penyebab tidak
terealisasinya pefaturan desa tersebut manakala dikaitkan dengan tingkat
urgensi suatu peraturan desa. Penolakan rancangan peraturan desa yang
terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara BPD-kepala desa akan

segera berakhir manakala karena pertimbangan urgensi darf suatu peraturan
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desa bagi penyelenggaraan pemearnntahan desa Jdijadikan sebagair suatu
pedimbangan tersendiri bagi baik BPD maupun kepals desa OCengan
demikian. maka proses untuek mendapatkan persetujuan dar anggota BPD
ditermpuh melalui pengambilan suara terbanyak (vofing).

Kondisi yang demikian menunpukkan bahwa BPD telah bertindak
sebagai wujud representasi masyarakat desa, karena orang-orang yang
berada di dalamnya tidak terkooptasi oleh kekuasaan kepala desa. Dari hasit
penetitian menunjukkan kahwa selama int BPD memang belum pemah
menggunakarn hak inisiatifnya untuk mengajukan rancangan peraturan desa.
Hal mi bukan didasarkan atas pertimbangan kemampuan BPFD akan tetam
tidak 1ebih tolerans BPD kepada kepala desa khususnya dan pemenrntah
desa pada umumnya. BPD beranggapan bahwa kalau yang rmengajukan
rancangan peraturan desa ity BPD, dikhawatirkan kepala desa dan perangkat
desa tidak mempunyal kemampuan untuk mengimplemeantasikannys.
YWalaupun ada kesan meskipun secara normatf, ketentuan undang-undang
yang beraku levh menempciian BPD sebagai pihak vang mernpunyai
dominasi wewenang dalam proses penyusunan dan penetapan peratusan
desa.

b. Jenis Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APBD)

Dalam proses penyusunan dan penetapan APBD menunjukkan
bahwa pada wakiu penyusunan APBD terjadi perubahan dari hanya didusun
oleh kepala desa ke pola penyusunan APBD oleh kepala desa dan BPD

gengan pola kerjasama dan kolaborasi. Begitu juga pada wakiu menetapkan
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APBD, teradi perubahan dari hanya ditetapkan oleh kepala desa menjpadi
ditetapkan oleh kepala desa dan BFD dalam bentuk atau pola kerjasama dan
kolaborasi.

Tugas dan wewenang kepala desa mengelcla kevangan desa yang
kermudian diwwudkan dengan pembuatan AFPED menimbulkan wewenang
BPC untuk mengentrol APBD mutai dari penyusunan, pefaksanaan sampai
dengan peranggunglawaban pengelolzan keuangan desa {Peraturan
Caerah Kabupaten Musi Rawas Nomeor 12 Tahun 2000 pasal 25). Proses
pengawasarn yang diakukan BFD dalam tahapan penyusunan AFBD
dilakukan dengan mengikutsertakan BPD dalam pembahasan dan
penetapan APBD. Relasiyang muncul  pun  adalah  relazisaling
mempengaruti dan melgngkap sebagar manifestasi dari fungsi masing-
masing yang pada akhinrya membentuk sebuabh sistem penvelenggaraan
pemernntahan desa.

Froses penyusunan dan penetapan APBD dimufai dengan
penyusunan rancangan APBD. Berdasarkan ketentuan resal 3 Peraturan
Dacrah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Fenvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebutkan bahwa
penyusunan rancangan APBD dibuat oleh Pemerintah Desa dan atau oleh
BPD. Namun dermikian selama im khususnya di Desa Noman yang menpadi
lokasi penelitian, BPO belum pernah membuat rancangan AFPBD. dan
hanya pthak pemerintah desa yang membuat rancangan APBD setiap
tahun anggaran. Hal im bisa dipahami, karena secara tekmis pemerintah

desa mempunyal kemamgpuan yang lebih dibanding dengan BPD. Karena
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APED  memegang  peran penting bagl proses penyelenggaraan
pemenntahan, maka proses penyusunan AFPED tersebut harus dilakukan
pieh pihak yang benar-benar memahami secara tekms operazional,
sehingga rencana tersebut memungkinkan untuk dicperasionalkan dalam
Berntuk  Kegiatan nyata. Hal o ini sepertt yang dikemukakan oieh
Tiokroarmidiofe (1994:188] yang mengatakan bahwa, perencanaan
merupakan suatu proses yang kontinum yang meliputt dua aspek yaitu
formulasi rencana ¢an pelaksanaanaya, karena sifal rencana rtu sendin
sudah mengandung ciri-cin yang beronentasi kepada pelaksanaan, dalam
artt memungkinkan untuk pelaksanaannya.

Oart =151 lain, kepala desa memiliki otoritas yang kecil untuk
mengoreksi  rancangan  APBL, BPD  memiliki  kewenangan untuk
memeriksa, menitai, bahkan merevisi semua pos-pos yang ada dalam
rancangan APBD. Kondist ini juga menimbulkan kesan relasiyang tidak
sejajar. Seakan-akan, octontas BFD dalam praktknya mengkooptasi
kewenangan kepala desa. Dan terkesan pula, fanpa kesed.zan kepala
desza menganggarkan sejurntah dana sebagaimana diajukan olefi BPD
maka akan muncul indikasi BPD tidak menyetujui rancangan APBD
kKalaupun pada akhirmya rancangan AFBD tersebut disetujus dengan
melalui suaty proses yang cukup melelashkan ity tidak lain Karena
rancangan APBD  tersebut membutuhkan pembahasan  Sedangkan
kemungkinan lamn yang bisa muncul apabila kepala desa tetap terus
menetapkan dan membertakukan AFPBD maka hal ini mengundang

perientangan. yang di mata hukum dan pofink hal tersebut tdak memilik
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kekuatan apa-apa. Sebaliknya. BFD bisa melakukan ppaya uniuk meminta
pertanggungjawaban kepala desa apabila ia tdak bersedia menatapkan
rancangan APBD yang disusun oleh EFD.

Ketentuan normatif [2in yang menyebabkan kedudukan tidak sejajar
antara BPD dengan kKepala desa dari seq kewanangan adalah apabila
anlara kepala desa dan BPD terjadi kesepakatan rancangan APBLD menjach
peraturan desa tentang AFBD. Ofeh karena iu setelah peraturan desa
tersebut dijalankan pada akhir lahun anggaran, kepala desatah yang harus
mempertanggungjawabkan kepada BFD. Pada tahapan ni, apabila kepala
desa dipandang tidak berhasil akan membawa konzekuens ditolaknya
pernanggunglawaban  tersebut  dan i1 bisa  melahrkan usulan
pembearhentian kepala desa oleh BPD.

c. Jeniz Kegiatan Pelaksanaan Peraturan Desa

FPelaksanaan fungsi lainnya yang ditakukan cleh BPD adalah dalam
hal fungs) pengawasan’kantrol Setelah peraturan desa ditetapkan aleh
kepala desa dengan persetujuan BPD, maka kewajiban untuk
mengimpiementasikannya berada di pundak kepala de=a dan perangkat desa.
Sedangkan disisr [ain BPD berkewajiban mengawas pelaksanaan peraturan
desa tersebut. Mal im sebagaimana disebutkan dalam pasal 36 Peraturan
Menten Datam MNegen Nomor 64 Tahun 1898 yang menyebutkan bahwa
fungs: pengawasan yang dilakukan oleh BPD melput pengawasan terhadap
pelaksanaan peratuyran desa, Angoaran Pendapatan dan Belanja Desa serta

“agutusan kepala desa
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FPola ini menempatkan kepala desa pada dua posizi. Di satu sisi,
kepala desa harus beranggungiawab kepada BFD dan disisi lain dalam
kenyataannya kepala desa juga tetap tdak bisa lepas dar tanggung jawabnya
melzksanakan tugas yang menjad nstruksi pemerintah kabupaten, Apalagr
seandainya BPD tidak mau tau dengan permasalahan mana yang meaemang
harus dipertanggungjawabkan pada BPD. dan mana wyang barus
dipertanggungiawabkan cleh kepala desa kepada Bupalt terhadap proyek-
proyek yang diinstruksi kabupaten di desa. Bahkan bisa lerjadi. BFD di desa
mempunyal perbedaan pendapat dengan pemenntah kabupaten,

Keadaan dermikian ini menandakan bahwa telah tenad persepsi yang
berbeda dalam memabami otonomi desa oleh anggota BPD dan kepala desa.
Padahat sebepamya penyelenggaraan otonomi desa itu masih dalam
kerangka kehidupan pemerintanan yvang lehin luas yaitu kabupaten, propingi
bahkan nasicnal. Hal im sebagamana kebiakan otonorm desa yang diatar
dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang antara {ain menyebutkan
bahwa kewenangan dess mencakup &) kewenangan yang sudah ada
berdasarkan hak asal usul desa; b) kewenangan yang oleh peraturan
penndang-undangan vang berlaku belum dilaksanakan cleh daerah dan
Pemermtah; dan ¢} tugas pembantuan daq pemenntah, pemerintah propinsi,
dan glau pemerintah kabupaten.

d. Jenis Kegiatan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kepala Desa
Oalam kegiatan pelaksanaan pertanggungjawaban kepala desa terjadi
perubahan dari pertanggungiawatan kepada Bupati melatui Camat menjadi

kepada masyarakat melakst BPD Dengan kata lamn telah teradi perubahan
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pertanggungiawaban pelaksanaan kegatan pernbangunan darn pola venikala
ke arah hierizontal. Dalam pelaksanaannya berbentuk atau berpola kerjasama
dan konplik pada kerjasama menenma LFJ kepala desa setelah diadakan
klarifikas: [parembok) BPD dengan kepala desa dengan catatan 1} kepaia
desa sangaup mengembalikan dana honor hansip 2) kepala desa sanggup
mengembahkan dana keagamaan selambatnya tanggal 31 mer 2004, pada
konplik ketka berkatan dengan penolakan LP.J kepala desa, karena tidak
adanya tertib anggaran dan prosedur dalam melaksanakan APBD cleh kepla
desa (tenadi pembekakan anggaran, kepala desa tidak membicarakannya
dengan 5P0)

Wewenang berkaitan dengan Enggung jawab, kewajiban berkaitan
dengan nak [right). sedangkan hak berkaitan pula dengan posisi {kedudukan).
Dalam relasi pemerintahan, hak pihak vang satu merupakan kewajiban bagi
pinak yang lain. Relas itu latur sebagai akibat suatu konsensus, kesepakatan
atau penanjan {overenkomst) {Mdraha, 2003:36). Berangkat dari konsep
terseput dan juga dan pemahaman kKetentuan normatf yang mengatur
mengenai panyelenggaraan pemerintahan desa. yang antara lain mengatur
wewenang BPD dalam memberikan penilaian pertanggungjawaban kepaia
desa, maka muncullah kewajiban kepaia desa untuk mempertanggung
jawabkan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada rakyat melaiui para
wakilmya yang duduk di BPD.

Apahila kita melibat dan s normatif yang dijadikan pedoman
pelaksanaan pertanggungiawaban  kepala desa  adatah mekanisme

pertanggungawaban kepala desa MNamun demikian, pada kenyataan
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mekanisme yang dilahirkan oleh kekuatan normatif dari suatu peraturan
perundang-undangan justru menimbulkan kerancuan dan kebingungan,
yang seringkali melahirkan suatu yang tidak sinkron amara yang harus
pertanggungiawat dengan yang berhak meminta tanggung jawab
khususnya antara kepala desa dan BPD sebagai institusi pemerintahan
tdesa.

Proses peiaksanaan pertanggungiawaban kepala dess di Desa
Noman menunjukkan bahwa akuntabilitas publik secara terbuka dan
demokratis dar pelaksanaan permerintahan desa yang ingm diwujugdkan
dengan rmenghadirkan BFD sebagai institusi representasi rakyat desa, sudah
bisa berjalan. Rakyat tidak lagi menjadi arang yang diperintah dan sudah
dilibatkan dalam proses pembuatan kebiakan yang mengatur dan
menentukan nasibnya. BPD dengan otoritas yang dimilikinga telah
memberikan persetujuan [aporan pernanggungjawaban (LPJ) pada kepala
desa, walaupun pada kenyataannya kepala desa melakukan pelanggaran
dalam pelaksanaan tugas dan kewsjibannya khususnya mangenai APBD.
Menurut Santoso (2002:31) hal ini menandakan bahwa kekuasaan sudah
sampai ke tangan rakyat dan tidak berhenti pada anggota-anggota parlemen
desa vyang belum fentu mencerminkan aspirasi masyarakat secara
menyelurub. Kevokalan dan kejelian BP0 dalam melihat penyimpangan yang
dilakukan oleh kepala desa melalui fungsi kontrolnya, temyata sudah bisa
membawa lembaga ini sebagai institusi yang bisa menjamin terwujudnya

akuntabilitas publik secara demokratis dan terbuka di tingkat desa.
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e. Jenis Kegiatan Partisipasi Maasyarakat dalam Perubahan-
Pembangunan Desa

Fada kegiatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
pembangunan desa menunjukkan terjadi perubahan darn pola dominasi
kepala desa dan aparat desa ke arah péndelegasian dan kerjasama
dengan, atau BPD dan masyarakat

Mereka juga melihat bahwa keberhasilan pembangunan Desa Noman
tidak lertepas dar paran tokoh-tokoh masyarakat terutama pengurus BFD dan
yang dianggapnya sebagai tokoh yang masih muda-muda, jujur, berami,
serius, bertanggungawat, dan mau bekera keras membangun desanya.
Sebaliknya, di sisi lain BPD Moman melihat selain alasan-alasan ekonomis
seperti tersebut di atas juga dar sisi sosial psikologis bahwa masyarakat
Desa Noman masih memiliki jivwa gotong royong yang cukup tebal,
Kegotongroyangan ini dipakai oleh pengurus BPD Noman sebagai potensi
dasar yang bisa dimantaatkan untuk membangkitkan partisipas
masyarakat daiam pembangunan. Selama inl Kepala Desa Noman masih
menyadan balwa belum selunrh warga desanya mempunyai kesadaran untuk
berpartisipasi dalam pembangunan Cieh karena itu, i2 dalam berbagai
kesempatan selalu mengajak kepada kepala desa dan perangkat desanya
serta tokoh masyarakat yang lain agar mau menjach petopor atau teladan
datam pembangunan, BPD Moman metihat bahwa partisipasi masyarakat
Khususnya dalam program swadaya murni itu masih harus digerakkan, sebab
kalau hanya ditunggu mereka akan diam saja. Menurut mereka. keberhasilan

membangkitkan masyarakat in bisa dengan dialogis (barembok). sasuai
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dengan kondisi budaya masyarakatnya. Pendekatannya harus |luwes.
Pengurus BPD, jajaran pemerintah desa, dan tokah-tokoh masyarakat harus
mau memulai lebih dulu mau menjadi teladan dalam pembangunan.
Penanganan kasus tanah bengkok dan kasus lainnys menurutnya adalah
contoh keteladanan tersebut.

Perarapan j&nis pendekatan dizlogis (barembork), refonsif, proaktif,
dan sesval dengan kondisi budaya masyarakat tidak dilakukan secara
lerpisah {dikotomis) tetapi bersamaan atau serentak. Hal i menunit
pengurus BPD Moman mengingat tingkat kesadaran masyarakat yang
berpeda-beda. Untuk itu, mereka mencoba untuk membernkan nuansa baru
dengan menyetujul panilia pembangunan yang dibentuk secara dadakan oleh
magsyarakat dusun di sekitar proyek yang akan dibangun.

Fara tokoh masyarakat juga mengakui bahwa dalam banyak hal justiy
masyarakat dusun lebih banyak kentribusi kepada panitia pembanrgunan
dalam program pembangunan spontanitas yang tidak secara formal dirancang
dalam RAPBD. Menurut penuturan mereka, program pembangunan yang
ditangani panitia pembangunan di dusun jelas lebih banyak mencerminkan
aspirast dan keinginan rakyat dan bawah Salah satu tokoh pemuda Desa
Moman yang cukup terkenal . Awalni (27 th). yang sering menjadi pemrakarsa
panitia pembangunan di dusunnya. 2z sempat khawatir kalau Kepala Desa
MNoman akan melarang kegiatan panitia pembangunan di semua dusun yang
paga dasamya banyak ditangani oleh pemuda. Tetapi kemudian ia menjadi

lega setelah tahu Kepala Desa Noman hisa menerimanya atas inisiatif
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pengurus BFD. |a bahkan memuji sikap kepala desanya sebagai pemimpein
vang benmwa besar Kareana mau memahami Kehendak rakyatnya.

Secara gQaris besar, temuan penelilan i menunukkan adanya
perubahan relasi kekuasaan yang dimiliki BPD sebagai permimpin iokal dr
desa yang terlibat dalam memimpin proses transformas: sosial di desanya,
vang perwujudannya tampak pada pelaksanaan relasi kekuvasaan yang
beragam [varatdf) walaupun tampak pula persamaan-persamaannya  Berdasarkan
pembahasan di atas, insttusi BPG 41 desa penelitian telah rmeanunjukkan
adanya gambaran relasi kekueasaan dialogs bak oyang berbagsis pada
organisasiinstitusi (posittion power) sepertt pola relasi kekuasaan., yang
claritatifflegitiminas), koersif. dan relasional, maupun yano berbasis pada
karaktenstiknya/konteks budaya lokal {personaf power) seperti pola relasi
kekuasaan persuasiireferensi, defeqatr, dan resiprokal

Relas kekuasaan yang berbasis pada organisasi dan upaya dinf
kontek lokal secara konsisten ditampilkan oleh pemegang kekuasaan dengan
berbeda-bada. Setiap pemegang kekuasaan melakukan penyesuaian | adsius-
menf) terhadap kaitan kedua basis kekuasaannya secara proporsional sesuai
dengan tuntutan situasi dan kondist yang ada. Mungkin dalam suatu sintuasi
tertentu pemegang kekuasaan lebih banyak menerapkan kekuasaan yang
herbasis organisasi (organizationaly based power) daripada yang berbasis
karakteristrk/budaya lokal, atau sebaliknya situast yang lain mereka leb:h
banyak menerapkan kekuasaan yang berbasis karakienstik/buydaya lokal
(local personaffy based powery dan sedikit yang berbasis organizasi Dan

pada suatu situas yang sangat khusus ia dapat menggunakan kekuasaannya
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baik yang berbasis organisast maupun karakterstik’budaya loka  secara
seimbang.

Gambar B.1: Basis dan Jernis Pola Relasi Kekuasaan

 Relasional ]
: Kpersif
" Memperoleh ' Kekuasazn Posis
kekuasaan dan ViFPosdion Fowerd - Clontalif! 1 egilirmasm
Surnber Grganisas
basis relas  Ascabed)
kekuataan :
BPD kepala  Memperoiet  Kekuasaan
desa ketuasaan darn fonieks Lokal ' Delegaurf
- upaya (Achreved) iPergane! Fower)
komleks lokal
T o - r/ a <9 ":_Pl':‘.'r_SUH_S-rfJ'Fl_E'_fE'rﬁI"ISi_
Resiprokal
Keterangan .

1 Sumber basis relas kekuasaan relasonal.
kemampuan mempengaruhl erang lgin dengan menggunakan jaringan reiasformsal

2 Sumber basis relas kekuasaan kocrsif
kEmampuan mempengariit orang sun dengan membenkat poksaanfancaman  ses..a
dengan octortas farmalnya.

3. Zumber basis relas kekuasaan ctonlatdi egitimase
ke mampuan mempenganyhe arang lan dengan mengpunakan kewenangan resmisah

4. Surmber basis relas kekuasaan delegatf
kemampuan mempenganchi orang lain dengan memberikan penguatan dan pemberdayaan
kekLABAQN Qrang |ain

5 Sumber basis relas kekuas3an persudsireferens:
¥Emampuan mempengarut orang lsin cengan mMemGEnkan Keyadinan gan contoh
ketaladanan

& Sumber basis re@s kekuasaan resiprokal
kemampuan memgergarah orang «@mn dengan menggunakan |anngan ielas urpal-oalk
gecara informal

Relas kekuvasaan adalah sesuatu yang kompleks dan perwupudannya
yang efektif dipengaruln oleh berbagai faktor yaru organisasiinstitus
karantenshk/budaya lokal pemegang kekuasaan atau III'ngUI'IgEI'I di mana

kakuasaan itu handak diterapkan, dan strateg yang diplih secara tepat
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6.4 Sumber Basis Relasi Kekuasaan

Data empirtk telah menunjukkan babwa lingkungan organisasi dan
upaya dirifeonteks Ickal pengurus BPG Noman balk yang terbentuk atas
pengembangan faktor intern {(hereditas) maupun yang terbentuk karena
merespon fakior ekstem [wgas-tugas dan Ingkungan organisas kKerjanyal,
termyata talah menjadi surmber relas kekuataan.

Implementas: kekueasaan yang berlandaskan pada sumber relas:
kekuasaan  tersebut  ditampilkan  ketika  pengurus  BPD  bernmnteraksd
(bernubungan) dengan phak lain (kepala desa. pemenntah desa. pejabat
atasan. tokoh masyargkat dan warga masyarakat) dalam menangans Kasus
rerubahan {pembangunan) desa.

Adapun sumber relast kekuasaan yang terbaentuk atas pengembangan
faktor intern ingkungan lekal adalah sebagal benkut.

{1} Umur yang retatif masrh muda {uszia produkhf ), iisiknya kuat dan sehat
sangat mendukung bagi proses kepemimpinan pembangunan desa

{2} Sifat-sifatnya ,ang agresif dan ambisies télah mengantarkannya sebagai
sediang pemimpin yang mampu mencapat tujuan-tujuannya.

{3) Kemanpuannya bergaul dengan =iape 33 mempunyal agdaptaz dan
kepekaan sosial menjadikannya ia mempunya! jaringan sosial yang luas
dan memperlancar upaya-ugayanysa

{d] Sikap pemberam dan bertanggung jawab yang dimidikinya  {elah
meningkatkan kewbawaannya sebaga: cemimpin baik di mata atasar

Maupun rakyatinya
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(5] Kemauannya untuk berkorban (dana, wakiu, tenaga dan ketrampilanaya)
telah memperkuat dan menambah kepercayaan dan simpatt berbagai
pihak {atasan dan rakyat) kepadanya

Atas dasar hal fersebut bahwa pendidikan, ekonomi dan pengaruh yang

berasgal darn lingkungaan (kontek lokal) yang dikembangkan dengan baik

dapat menjadi sumber relasi kekuasaan pengurus BPD yang dialogis.

Kemudian sumber relasr kekuasaan yang terbentuk karena merespon
faktor ekstem (tugas-tugas/peran posisional di lingkungan institusiforganisasi
kerja} adalah sebagai berikul.

{1) Intensitas dan ekstensitas relas) formal dan informal yang dilakukan
dengan kepala desa dan pemenmiah desa, pejabat berbagai bidang dan
jenjang telah mempedancar pelaksanaan dan  pencapaian  tujuan
karakteristik dan organisasinya.

{2} Relasi senantiass berorentasi pada tugas (nfiating strucfure) dan
kesejahteraan (consideration) telalu menjadi etos kena dan motivasi untuk
berprestasi (need for achievement).

(3] Mampu membahas dan membuat program kebijakan bersama kepala
desa dan luwes dalam pelaksanaannya, sehingga banvak diterirna dan
berhasil dilaksanakan

{4} Strategi meminia dukungan tokoft masyarakat desa.  atasan camat,
pemda kabupaten Muara Rupit bila diperlukan yang diterapkannya, tidak
mengurangi pamor mereka sebagai pengurus BPD bahkan memperkuai

kualiias kekuasaannya.
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{5) Memimpin dengan menggabunakan gaya instruktif-persuasif—delegati
cukup berhasil {efektif) dipakar untuk mencapai tujuan permbangunan
desa.

Berdasarkan hal-hal di aiss, maka dapat disusun proposisi sebagai
berikut relasiyvang dibentuk dengan merespon fakior ekstern (peranftugas
posisional di lingkungan institusi organisasi kerja) yang dikembangkan dengan
baik dapat nenjadi sumber relas kekuasaan pengurus BPD  yang
efektifidiatogis.

Berdasarkan interkoneksi dan interrelasi proposisi tersebut di atas
maka dapat dibangun kembali rekonstruksi teori sumber refasi kekuasaan.
Teon ini sekaligus mempeduas dan memperkuat bangun teori lahimya,

khususnya pads aspek sumber relasikekuasaan pemimpin lokal di desa.

6.4.1 Pola Relasi Kekuasaan

Mengkaji data empink pada kasus-kasus relasi kekuasaan BPD-
kepala desa dalam transformasi di desa sebagaimana telah disajikan i
depan, maka pola relasi kekuasaan BP0-kepala desa Noman dapat diringi

sebagal benkut.

a. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (tegislasi) Kasus
Penggalian dan Penjualan Pasir dan Koral Tanah Bengkok

Pola relasi kekuasaan BPD-kepaia desa Noman dalam menangani
kasus penggalian dan penjualan pasir dan koral tanah bengkok adalah

sebagal benkut.
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{1} BFFD memperjuangkan kepentingan masyarakat desa yang lidak berdaya
perhadapan dengan supra kekuasaan dimodali dan dilakukan dengan
penuhtekad, keseniusan, keberaman dan pengorbanan yang besar {pofa
réfasi kekuasaan persuasitireferensi).

{2) BPD menangani penjualan pasir dan koral tanah bengkak yang bersifat
lckal dapat diselesakan dengan baik oleh pemerintah lokai {desa) karena
lebih peka, serius, dan lebih cepat daripada oleh pemerintah kabupaten
(pofa relasi kekuasaan persuasity referenst).

(3 Ketentuan perundangan yang ada dipakai BPD sebagai landasan hukum
yang kuat untuk menghentikan penggalian, penjualan pasir dan koral hak
atas tanah bengkok {pole relasi kekuasaan ofortatil’ legitimasi ) .

(4} BPD dengan penghentikan penggalien, penjualan pasir dan koral atas
tanah bengkok dan penanganan kasus tanah bengkok lebih berhasil dan
dapat di dayagunakan oleh masyarakat (pola relasi kekuasgan
otoritatiieqitimasi).

{3) BPD dalam proses penghentian penggalian, penjualan pasir dan koral
tanah bengkok. melakukan pendekatan dengan pihak-pinak terkait
{tingkat kecamatan, kabupaten, tokoh masyarakat) secara lebih serus,
agar lebih cepat berhasil dar pada melibatkan banyak pihak yvang dapat
menghambat proses penghentian penggalian, peryuaian pasir dan koral

tanah bengkok tersebut {poia refasi kekuasaan persuasifireferensi)
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{6 Adanya pihak yang semula merangrong (kepala desa. aparat desa) dalam
kebijakan BFD maka dirtangani cleh BPD dengan menunjukkan
kekuasaan formal ke hadapan mereka {kepala desa. masyarzkat) {pols
kekuasaan atoritatiiegitimasi, dormanas: legsialif)

{7) Adanya usaha kepala desa [dipimpin aleh Rozaly yang mencoba
merntang pelaksanaan kebifakankeputusan BPD  diatasi dengan
memberkan penjelazar kepata mercka {kepala desa. aparat dess)
drserdal ancaman LFJ) nya akan o tolak kalau masih menolak
keputusaonya fpofa refas! Kehuyasaan koersif)

{8y Adanya beberapa tokoh dan warga masyarakat desa yang kurang bisa
mermahami  atau  menentang  kebwjakan penghentian  penggahan,
penjualan pasir dan koral tanah bengkok, penguius BPD tetap bersthap
rmoderat kepada mereka {pola relast Kaekuasagn persuasifreforonsi).

{4} Untuk memperancar proses penghentian panggalian, penjualan pasirdan
keral tanah bengkok pengurus BFD sering meakukan kontak formal
dengan pihak terkait (tngkat kecamatan. kabupaten, 10koh masyarakat)
fpola refasikeruasaan refasional), dan juga dengan meng:mbanginya
tewat kontak inforrmal (tokoh masyarakat. pemuda) {pola relass kekugsaan
rasiorofall.

{10} iUntuk mengamat dan mengendalikan pelaksanaan kebijaksanaan
penghentian di iapangan BPD serahkan kepada beberapa orang
Kepercayaannya (tokoh pemiuda tam) [pola relast kekuasaan delegatif)

b. Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

{APBD) Kasus Hak Inisiatif Usulan RAPBO Diserahkan BPD kepada
Kepala Desa
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Poia relas kekuasaan BPFD-kepala desa Noman dalam menangan!
kasus hak mesiatif usulan RAPED diserahkan BFD kepada kepald desa
adalah sebagai berikul
{1) Dengan kepiawaian pengurus BPD menyusun taktik dan strategi sena obdi

yang kuat ke berbagai pihak yang terkait (ingkat kecamatan. kabupaten.
tokoh masyarakat), mereka mampu meny&rahkan hak usul insant RAFBD
kepada aparat desa (pofa relasi kekuasaan persuasifireferansit

{2) Dengan memanfaatkan jaringan sosial yang kuat pengurus BFD membina
relasi dengan berbagai pihak terkait (tingkatl kecamatan wabupaten. tokoh
masyarakat). Mereka berhasil memperoleh dukungan bagi hak inisiadf
usulan RAPBD vang diserahkan BPD kepada kepala desa [pofa refas
kekiasaarn resiprokal).

f3) Kesediaan kepala desa untuk mengajukan usul inisiatif RAPBD oleh BPD
menenma untuk memenuhl persyaratan perjalanan pemenntahan desa
[pola relas kekuasaan persuasitreferensi].

(4) Penyerahan hak wusialif usulan RAPD oleh BEPD kepada kepala desa
karena AFBD lebih teknis dan operasional dan yang melaksanakannya
krepala desa {pola relasi kekuasaan olomfatlf! legifimasi dan dominass
fegisiatifiompolisit

{5) BPD berusaha meyakinkan phak-pihak yang terka {tingkat kecamatan.
kabucaten, tokoh magyarakal) bahwa masakah kesediaan kepald desa
untuk menyarahkan usdf hak misiatif RAFBD bisa di lakukan sehingga

dapat menghmdar kanflin {oola relas Kexkuasaan persuasifireferans:)
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{6) BP D memiiih membuat keputusan menyerankan hak inisiatf kepala desa
untuk kepentingan bekenasama-rmitra membangun desa secara bersama
{pola retass kekuasaan koersit).

{7} BPD mengupayakan dengan keras bagi perubahan (pembangunan) di
desanya dengan maksud untuk membenkan nilai tambah bagi (kemajuan)
desa dan sekaligus guna meningkatkan citra dan kewibawaan mereka
sebagai pengurus BRPD (pola relasi kekuassen ofontaldfiegifimasy
Kermpatis:).

c. Pelaksanaan Peraturan Desa Kasus Penyefesaian Penggalian dan
Penjualan Pasir dan Koral Tanah Bengkok

Fola relasi kekuasaan BPD-kepala desa Moman dalam menangani
kasus penyelesaian pengoalian dan penjuatan pasir dan koral tanah bengkok
adalah sebagai berkut.

(1) BPD memperjuangkan kepentingan masyarakat desa yang tidak berdaya
berhadapan dengan kekuasaan (aparal desa) dimodali dan dilakukan
dengan penyh tekad, keseriusan, keberanian dan pengorbanan (pofa
refast kekuasasn persuasifireferensi}

{2} BPD dalam menangani penyelesaian penggalian dan penfuatan pasir dan
koral tanah bengkok dapat diselesaikannya dengan baik pada tingkat
pemeriniah ickal {desa) karena BEFD lebih peka. senus. dan lebih cepat
danpada diselesatkan oleh pemerintah kabupaten (pofa rélasi kekuasaan
persuasifireferensi).

{2) Ketentuan perundangan yang ada dipaka: sebagai landasan hukum yang
kuat untuk menyelesaikan penggalian dan penjualan pasir dan koral

tanah bengkok (oofa refas) kekuasaan otoritatit! legitimast).
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f4) Dengan terselesaikannya kasus penggalian  atas tanah bengkok,
penanganan tanah bengkok lebih berhasil dan dapat di dayagunakan
aleh masyarakat {pola refasi kekuasaan gloritatiflegitimasi}.

{3) Proses penyelesaian mulai dar pertemuan, rapat untuk menyelesaikan
penggalian tanah bengkok, melakukan pendekatan dengan pihak-pihak
terkait dan sebagainya dilakukan/ditangani pengurus BPD secama lebth
serius, sehingga lebih cepat berhasil dari pada melihatkan banyak pihak
yang bisa mengganggu proses penyelesaian tersebut (pofa refasi
kekuasaan persuasit freferensil.

{8) Adanya pihak yang sermula merongrong kebyjakannya {kepala desa dan
aparat desa) ditangani dengan menunjukkan kekuasaan formal
{penguasaan tanah bengikok sudah berada di tangannya) ke hadapan
mereka {pofa realasi kekuasaan otoritatifflegitimasi. dorminasi fegisfatif).

(7) Adanya usaha kepaia desa (dipimpin oleh Rozali) yang mencoba
merintangi pelaksanaan penyelesaian kasus tanah bengkok diatasi
dengan membenkan penjelasan kepada mereksa disertal ancaman LPJ
nya akan di tolak kalau masih menclak keputusannya (pofa relasi
kekuasaan Koersif}.

{8) Aganya beberapa tokoh dan warga masyarakat desa yang kurang bisa
memahami atavy menentang kebiakan penghentian tanah bengkok,
penguwus BPD tetap bersikap moderat kepada mereka (pofs relas
kekuasaan persuasifireferensi).

(8) Untuk memperlancar progses penyelesaian penggalian, penjualan pasir

dan koral tanah bangkok pengurus BPD s&ntg melakukan kontak formal
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dengan pihak terkant [Pofa Refas) Kekuasaan Relasional). dan uga
dengan mengimbanginya lewat kontak informal {pofa rélasi Kekuasaan
resiprokal).

{10) Untuk mengamali dan mengendalikan pelaksanaan penyelesaan de
lapangan ia serahkan kepada beberapa orand kepercayaannya [pola

relast kekuasaan delegatii)

d. Pelaksanaan Pertanggung jJawaban Kepafa Desa; Kasus Penalakan
dan Penerimaan LPJ Kepala Desa
Ferubahan peola relas) kekuasaan BFUO-kepala desa MNoman dalam
menangani kasus penolakan dan penenmaan LPJ) kepala desa adalah
sebagai benkut.

{1} Cengan kepiawdiannya menyusun taktk dan strategi sera fobi yang kuat
ke berbagai pihak yang térkait 12 mampu menyerahkan hak usul wil inisiatif
RAPD diserabkan kepada aparat desa dr desanya (pofa refasi kekpasaan
persuasifireferens).

{2} Dengan memanfaatkan jaringan sosial yang begrta kuat mereka membina
reiagidengan berbagal pihak. terutama dengan pihak-phak yang terkart
dengan kasus, mereka berhasit memperclet Sukungan bagi penclakan
dan penerimaan LPJ kepala desa (pola relast kekuasaan resiprokal).

i3) Penolakan LPJ kepala desz karena sebaglan anggaran digunakan
karakteristik kepala desa dalam rangka menyelamatkan aset desa (poia

relasi kekuasaan oiontatiff fegriwmas: dan dominas) legisfatiffkompotisi).
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berakibat pemberhentian kepala desa) (pofa relasi kekuasaan persuasiy
referensi).

{4} BFD berusaha meyakinkan pihak-pihak vang terkait (tingkat kecaratan,
kabupaten, tokoh masyarakat) bahwa masalah kesediaan kepala desa
untuk mengembalikan dana yang digunakan oleh kepala desa bisa
diatazsi sehingga dapat menghindan konfiilk {pofa refast kekuasaan
persuasiireferensi),

{5) BPD meyakinkan kepada masyarakat babwa penenimaan tidak berarti
masalah selesai, kepala desa harus melaksanakan hasil kesepakatan
yvang telah disepakati dengan BPD (pofa relasi kekussaan persuasif
referensy/ kerjasama).

(€} BPD memiih membuat keputusan menerma LPJ kepala desa di
desanya danpada harus menolak, untuk menghindan terjadi konflik {untuk
kepentingan kerjasama-mitra) membangun desa secara bersama {pofa
refasf kekuasaan koersi).

{7) BPD mengupayakan dengan keras bagi perubahan (pembangunan) di
desanya dengan maksud untuk memberikan nilai tambah bagt kemajuan
desa dan sekaligus guna meningkatkan citra dan kewibawaan mereka
sebagat pengurus BPD (polz refas’ kekuasaan otoritatifflegitimasy

kompotisi).

e. Partisipas| Masyarakat dalam Pembangunan
Pola relasi kekuasaan BPD dengan kepala desa Noman dalam
menangani kasus partisipasi masyarakat dalam perubahan  sosial

(pembangunan} desa adalah sebagai berikut,
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(1) BFD beran: mengrima tanlangan mira kekuasaan (atas-mitranya) dan
tarupaya unluk mawujudkan kagingman menaikkan RAPBO dari 350 juta
mengadl S00 juta rupiah lebih dan berhasil (pola relasi kelkuasaan
persuasiireferensi).

{2} BRFD mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam perubahan
(pernbangunan) dengan menumbuhkan kepercayaan kepada mereka
bahwa kontribusi yang mereka benkan benar-benar sepenuhnya
dipergunakan untLx, membangun desa dengan
kepentingan/kesejantersan mereka ipola  relas:  kekuasaan
persussifreferansl).

(3] BPFD mampu rmemanfaatkan potensi masyarakat, mempertebal jiwa
gotang royong warga desa, dan menjadikan péngurus BPD, perangkat
desa, dan tokoh-tokob masyarakat yang l@in sgbagai teladan dalam
berpartizsipasi bagl pembangunan (pofs refast kekuasaan persuasds’
referensi).

{4, Warga desa yang hngkat kesadaran untuk berpartisipasi datam
perubahan  {pembangunan} masih rendak BPD  menggunakan
pendekatan proaktif (Pofa Relast Kekiasaan Koersif). sedangkan bagi
warga desa yang fingg kesadarannya BHFO menggqunakan pendekatan
dialogis {pola relasi kekpasaan persuasily referensi).

{9) BFD membenarkan dan mendukung peran panita pembangunan
dadakan yang dibentuk oleh warga dusun untuk melaksanakan
pembangunan sesuai dengan keinginan/aspirasi masyararat dusun {pala

refast kekiuasaan defegali).
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(%1 Meminia kepala dusun untuk mencatat, melaporkan kepada kepala desa
dan memasuvkkan hasil pembangunan dusdn yvang dikelola oleh panita
pembangunan dadakan ke dalam RAFPBD tahun anggaran berikutnya
fpola relast kekuasaan oforitatiffeqgitimast).

(71 Memben kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat
yang mempunyal potens) yang besar di berbagai bidang untuk tampil
sebagai  peloporfteladan di - bidangnya masing-masing guna
menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan {pola relast
kekuasaan delegatif).

(8) Manyelenggarakan rapat secara rutin 3 bulanan (ir wulan) dengan seluruh
|gjgran perangkat desa  sebagal  sarana untuk rmeamantau
penyelenggaraan pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan (Fola Relasi Kekuasaan Relasionall Meminta seluruh
aparatnya di dusun {kasun, dusun} melalui kepala desa untuk menjalin
relasidan mendukung secara positip terhadap perubahan {pembangunan)
di desa {pafa relasi kekuasaan resiprokal).

Berdasarkan pola relasi kekuasaan tersebut di atas maka dapat
dinyatakan bahwa relasi kekuasaan otoritatifilegitimasi, koersif dan relasional
dapat diklasiikasikan ke dalam pola relasi kekuasaan yang berbasis
organisast {(position power), dan pala relas kekuasaan  delegatif,
parsuasiffreferansi dan resiprokal dapat diklasifikasikan ke dalam pola relass
kekuasaan yang berbasis pada konteks lokal (personal power)

Adapun implikasi teori relasi kekuaszaan terhadap perubahan

ipembangunan) nasional khususnya pembangunan Ilmu-lmu s0sial di negara
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kita adalah implementas kekuaszaan di berbagar arganisas) di negara kita
khususnya pada crganisasi pemenntahan telah lama dipersepsi negatif aleh
banyak pihak. Ini akibal dan ulah para birgkrat kita yang cenderung menyalah-
gqunakan kekuasaan untuk kepentingannya sendin. Karena merajalelanya
tindak abpse of power tersebut maka masyarakat telah melihat dengan
sebelah mata terhadap kekuasaan birokrat yaito dan sisinya yang negatif
s31a KekLasaan adalah momok yang ditakut dan harus dihindar karena
kekuasaan o \elah lerlampayu banyak mencampur dan membatass alternatif
bertndak anggota masyarakat.

Kekuasaan sebagal sebuah konsep 'mu sebenamya bersifat netral.
Fenerapannya biza berdampak positf atau negatif sangal tergantung dari
sistemn nilai yang dianut oleh permegang dan pengguna kekuasaan ity sendin.
Misalnya, bagaimanakah persepsinya tentang pandangan dunia fword
viev)) 7. bagaimanakah ia melihat masyarakatrnya, sebagail cbyek atay subyek
kekuasaan?, bagaimana 12 mempersepsi kepentingan masyarakat secara
luasz?

bebagai sebuah Konsep yang netral, kekuasaan tidak baleh
diperseps: hanya pada tatarannya yang mencampuri dan membatasi alternatf
bedindak masyarakal Pandangan aliran Parsonian dengan  Strukiural-
fungsionainya-nys. Webenan dengan Rirakrasi tioe ideal-nya dan aliran-alivan
lain yang senada telah menjadikan anggota masyarakat sebagai robot yang
nsa diutak-atik oleh majikannya, jelas mewakil: persepsi tentang kekuasaan

sepertt in perlu diperbaiki dengan teon lain.
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Teori relas Kekuasaan inl mencoba melhat kekuagsaan tidak lagi pada
tatanan yang negatf tadi tetap mencoba meletakkan dan memperseps relasi
kekuasaan (power refation) justry sebagai sarana untuk memperbesar ataw
memperfuas alternatf berfindak, antara yang memimpin dan yang dipimgin
dar. semua anggoia masyarakal. sama-sama mempunyal kekuasaan yang
dalam implementasinya perlu ada penyelarasan. Qleh karena itu, poia relas
kekuasaan yang terus menerus dan salmg bersinggungan tidak akan
nenimbulkan adanya zero-sum game tetapi |ustru akan menciptakan
proguctive-sum gane

Kekuasaan yang sangat besar berada di tangan birckrasi pemenntah
selama ini telah menyumbang penvempitan afternati’ bertindak masyarakat
kita dan menimbulkan pedlaku koruptif di kalangan mereka. Lemahnya fungsi
kontrol lembaga legislatf di tingkat desa, belurn adanya ctonomi daerah dan
sebagainya adalah merupakan contoh dominasi kekuasaan hirckrasitemnadap
peran-peran masyarakat.

Dewasa i~ dr dunia sedang marak gerakan demokratisasi,
humanisasi dan pemberdayaan rakyat, oleh karena itu teori-tecri yvang relevan
dengan gerakan tersebut sedang meniadi kecenderungan dan digeman aleh
barnyak orang. [1 negara kita hal yang sama juga teradi walaupun dalam
pors: yang relatif masth sedikit. Sebuah teor yang mampu menyediakan atau
perfungsi sebagai alat analisis yvang jitu bagi masyarakat adalah yang

dibangun di atas landasan masyarakat fersebut secara cbyektif.
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Selanuinya untuk menentukan menilal kualitas hasil temuan dari
penelitian im perlu diperbandingkan dengan tecri yang relevan yang telah ada
sebelumnya. yaitu teor kekuasaan darn Tannenbaum dan Schmidt.

Calam teori kontinum kekuasaan Tannenbaum dan  Schroidt
menerangkan bahwa reiasi kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan
berjalan secara koentinum muiai dan relasi otokratis yang mendominasi proses
pembuatan keputusan cleh pemimpin sendin (boss-cenfered) sampai kepada
relas) kekuasaan bebas-kendall (free-rein) di mana proses pembuatan
keputusan sepenuhnya berada di tangan bawahan (subordinatecenfered).
Pilihan relasi kekuasaan dalam proses permbuatan keputusan bisa dilakukan
secara kontinum: boss-centered subordinate-centered dengan terlebin dahulu
memperhatikan 3 (tiga) kekuatan yaitu: {1} kekuatan yang ada pada
pemegany kekuasaan (pemimpin) (sistem nilai, keyakinannya pada bawahan,
kecenderungan pola relasi kekuasaan yang dipakai direkbif atau kooperatif,
gan rasa toleransinya ternadap situasi ketidakpastian; (2) kekuatan pada
bawahan dan harapan-harapannya; dan (?) kekuatan pada situasi (jenis
organisasi, efektivitas kelompek, jerus masalah yang dihadapi dan tekanan
waktu}.

Berdasarkan atas ketiga macam kekuatan tersebut, maka implikasi
pada penilaian terhadap pemimpin lokal yvang berhasit atau sukses adaiah
apabila pimpinan lokal itu selalu dapat menyadan tentang pentingnya
eksistensi ketiga macam kekuatan tersebul dan mengstahui kekuatan
manakah yang paling dominan dan relevan bagl pilihan relasi kekuasaan

pada suatu wakiu tertentu. Dalem suatu situasi yang unik, maka akan dapat
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ditentukan pilihan pola relasi kekuasaan yang tepatl Jadi dapat disimpulkan
bahwa, dalam suatu situasi di mana pemimpin lokal di desa harus lehih
banyak memberikan perinfah, aturan, paksaan. pengendalian. dan
pengawasan maka ia akan memilin pola relas kekuasaan otontatiffk ompotresi
atau koersiffkonflk, sedangkan pada situasi di mana a harss memberikan
lebrh banyak kebebasan dan partisipas dan matra kena dan bawahan maka ia
akan menarapkan relasi kekoasaan bebasihera sama

Teort Kontinurm kekuasaan yang menerangkan barmaa relas pimpinan
lokal ¢i desa bisa memildh pota relasi kekuasaan yang sesus dengan siuasi
kepemimpinannya sedikit banyak mempunyal persamaan dengan hasd
termuan penelitian ini Pepsliban ind menemukan bahwa relas kekuasaan
pemimpin itu bergerak secara kontinum dar relasi kekuasaan oloritatif sampai
refasional dan dan pola relasi kekuasaan delegatif sampal Ke  relasi
kekuaszaan resiprokal. Selain persamaan, hasil penehtian in juga herbeda
dengan teori kontinum relasi pemimpen, yaitu selain teori konitnum relasi
pemimpin hdak mampu memelaskan alasan mIngara pemimpin bisa memilin
pola relas: otckratis yang dominan ada pada prmpinan dan relasi bebas-
kendah yang dominan ada pada bawahan, juga ketidakmampuannya melihat
bahwa antara frelas: otckratis dan bebas-kendali ilu twsa $aa terad
persinggungan dan saling-berhadapan {interface). Tidak mungkin ada relas
kepemimpinan dewasa ini yvang ekstrimm otokratis ataupun bebas-kendal,
sehingga yang Justru empwtk adalah sebagaimana yang dihasilkan oleh
penelthan ini yaitu bahwa pola relasi kekuasaan BPD dengan kepala gesa

dalar transformasi menunjukkan pada relasi kekuasaan dan secara lerus
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menerus (komMinuum) dan saling bersinggungan {interface) dan sesuai dengan
konteks {budaya) lokalnya. Jadi temuan penelitian ini telah mampu
membenkan nsighfs yang baru dan lebib transparan dan teon kekuasaan

Tannenbaum dan schmidt.
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BAB 7

RELASI BPD-KEPALA DESA DAN TRANSFORMAS! SOSIAL

Pembahasan yang akan disajikan pada bab 7 ini didasarkan pada hal-
hat yang telah diuraikan pada bab 4 tentang deskripsi desa Noman sebagai
konteks sosial, bab 5 tentang perkembangan institusi BPD di desa penelitian,
dan bab & tentang hasil dan analisis transformas sosial yang dilakukan oleh
BPD dalam relasi kekuasaannya dengan kepala desa di desa Noman. Hal ini
disebabkan karena relasi kekuasaan {power refalion) seseorang banyak
dipengaruhi cieh ingkungan {sefting) di manaa menjalankan kekuasaannya.

Untuk membkerikan pemahaman yang baik terhadap pola relas
kekuassaan BPD-kepala desa dalam transformasi maka berikut ini akan
didiskursuskan pola-pola relasi kekuasaan yang terbentuk darl relasi
kekuasaan antara institusi 8FD dengan kepala desa,

Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa setiap pelaku
kekuasaan (aktor kekuasaan) akan perusaha mengembangkan dimensi dan
dinamika hubungan kekuasaan pada setiap peristiwa vang dihadapinya.
Setiap akior mempunyai kemarmpuan dan kepentingan yang berpeda dalam
rmengembangkan dimmensi dan pola hubungan kekuyasaannya, Boulding (1993)
misalnya, menyebut adanya ftiga macam dimensi dan pola hubungan
kekuasaan, yaitu ancaman, pertukaran. dan kasih-sayang (ifireats. exchange,
and fove) yang dapat dikembangkan seseprang dalam organisasi yang
nDerbeda  (militer,  politk.  ekonomi. dan  sosial).  Aspex  lingkungani
situasifkonteks memegang peran yang sangat penting dalam penetapan

dimensi dan pola hubungan kekuoasaan mana  yang paling  sesuai

i)
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kera tersebut muncll karena adanya persinggungan dan sifat saling
melengkapi dari pelaksanaan tugas, fungs, dan wewenang masing-masing
vang teiah dietackan oleh peratuian perundang-undangan yang berlaku
PersinggLngan  yang  secard kKongknt tampak pada petaksanaan dan
pengelnlzan bidang-thdang yvang menad) drusan bersama tersebut dengan
elas disebutkan falam beherapa peraturan daerah yang mengatur mengenal
desa. anfara lawn ~eraturan Daerah Kabuepaten Mus Rawas WNomor 7 Tahun
2000 tentang Badan Perwaxilan Desa, yang dalam pasal 34 disebutkan
banwa Badan Perwakilan Des2 mempunyal tugas 3 bersama kepala desa
menetapkan peraturan desa bl bersama kepala desa menetapkan Anggaran
Ferdapatan dan Belanja Oesa (APBDN < membentuk pamitia penihihan
kepala desa., d} memberikan persetujuan kepada kepala desa dalam
penstapan perangkat desa

Gune mempercien gambaran lebih mendalam mengenai pola-pola
relas kekuasaan yang terbentuk darn relasi kekuasaan BFO-kepala desa di
Desa Moman. penelt=n i memfokus pada rmasalah relasi BFD dengan
kepala desa yang terkait dengan fungsi, tugas. dan tanggungjawab mergka.
Penentuan fokus terseout setain berdasarkan kelentuan normatf uga
didasarkan kondisi nyata di lapangan yang menjadi coek penslhan
Beberapa tokus masalah tergebut antara lam: 1) kasug genyusunan dan
cenetapan peraturan desa; 2 kasus pemyusunan dan penetapan Anggaan
car Fendapatan Belamya Desa 3) kasus pelaksanaan peraturan desa, {4)
kasus pertangquagjawaban  kepala desa. dan 5) kasus  partisipas

Masydrass.

Disertasi Relasi BPD-Kepala Desa : Kajian Relasi ... Yaqup Cikusin



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga SO

7.tPenyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (legislasi) Kasus
Penggalian dan Penjualan Pasir dan Koral Tanah Bengkok

Proses penyusunan dan penetapan peraturan desa dimulai dengan
penyusunan rancangan peraturan desa. Berkaitan dengan penyusunan
rancangan peraturan desa ini, dalam pasal 2 ayat (1) Peragturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Nomeor 8 Tahun 2000 disebutkan bahwa rancangan
peraturan desa disusun oleh kepala desa dan alau BFD. Dari pengerian
tersebut, maka terdapat dua kemungkinan dari mana imsiatif pembuatan
rancangan peraturan desa itu bérasal, yaitu bisa dari kepala desa dan bisa
juga dari BPG. Kedua kernungkinan ini sama-sama menciptakan hubungan
antara BPD dengan kepala desa dalam proses selanjutnya sampa dengan
penetapannya menjadi suate peraturan desa. Kalaupun rancangan
peraturan desa tersebut berasal dari inisiatif kepala desa, tetap saja dibahas
bersama dan memedukan persetujuan dari BPFD. Demikian juga sebaliknya,
kalaupun peraturan desa tersebut rancangan peraturan desanya berasal dar
inisiatif BPD, tetap saja yang menetapkan adalah kepala desa.

Sebagaimana dijelaskan sebelvmnya bakwa BPD di Oesa Moman
dikukunkan dan dilantik pada tanggal 25 Juli 2001. Semenjak itu pula BPD
tefah melakukan tugas dan fungsinya. antara lain tugas dan fungs: legislasi
yaitu membual peraturan desa bersama kepala desa Dalam kurun wakiu
tahun 2001, fungsi im telah dijalankan aoleh BPD. Sebagal bukt adalah telah
ditetapkannya beberapa peraluran desa selama Kurun waklhy tersebut
Bekerapa peraturan desa tahun 2004 yvang telah ditetapkan tersebut antara

lain terlihat datam tabel benkuat ini.
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Tahei 7.1: Rekapitulasi Peraturan Desa Noman pada Tahun 2004

' No  Nomor Perdes | Hal ¥Yang DQiatur _ Tanggai Penetapan
1. 01 Tahun 2004 |, Program Kera Tahunan Desa 12-02-2004
'z 02 Tahun 2004 . APBD . O7-03-2004
'3 ' 03 Tahun 2004  Pungutan Desa ©19.05.2004
"4 04 Tahun 2004 | Swadaya dan Pattisipasi Masyarakat ; 24-05-2004

5 7 05 Tahun 2004 - Penetapan Penghasiian Kepala : 29-06 2004

desd, Sekdes, Kadus dan Kaur

B 06 Tahun 2004 . Sumber Pendapatan Asli Nesa : 2000172004

"7 ' 07 Tahun 2004 Honorarium dan Biaya Rapat BPD 12-08-2004

‘B Tahun 2004  Tanah Bengkok ' Belum
Sumber Kantor desa Noman ' '

Pada tabel tersebut tedihat sejumlah peraturan desa yang berhasil
dibuat gleh BFD bersama kepala de=za sudah mulai berkembang. Marmun
dermikian berdasarkan kondisi nyata di [apangan temvata juga masih banyak
segi  kehidupan desa terutama  yang menvangkut penyslenggaraan
pemerintahan desa yang harus dibuat aturan main dalam bentuk peraturan
desa. Gambaran mengenai hal tersebut sebagairmana yang diungkapkan
ofeh Kepata Desa Noman (Rozahl) sebagai berikut:

kKami menyadari bahws peraturarn désa yvang sudah kami

keluarkan adalah rmasih belum bisa mewadahi kepentingan

desa selurbhnya. Tapi bagaimanapun juga kami télah terusaha
semaksimal mungkin. Sistem pemerintahan desa yang seperti

ini masih baru. jadi saya sendiri jugd belum bisa menyesuaikan

din sepenuhinya. {Wawancara, 7 Maret 2004}

Ungkapan senada uga disampaikan cleh Ketua BPD Noman (M

Luth], dengan mengatakan-

kKehadiran kami (BFD} itu masih redatf baru. Sehingga banyak
kendala yang harus kami hadapi, lerutama masih dangkalnya
pengalaman kami tentang pemenrtahan desa. Sebenarmya
masin baryak permasalahan 3 desa v yang harus segera
dibuat perdeznya. Narmun yang bard isa kami realisasikan,
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itupun sudah relatif berkembang perdesnya itu kan sudah
lumayan (Wawancara, 7 Maretl 2004).

Masih banyaknya permasalahan yang harus digkomeodir dalam bentuk
peraturan desa, juga terungkap dalam wawancara dengan Sekretaris Desa

NMoman (Every} yang menuturkan:

Katau dilihat dari jumnizh, perdes yang ada saat i sudah bagus
sekali, Setelah otonomi ity semua pemmasalahan dikembalikan
kepada desa untuk diatur melalui perdes. Akan tetapi
bagaimana lagl, kami sendir belum {erbiasa dengan sistem

yang seperti ini dimana ada BPD di desa. Khan BPD itu tidak

sama dengan LMD dulu, meskipun pada dasamya tugas dan

fungsinya sama. Dan lagi saya linat sebagian anggota BPD
pengalaman dalam bidang pemerintahan masih  bary

{(Wawancara, ¥ Maret 2004,

Hasif wawancara dengan subjek penelitian tergambar bahwa
sampai saat ini jumtan peraturan desa yang erhasil direafisasikan i Desa
Moman sudah cukup bagus. Hal ini disehabkan sistem dan mekanisme
penyusunan dan penetapan peraturan desa dengan melibatkan BPD
walaupun masih bary, namun sudah bisa dipahami sepenuhnya baik oleh
pemerintan desa maupuen BPD sendirt. Namun demikian, peraturan desa
yang dibuat sudah cukup dengan kebutuhan yang diperiukan.

Kemampuan sumber daya manusia khususnya Perangkat Desa
Noman dalam hal penyusunan dan penetapan peraturan desa ini salah
satunya tercernmin dalam pengadministrasian peraturan desa tersebut
Sebagai suatu produk hukum, tentunya peraturan desa tersebut mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat bagi pemenntah desa, BPD, warga

masyarakat desa, dan mhak-pihak vang berkepentingan QOleh karenz itu

ika terjadi kesalatan dalam pengadminisirasiannya akan menyebabkan
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suatu peraturan desa tersebut cacat hukum. Hal ini terlihat dart ketidak
adanya kesalahan pembernian nomor pada peraturan desa.

Untuk mengetahui secara umum proses penyusunan dan penetapan
peraturan desa mi, penehtt menemui beberapa subjek penelitian, antara lain
Kepala Desa Noman {Rozah) yang menuturkan babwa:

Di era reformasi saat ini, semua kebijakan pemerintahan desa

lidak begitu saja dibuat dan ditetapkan secara sepihak cleh

pemerintah desa dalam hal inf kepala desa, meskipun pada

dasarnya yang beriindak sebagai pelaksana utama kebijakan

tersebut adalah pemerintah desa itu sendin. {Wawancara, 8

Marat 2004).

Dengan diberakukannnya otonomi dasrah yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1998 tentang pemerintah daerah. di desa terdapat
BPD yang juga berfungsi sebagai lembaga legislatif desa. Sehingga
pembuatan kebijakan desz harus diakukan bersama-sama dengan BPD.
Apalagi kepala desa karena |abatannys tidak secara oiomats merangkap
sebagai ketua BPD, berbeda dengan zamannya masih LMD dulu. BPD saat
Wt berheda sekali dengan LMD, meskipun pada dasamya memiliki fungsi
sebagai pengawas pemerintah desa, namun BPD mempunya kewenargan
yarg lebit besar dibanding LMD

Menanggapi  proses  penyusunan can  penetapan  peratusan

desa di Noman saat im, Sekretaris Desa Noman {Every) menyampatkan

tanggapaniya dengan mengatakan.

Saya sudah beberapa kali menangani dan terlibat dalam
penyusunan peraturan desa. namun semenjak dibentuknya
BFD terdapat perubahan yang mendasar dalam proses
penyusunannya. Pada saat sebelum ctonomi daerah, selurch
proses seakan-akan hanya menjad wewenang pemerintah
desa saja lanpa banyak melibatkan pihak lain termasuk wakty
ity LMD karena pada saat itu kepala desa kedudukannya juga
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rmenjabat sebagal Ketua LMD Sermgga dalam penyusunannya

kami tidak mendapatkan kesulitan yang beram  (Wawancara, 8

Maret 2004)

Baru saat inl proses yang penyusunannya melibatkan BPD prosesnya
tdak semudah yang dulu apalagy wewenang BPD lain dengan LMD
Sedangkan dari prhak BPD yang dimimtai tanggapannya mengenal hal ine,
salah satu gimpinan BRD yatu Ketua BFD Neman (M Lulhl. mengatakan:

Sekafang ini zamannya reformasi Pak, jadi tidak bisa laqgi

kepala deza dan perangkataya berkuasa seenaknya serdir

BFD dibentuk di desa tw dalam rangka mengimbangi

kekuatan demerintah desa. melalus fungsi kontral dan

pengawasan yang dimihkinya. (Wawancara, & Marel 2004).

Uraian vyang disampatkan beberapa suek  peneliban  tersebut
mencemunean bahwa di era otonomi daerah saat ini yang mana o dalamnys
juga terkandung semangat otonami desa. telah tefjad perubahan paradiama
dalam penyelenggaraan pemenntahan desa terotama  dalam proses
penyusunan kehijakan desa Keterbatzsan wewenang vang dimiikl oleh
kepala desa karena hadirnya BPD di desa, menyebabkan produk peraturan
desa bukan lagi produk sepihak dan pemerintah desa Tarmpakiah bahwa
disini telah terjach perubahan dalarm proses penyusunan kebijakan desa,
yaxni dan hanya disusun secara sepihak oleh kepala desa ke disusun
secara bersama amara kepala desa dan badan perwakilan desa (BPD).
Dengan fungsi ini BPD berkewajikan mengontol dan mengawasi kepala
desa dan perangkat desa yang lain. Demikiap yuga dengan pernbuatan
kebijakan desa sepert peraturan desa tidak boigh tegitu z3)a cibuat oleh

pemerintah desa tanpa dimusyawarahkan dengan BPD BFD ada'ah wakill

rekyat di gdesa sehingga semenntah desa harus mendengarkan saara 8PD
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yang juga merupakan aspirasi masyarakat. BPD berani berbncara demikian
karena BPD tahu persis bagaimana proses penyusunan kebijakan desa
pada masa mu. LMD yang ada seakan-akan hanya merupakan pajangan
sa)a

Berkenaan dengan penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan
desa, kenyataan vyang dijumpai selama penelitan di desa Noman
menunjukkan bahwa selama ini ada rancangan peraturan desa berasal dari
usufl inisiatif BPD. Mamun  yang mempunyai banyak inisiatf mengajukan
rancangan peraturan desa adalah kepala desa. Hal inl sebagaimansa
terungkap dalam wawancara dengan Kepala Desa Moman {Rozali), ayang
meéngatakan:

Begini Pak, peraturan desa yarg sudah ditetapkan tersebut

mamang banyak rancangan peraturan desa beraszal dari pihak

pemernntah desa. Namun setelah terbentuknya BPD kami telah

meamberikan kesempatan kepada BPD kareéna kami tahu BFD

juga mempunyal hak untuk mengajukan rancangan peraturan

desa. Ada beberapa usuian dan BPFD. dan kami gabungkan

menjadi rancangan perdes lalu bamny kami mengajukan

rancangan perdesnya kepada BPD dan uniuk dibahas
bersama-sama {(Wawancara, 9 Maret 2004),

Femyataan yang disampaikan ¢leh subiek peneliian tersebut
menggambarkan bahwa pada dasamya BFD mempunyai kesiapan dan
kesanggupan untuk membuat rancangan peraturan desa measkipun dengan
berbagal keterbatasan yang dimilikinga Akan tetapi dengan pertimbangan
teknis implementasi sebuah peraturan desa, hal itu diserahkan kepada pihak
pemenintah desa untuk mengajukan rancangan PERDES dan dibahas

bersama dengan anggeta BFD.
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Sesuatl yang menarik dan proses penyusunan rancangan peraturan
desa Jdi Noman apabila dicermati lebih mendalam adalah pada proses
pPENYUSUNANR fancangan perawran desa walaupun berasal dari inisatif
pemenntah desa namun tidak bisa lepas dari pembahasan dalam forum
rapat dengan BFD.

Mekanizsme penyusunan dan penetapan peraturan desa di RMoman

secara garis besar dapat digambarkan sebagai barikut.

Gambar 7.1: Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa
Di Desa Noman

- —_—

{ Moalah beebnjakan

)
bupala [Dess -
] Rancanyan Perdes Rgranpk APR) g
| .- -~ |
i
Mmpinan BPD Rapat BPL
'y ! i ™ Angpaa BPD T * ¥,
| il
. \ or B 0L O & D3 Rapal Maripurna
t Ihitolak {BPD dg Kep Desa)
9
Keputusan
[
— I Revisi | Perafuran s

Sumber : Data dickah

Keterangan:

—* = gyclus (alur) penyusunan Perges
E = Rancangan Perdes di terima

B = Rancangan Perdes di tolak

C = Has1l revis
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Pada gambar tersebut teriinat bahwa setelah rancangan peraturan
desa tersebut selesai disusun oleh kepala desa, tahap selanjutnya adalah
pembahasan rancangan peraturan desa bersama BPD. Dalam tahapan ni
prosesnya didahului dengan penyampaian rancangan peraturan desa itu
kepada BPD melatui ketua BFD Setelah menerima rancangan peraturan
desa itu, ketua BFD memperbanyak rancangan peraturan desa tersebut untuk
dibagikan kepada seluruh anggota. Kemudian beberapa hal setiefan
rancangan peraturan desa tersebut dibagikan kepada seluruh anggota, Ketua
BPD mengundang seluruh anggota BPD untuk mengadakan pembahasan
meidglui farum rapat BPD.

Dalam tahapan inilah mieraksi yang berbentuk hubungan dialegis
antar anggota BPD mulai teradi. Guna mengetahui bagaimana proses
pembahasan rancangan peraturan desa tersebut secara intern oleh BPD,
penelih mewancarai beberapa pengurus BPLD. Fada kesempatan pertama.
peneliti mewancarai Ketua BPD (M. Luth) yang beliau mengatakan: Dalam
pembahasan rancangan periiuran desa yang diajukan oleh kepala desa,
kami (barembok) membahasnya secara bersama-sama. (Wawancara, 13
Maret 20041

Selanjutnya anggota BPD {(Zakaria} yang dimintai penjelasan
mengenai hal itu mengatakan

Dalarn  membahas rancangan  peraturan desa  yang

disampaikan oleh kepala desa, kamt semua telah sepakat

bahwa apabila hal itu tidak teralu grinsipil dan karmi pandang
sudan mencerminkan kegentingan masyarakat, kami semua

tidak akan terdalu banyak mengadakan perubahan.
{Wawancara 14 Maret 2004)
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Sementara itu {Yamin) salah satu anggota EPD yvang berprofesi
sebagai wiraswasta menuturkan. ~Saya sendiri dalam setiap rapat. tidak
banyak cakap {bicara) yang muluk-muiuk. Tap yang penting apa yang
berkembang di masyarakat itu yang saya sampaikan” (Wawancara, 14
Warat 2004]

Hasil Wawancara tersebut terithat bahwa pelaksanaan pembahaszan
rancangan peraturan desa intern anggota BPC masih diwarnai perdebatan
Mamun demikian. kenyataan juga menunukkan bahwa dalam rapat telah
menghasilkan suatu keputusan bersama dari anggeta BRPD, dan keputusan
itu mencerminkan persetujuan dan anggeta BPD secara menyeluruh,

Seelah  pembahasan  intern BFD selesa,  kemudian BFD
menyampaikan kepada kepala desa bahwa EBPD siap untuk melakukan
permbahasan secara bersama-sama. Pemberlahuan yang disampaikan sleh
BPD selain dilakukan secara formal {melalul proses surat-menyurat), juga
diakukan secara informal dengan mendatang pihak pemerintah desa. Hal
ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua BPO (M. Luth):

Sedngkali setelan kami selessi melakukan pembahasan

dengan eman anggota BPE khususnyva menyangkul rancangan

peraturan desa, setelah hasilnya final, saya menyampaikan bak
secara tertulis (melalul zurat) maupun =ecara hean kepada
permerintah desa khususnya kepada pak kepala desa dan pak
sekdes barvwa kami =siap melakukan cembahasan bersama

MNamanya juga teman. jadi masing-mas=sing bisa memahami dan

menernma, yang penting urusan ssiesa Setelah iu asanya

pemerintah desa mengundang BPD untuk megadakan rapat

bersama dengan pemenntah desa (Wawancara, 5 Maret
20043,

Pada kesempatan lain sekretans desa (Every) yang berhasit ditemui

aleh pengliti. meanuiutkan.
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Basa pak. selain BFD ity mengifim surat pemberitahuan resm
kepada kepala desa. tapl juga pas kebetulan ketemu atau
dengan sendara datang ke rumah untuk mengnformasikan
bahwa mereka siap dan bersedis digjak musyawarah bersama
Kami sendiripun  juga tdak mempermasalahkan hal oin:
MWawarcara, 15 Mare! 2004}

Selanutnya pembahaszan rancangan peraturan desa dilakukan

dalam suatu rapat yang dihadiri aleh pemerintah desa (kepala desa dan

sekretars desa) dengan B#D. Dalam tahapan irilah dapat dihhat secara

kongkret hubuengan yang terjad anlara BFD dengan kepala desa.

Guna mengetahui dan sudut pancang anggota BPD tentang

hubungannya dengan kepala desa dalarn proscs pembahasan rancangan

peraturan desa, dapat disimak dari hase wawaniara dengan ketua BPD

(M Luth) sebaga) berikut:

Dzlam pembahssan beberaps rancangan peraturan desa yang
saat ini elah menjadi pgraturan desa. BPD dengan kepala desa
kadang sulit mencapai kata scpakat. Sehingga kadang-kadang
membutuhkan dua kall rapat. Kepala desa sendiri agaknya
telum bisa mengnma seperuhnyd kehadiran BFD di desa.
sehingga tank ulurkepentingan mewarmai permbahasan tersebut
Wawancara, 17 Maret 200453

Wakil ketua BPOC [Dinil). membenkan tanggapannya dengan

mengungkapkan sebagai berikut

Mcmang tdak semua pembahasan rancangan peraturan desa
U sampai berlarut-larut Kalau rancangan peraturan dess ity
menyangkut hal yang prinsiprr. kam sendiri tidak bBisa tinggal
Glam, bahkan belum di syahkan (Mawancara, 17 Maret 2004

Sedangkan dari pihak pemerintab dess, penaeliti mewancaral kepaia

deza d'mana beliag memberikan tangaapannya mengena hubungar antara

perrerintah desa kKhususnya kepala desa Jdengan BPL dalam pembahasan

ranczngan peraturan desa dengan mengatakan scehagar banul:

Disertasi
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Saya cUkup puas dengan proses pembahasan rancangan
peraturan desa yang dilakukan antara BPD dengan kepala desa
selama i Saya sendiri selakus pinak yang mengaiukan
rancangan peraturan desa menyadari bahwa rancangan yang
saya gjukan masth harus dilakukan penyempurnaan Weskipun
daiam pembahasannya tidak bisa =elesal dalam sekali rapat.
tapl toh akhimya BPFT menyetupuinya [Wawancara 17 Maret
20047,

a2

Uraian di atas menggambarkan bahwa antara BPD dan kepaia desa

sudah menunjukkan fungsinya masing-masing dan bisa bekerjgsama dan

bennteraksi dengan baik dalam pembahasan rancangan peraturan desa,

tzrutama pada saat

pelaksanaan fapat yang dijadikan media untuk

berinteraks) Walaupun perbedaan pendapat seningkali tenadt dan membawa

dampak terhadap berarut-larutnya pembahasan rancangan peraturan desa.

Dan uraian tersebut juga terungkap bahwa meskipun pembahasan beberapsa

peraturan desa ada perbedaan dan tetap disetuyur BFD dan tetah ditetapkan

sebagat peraturan desa, akan tetapi hal itu melaiui pembahasan yang alot.

Guna mengetahul haline. penelitt melakukan Wawancara dengan Ketua BPD

(M. Luth), sebagai berikut:

Kalau pembahasan raperdes sudah berlarut-larut karena
belum adanya kata sepakat, dan juga setelah saya adakan
pendekatan kepada anggota BFD ternyata tetap tidak bisa.
maka |alan terakhirnya ya melalui voting (Wawancara, 20
raret 2004

Disisi lain. [Ismail 5Y} yang juga anggota BPD memberikan

‘anggapannya sebagai berikut:

Disertasi

Kalau tetap tenadi perbedaan pendapat dan tidak bisa dicapai
kata sepakal saya menyetujui kalau dilakukan voung Kalau
terus-terusan sepertiite kasihan pemerintah desa. Mereka tidak
Risa bekerja. sementara pemikirarrya hanya tercurah pada
raperdes yang diajukannya 5413 FPadahal masth banyak urusan
l2im yang harus ditangam (MWawancara. 20 Maret 2004)
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Ungkapan yang disampaikan beberapa subjek panelitian tersebut
memperlinatkan bahwa manakala pembahasan suatu rancangan
peraturan desa sudah berfarut-lart dan mengingat peraturan desa
tersebut penting Cagi penyelenggaraan pemerntahan desa, maks
mekanizme voting adalah suaty pilihan untuk jalan keluarnya.

Berdasarkan temuan Jdi [apangan contoh perdes yang bherfarut-
larut dalam pembahasannya rancangan petaturan desa mengenai
pengelofaan tanah ganjaran kepala desa dan perangkat desa, Hal i
sehagaimana diungkapkan oleh Kepaila Desa:

Kami lelah mengajukan rancangan peraiuran desa kepada BFPD

mengenai pengelalaan tanah bengkok kepala desa dan

perangkat desa yvang digali pasir dan koralnya untuk dijual.

Akan tetapilidak mendapatkan respon positif dan anggota BRD.

Beberapa kali kami mengadakan rapat mengenal hal itu, tapi

tetap s3ja belum ada kata sepakat. (Wawancara, 21 Maret

2004)

Sementara itu ketua BPD yang dimintai tanggapannya mengatakan:
BPD berpendapat bahwa penggalian itu menyalat perda, makanya harus
dihentikan. {Wawancara, 21 Maref 2004}

BFD menganggap penggalian pasir dan batu koral sebagai tanah
bengkok 1tu melanggar perda karena tdak mempunyai izin. Kalau pihak
kepala desa mengajrkan rancangan pardes tentang pengelolaan tersebut. ity
namarya akal-akalan saja. BP0 memandang bahwa penggalian menimbutkan
campak negatif yang lebih besar ketimbang manfaat positifnya. Sehingga
meskipun sudah lama BPD drajak membahas peraturan desa itu tetap saja

tidak tisa tercapat kata sepakat. Karena sudut pandang mergka kepala desa-

EPD berbeda
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Fembahasan mengenai rancangan peraturan  desa  tentang
penggalian lanah bengkok kepala desa dan perangkat desa tersetut sudah
berulang kali dilakukan antara BFD dengan kepala desa, namun pada saat itu
belum juga dicapai kKata sepakat. Masing-masing pihak mempertahankan
pendirian dan kepentingannya sendin berdasarkan perseps| yang berbeda.
Permasalahan im muncul ketika BPD membentahy perihal penggalian tanah
bengkok tersebul kepada kepala desa Menurut interpretasy BFD bahwa
kehijakan penggalian tanah, pasir, dan koral yang dilakukan oleh kepala desa
dan perangkat desa selama ini telah merugikan masyarakat sekitar Ickas dan
juga melanggar peraturan yang ada {peraturan daerah) Sebagaimana
diketahui bahwa pengelolaan tanah kas desa yang diperuntukkan bag
ganjaran kepala desa dan perangkat desa (bengkok) di Kabupaten Musi
Rawas, diatur berdasarkan Peraturan Dasah Kabupaten Musi Rawas Nomor
11 Tahun 2000 entang Kedudukan Kevangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa Dalam menetapkan peraturan desa (PERDES) tampak terjadi telah
perubahan dari hanya ditetapkan oleh kepala desa ke penelapan dilakukan
bersaama oteh kepala desa dan BPD, bahkan bita belurm ditemukan kata
sepakal (terjad] kenplik dan kompotitify, maka dilgkukan poting  Comohrya
dalam kasus lanah bhengkok.

Berdasarkan pemaparan relas kekuiasaan BFO-kepala desa tentang
pemyusunan dan penetapan peraturan desa serta kasus penggalan dan
penivalan pasir dan koral tanah bengkok tersebut di atas dapat dikemukakan
gambaran relazt kekuasaan BFO-kepala desa Ncman sebagar pemimpin

lokal yang memimpin transformasi di desanya sebagas benkut
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Fertama. institusi BFD Noman mempunyai visi dan misi vang cLkup
|etas datam melaksanakan pola hubungan yang mereka program semen;jak
mereks terpuih sebana pengurus BRPD. Salah satu kewnginannya disampaikan
melalui kata kunci yang berkali-kali mereka ucapkan, yaitu sebagai penguius
BFD mereka harus dapat memberikan sesuatu yang bermantazt bagi
rakyatnya. Upaya yang sungguh-sungguh datam menangani kasus tanah
bengkok dan penggalian pasir-koral di Noman merupakan salah satu wjud
dari visi dan misi BFD tad.

Kedua. tuntutan warga Noman untuk menghentikan penggalian atas
tanah bengkok karena mereka merasa mempunyas hak bersama dalam
merniliki tanah tersebut disambut secara posdif oleh pengurus BPD dan
berusaha menghentikannya adalzh suatu perjuangan baginya.

ketiga, kasus tanah bengkok menurut pengurus BPD harus dapat
ditangani secara berhasil oleh pengurus BPD sendvi. Menurutnya, cara ini
lehin luwes dan cepat dari pada harus melibatkan banyak pihak. Kalaupun
kasus ini diserahkan penanganannya kepada camal atau pemda kabupaten
maka menurutnya penyelesaiannya akan lamban kKarena di sana teraiu
banyak kepentingan

keempat. Kenekatan pengurus BPD  desa  Noman  dalam
memperjuangkan  penghentian  penggalian  tamabk  bengkok  telah
mengakibatkan  timbulnys  hubungan  yang  kurang  harmonis  dan
terseberangan pandangan dengan kepala desa Noman Dan pengurus 8FD

merasa telah mendapat “lampu hyau” dar masyarakat desa. lndah corak khas
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dan keunikan pola relasi kekuasaan BFD dengan kepala desa Noman dalkam
transformasi di desanya.

Adapun makna penting yang bisa ditarik dari kasus tanah pengkok
tersebut di atas adalah sebagat berikut.

Pertama, dinamika retasi kekuasaan BPD dengan kepala desa
banyak ditampilkan lewat penggunaan prinsip yang mereka pegang sepedti
kepedulian membantu masyarakat atau mempunya: komitmen rakyatnya.

Kedua, pengurus BEPD Noman mampu menampitkan pola relas
Fekuasaan yang mempunyai posis tawar menawar (dialogis) yang cukup kuat
yang mereka hadapkan kepada kepala desa dan kepada setiap orang yang
tefibat dalam kebijakan dan pemegang kekuasaan lainnya {camat, pemda
kabupaten). Semuanya tu mereka lakukan dengan bermodalkan dasar
yurisdiksi yang kuat, dukungan @kyat yang luas memanfaatkan su
pemberdayaan pada rakyat keol dan kenskatan sera keberaniannya
mewujudkan apa yang pengurus BPD inginkan.

Keempat!, dalam meénangam kasus tanah bengkok tersebut di atas
temyata pengurus BRPD cukup vanatif menerapkan berbagal pola kekuasaan
vaitu mwai dar kemampuannya menunjukkan dinnya kepada pihak lain
bahwa ia adalah pengurus BFD yang dipilin oleh rakyat dan dizngkat oleh
pejabat pernerintah untuk memegang kekuasaan yang sah dalam memimpn
proses transformas: di fdesanya (kekuasaan dalam arti "aumun'ry'}. kermudian
untuk memperkuat pengarih dan kewibawaan mereka berusaha lebih dekat,

peduli. dan mendukung pada rakyatnya (kekuasaan dalam art “influence™
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Kesimpulannya, pengurus BPD adalah aktor institust kekuasaan yang
dapat memerankan mitra hubungan kekuasaannya Jdengan kepala desza
{kewenangan, pengaruh, dan perannya)} secara baikflepat {dialogis) sesuai
dengan konteks perscalannya/lokal. Dalam hal ini, relasi kekuasaan BPD-

kepala desa cenderung bersifat konflik dan kompetisi.

7.2Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDY Kasus Hak Inisiatif Usulan RAPBD Diserahkan BPD
Kepada Kepala Desa Tahun 2004

Selain dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, hal lain
yang dapat dicandra untuk melihat peranffungsi BPD adalah proses
penyusunan dan penetapan APBD. Sekalipun APBD adalah juga produk
hukum vany ditetapkan dendan peraturan desa, hamun mengingat proses
pentyusunan dan penetapan APBD agak herbeda dengan peraturan desa
yang lain, maka dalam peneltian int penyusunan dan penetapan APBD
menjadi fokus peneliban tersendiri.

FPeraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Namor 12 Tahun 2000
beserta petunjuk pelaksanannya memuat ketentuan yang mengatur mengenai
prosas dan mekanisme penyusunan dan penetapan APSD bagi desa-desa di
wilayah Kabupaten Musi Rawas. Proses penyusunan dan pengtapan APBD
didahului dengan penyusunan rancangan APBD vang bisa dilakukan oleh
pemerintah desa dan atau oleh BPD berdasarkan pedoman yang dibenkan
oleh kepala daerah. Hal i sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Peraturan
Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2000, sebagai borikut: )

penyusunan rancangan ARPBD dibuat oleh pemerintah desa dan atau oleh
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BPL. sesual pedoman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; 2) Setelah

rancangan APBD tersebut disepakati dan disetujui alet pemenntah desa

dan BPD. ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Desa

Fasal di atas menunjukkan bahwa untuk usul insiatif pembuatan

rancangan APBD berada di tangan kepala desa dan juga BPD. Dalam

kenyataannya di Desa Noman yang menjadi objek penelitian, peneliti

menemukan usdian rancangan AFBD diserahkan oleh pihak BPD kepada

fdparat desa. Hal ini sebagaimana terungkap dalam wawancara yang

dilakukan dengan ketua BPD (M. Luth}, yang beliau mengalakan.

Sebenarnya bisa sam@ kami membuat rancangan APBD, akan
tetapt APBD ity |ebih teknis dan operasional Sehingga kami
berfikir kalau yang membuat APBD itu kami, apa mesti
pemenntah desa sangqup medaksanakan. Oleh karena itu kami
sermua sepakat menyerahkan pembuatan rancangan APBD
kepada pemerintah desa dan di bahas, dipuluskan bersama
{Wawancara, 22 Maret 2004).

Sedangkan kepala desa (Rozali), vang dimintai tanggapannya

mengena: hal itu mengatakan:

Untuk menghindari persepsi yang kurang baik terhadap
pemerintah desa, baik dan pitiak BPD maupun dari masyarakat
lainnya. kami sebenamya sudah memperikan kesempatan
kepada BPD untuk membuat rancangan APBD. Akan tetapi
BFD menyerabkan pembuatan rancangan APEBD kepada
pemerntah desa. BFD hanya mengajukan rencana anggaran
Ciaya untuk BFD sendii agar dimasukkan dalam APED
bersama-sama dalam pembahasannya (Wawancara, 22 Maret
2004)

Hasil Wawancara tersebut terfthal bahwa ketedibatan BPD dalam

Aroses penyusunan rancangan APED ini tidak sebatas mengajvkan rencana

anggaran biaya (RAB) BPD kepada pemenntah desa untuk dimasukkan

dalam pos APBD. tapi juga tahap pembahasan dan penetapan rencana
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anggaran biaya BPD kepada pernerintah desa. Mekanisme panyusunan dan

penetapan APBD di Desa Noman, yang usul rancangan APBD berasal dari

kepala desa secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 7.2: Mekanisme Penyusunan dan Penetapan APED di Desa
MNoman
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Keterangan:
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A = Rancangan Perdes diterima
B = Rancangan Perdes di tolak
C = Hasil r&visi

Pada gambar tersebut dapat dilihat, bahwa proses pembuatan APBD

adalah berawal dari inrsiatif kepala desa dengan dibantu perangkat desa
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untuk membuat rancangan APED yang didalamnya juga mengakomodasi

rencana anggaran biaya yang diajukan oleh BFD.

(3una mengetahui bagamana proses penyusunan rancangan APBD

yang ddakukan oleh Pemenntah Desa MNoman, dapat disimak dan hasil

Wawancara dengan beberapa subjek penelitian berikut. antara |ain adalah

Sekretaris Desa (Every) yang menuturkan

Mengingal saat itu kaur keuangan kelum terisi jadi saya
yang diberikan tugas oleh pak kepals desa untuk
menyiapkan rancangan APBD FPada dasarnya rancangan
APBD saya susun dengan berpedoman pada APBD tahun
lalu, khususmya dan pos penenmaan yang berasal dar
bantuan pemerintah. Sedangkan untuk merealisasikan
rencana  anggaran biaya (RAB) yang diajukan  BPED
sabenarnya saya cukup kesulitan untuk mengakomodasikan.
(Wawancara tanggal 23 Maret 2004)

Hal ini karena anggaran yang diajukan oleh BPD itu cukup besar,

sedangkan sumber penerimaan desa rata-rata besarnya tetap tap tahun.

Tidak ada peningkatan pernasukan untiuk kas desa sama sekah Namun

demikian Kepdes berusaha seoptimal mungkin merealisasikan anggaran

yang drajukan BPD meshizun ada pengurangan-pengurangan, sebab di

khawatirkan nantinya akan mermpersulit penyusunan APBD seluruhnya

Kemudian penelit mewancarai Kepzala Desa (Rozal) yvang beliau

menyamparkan sebaga berikut:

Disertasi

Berkaitan dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang
disampatkan BPD unluk dimasukkan dalam APBD. dan kami
biza memahami keingman BPD tersebut Dan kami khawatir
apabila anggaran untuk BPD tersebut tidak terealisasi dalam
APBD minimal mendekat 80% dari anggaran vang diawkan
nanti dikra kami itu mencari alasan. Khan bisa repot semuanya
(Wawanrcara, 23 Maret Z004)
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Sementara tu untuk mengetahu tanggapan dan pihak BPD mengenai
pengaiuan rencana anggaran biaya {RAB) BPD, peneliti mewancarai Ketua
BPD (M. Luth) yang mengemukakan sebagai berikut:

Sebenarnya anggaran yang kami ajukan kepada pemerintah
desa itu tidak terlalu besar. Karena kami tahu persis berapa
besar penerimaan desa dan juga pos-pos pengeluaran desa.
Setingga menuiut Kami pihak pemernntah desa saa yang
terlalu khawatir kalau "bagrannya" berkurang. Sebenamya karni
bisa szja menggunakan RAB kami sebagai alat, dalam art
kalau RAB kami tidak disetujui, kami juga lidak akan
memberikan persetujuan APBD. Tapi kami tidak mau seperti itu
fWawancara, 24 Maret 2004).

Dalam kesempatan yang sama, peneliti juga mewancarai salah
satu anggota BPD yaitu (Bustorni), yang beliau mengungkapkan:
Berkaitan dengan rencana anggaran biaya (RAB) untuk BPD,
memang kamr itu dimintai oleh permenntah desa untuk
mengajukan. RAE tersebut kami ajukan berdasarkan
musyawarah bersama seiuruh anggota BPD dan memang
menurut kami telah zesuan dengan kondisi yang sebenarhya.
Kalau anggaran tersebut dinilai terlzlu berebihan, sebenarmya
ya fidak demikian. Kami semua telzh sepakat bahwa, kami tidak
tedaiu ngatot agar anggaran BPFD dizetujut semuanya, asatkan
pemernntah desa bisa memben penjelasan yang dapat kamij
terima ya kami menyetljuyl saja. (Wawancara, 24 Maret 2004),
Baberapa penjelasan yang disampaikan oleh subjek penelittan
tersebut, tergambar bahwa proses awal penyusunan AFBD di Desa Noman
diwarnai kecurigaan dari masing-masing pihak baik 8FPD maupun
pernerintah desa khususnya berkaitan dengan besarnya rencana anggaran
biaya yang diajukan. Secara teknis memang semenjak terbentuknya BPD
teiah terjadi  perubahan komposisi APBD  khususnya dalam  hal
pembebanan pos pengeluaran, dan hal inilah yang membusat pemerintah

desa harus bisa rmenyesuaikan diri.
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Dalam tahap selanjutnya, rancangan APBD yang sudah disusun aleh
pemerintah desa tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan BFD
untuk disebarluaskan kepada seluruh anggota BPD agar dipetaart sebelum
dibahas bersama dengan kepala desa dalam suatu rapat. Pembahasan intem
BPD dilaksanakan melalui rapat BPD yang diikuti oleh seluruh anggota BRD.
Pembahasan ini tidak dilakukan sécarz khusus oleh panifia anggaran, karena
sebagaimana disebutkan terdanulu dalam kepengurusan BPD Oesa Noman
tidak dibentuk panitia angoaran yang khusus menangam pembahasan AFBD
atau pun bidang-bidang vang lainnya sebagai alat kelengkapan BPD.
Dalam proses permyusanan dan penetapan APBD menunjukkan bahwa pada
waktu penyusunan APBD terjadi perubahan dari hanya didusun oleh kepala
desa ke pola penvusunan APBD cleh kepala desa dan BFD dengan pola
kerjasama dan kolaborasi. Begilu juga pada waktu menetapkan AFBD, terjadi
perubahan dari hanya ditetapkan oleh kepala desa meanjadi ditetapkan oleh
kepala desa dan BPD dalam bentuk atau pola kerjasama dan kolaborasi.
Untuk mengetahui bagaimana interaksi yang terjadi antar anggota BRFD
dalam pembahasan RAPBD yvang digiukan kepala desa, dapat disimak dari
hasil wawancara dengan Ketua BPD (M Luth), vang beliau mengatakan

Hubungan antaranggata BFD dalam pembahasan RAFBD

yang disampaikan kepala desa. saya nilai cukup baik. Selama

dalam rapat, semua anggota cukup senus mengikutinya dan

juga kritis. Meskipun pembahasan intern BPD sendiri tidak

pernah selesai dalam satu kali perternuan karena adanys

perbedaan pendapat di amtara anggota, tetapi hal itu tidak
sampat berlarut-larut. Ya wajar, teradi perbedaan pendapat,

namun hal itu tidak sampai mengarah kepada perpecahan.
{Wawancara. 27 Marat 2004)

Disertasi Relasi BPD-Kepala Desa : Kajian Relasi ... Yaqup Cikusin



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga 1173

Pada dasarnya kelua BPD cukup bisa mengendalikan seluruh
anggotanya. Namun demikian ia tetap berusaha menciptakan suasana
demokralis dengan membenkan kesempatan kepada seluruh anggota
untuk menyampaikan pendapatnya

Sementara  ilu  Wakil Ketua BPFD {lsmail P). memberikan

tanggapannya mengenai hal tersehut dengan menyampaikan sebagai benkut’

Ketika saya mengikuti rapat BPD membahas rancangan APBLL

saya memang orang vokal Pak Namun demikian menurut

pengamatan saya, selama ni di antara kami tidak tedgadi

perbedaan pendapat yang berebihan Permasalahan yang
senng munctl it hanya karena tidak pahamnya beberaps
anggota akan permasalahan yang sebenarnya. Maklumlah Fak,
meskipun anggeta BPD  akan tetapr yang mempunyai
perngalaman berorganisas: tidak banyak Akhirnya toh bisa kami

selezdikan bersama (Wawancara, 27 Maret 2004).

Dar beberapa uraian tersebut tergambar bahwa interaksi sesama
anggeta BPD dalam pelaksanaan rapat membahas RAFPBD dapat terjahn
dengan baik. Meskipun pembahasan tidak dapat diselesaikan dalam satu kali
perternuan karena adanya pemahaman yang berbeda demi demokratisasi,
namun pada akhimya perbedaan tersebut dapat diselesaikan dengan cara
barembuk dengan penjelasan yang disampaikan oieh sesama anggota

sendui.

Setelah rapat inlem BPD menghasilkan suatu keputusan, maia
pembahasan rancangan APBD selanjutnya dilakukan dalarm rapat panpuma
antara BPD dengan xepala desa Oalam tahapan mi dapat dilihat bagaimana
peran BPD Guna mengetahul peran BPD dalam pembahasan ratcangan
APBD, dapat disimak dalam hasi Wawancara dengan Ketua BPD (M. Luth),

sebagal benkut
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Dalam forum rapat, kami tetap vokal menyoroti pos-pos mana
dari rancangan AFPBD yang kami nilal mencurigakan. Hal ini
karmi lakukan bukan karena rencana anggaran fiaya yang kami
gpukan tidak disetujui semuanya. tetapi karena tugas kami untuk
melakukan pengawasan lerhadap APBD (Wawancara, 28
fMaret 2004}

Maskipun sebenarnya BFD dapat memakai pengurangan RAB untuk
tidak wmenyetujui rancangan APBD tersebwd, akan tetam BPD tidak akan
melakukan hal ity Memang dalam permbahasan rancangan APBD selama ini,
kami tidak pernah langsung menyetujeinya dalam satu kali kesempatan.
pasti lebth dari itu. Tapi disisi lain BPD juga menyadari bahwa APBD itu
sangat penting aninya badg penyélenggaraan pemerintahan desa

Semantara il Wakil Ketua BPD (Dinil). memberikan tanggapannya
dengan mengatakan:

Dalam pelaksanaan rapat antara BPD dengan pemenntah desa

khususnya yang membahas mengenai APBD, sebenarmya tidak

ada masalah yang berarti. MNamun kadang kami temukan pos

anggaran yang kuwrang masuk akal. Hal imlah yang seringkali

membuat pembahasan AFPBO menjadi molor dan memakan

waktu lama {MVawancara, 28 Maret 20043

Dalam pelaksanaan rapat dengan kepala desa kami anggota BFD
tidak terlalu banyak menyampaikan pendapat Hal tersebut bhanyak kami
serahkan kepada pimpinan BEPD  (Ketua dan Wakil Ketua)  onfuk
menyampatkan pendapat tentang RAFPBD. Dengan cara 11, kami berharap
agar pembahasan tidak besaruk-larut dan teradi perdebatan yang lidak
berati MNamun demikian. dalam kenyataannya tdak demikian, yustiy

perdebatan antara BPD dengan kepala desa sering terjadi. BFD menilai

bahwsa pos yang dibuat pemerintah desa kadang kurang reatistis. akan tetapi
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kepala desa berusaha menyangkainya, sehingga pembahasannya menjadi
senng molor karena belum ada kata sepakat diantara kami.
Dar pihak pemerintah desa, peneliti mewancarai Kepala Desa

{Rozali), yang mengatakan:

Memang benar Pak, selama ini pembahasan rancangan APBD
tidak pernah selesai dalam satu kali rapat dan pasti molor dari
jadwal vang ditentukan. Saya sendiri juga heran, Kalau dulu
sebelumn ada BPD penyusunan AFBD tidak pernah molor
seperti sekarang ini. Rancangan APBD tidak mau akan tetap
setelah kami yang menyusun rancangan APBD dalam
pembahasannya dikoreksi habis-halisan. Katanya yang
begini, begitu dan lain sebagainya. (Wawancara, 22 Maret
2004).

Sedangkan Sekretaris Desa (Ewvery), membenkan penjelasan
mengenai hal itu dengan mengatakan:

Membuat Rancangan APBD itu tidak mudah meskipun sudah

ads pedomannya, karena berkaitan dengan pembagian uang.

Sedangkan kegiatannya tidak sedikit, sermentara alokasi dana

yang tersedia terbatas. Kadang-kadang hal inilah yang tidak

disadari oleh BPD. Sehingga apabila ada kesalahan sedikit

saja, BFD mengira bahwa kami memang sengaja melakukan

hal #u agar mendapatkan “keuntungan®, sebenamya tidak

demikian. (Wawancara, 29 Maret 2004},

Baberapa uraian tersebut dapat dilihat bahwa pefaksanaan tugas dan
wewenang {peran) BPD dalam pembuatan dan penetapan APBD. Masing-
masing pihak memahami akan pentingnya APBD dalam pelaksanaan
pemerintahan desa, sehingga semua pihak menginginkan agar pembahasan
APBI} tidak berlarut-tarut dan memakan waktu lama. Namun demikian, dalam
kenyataannya pembahasannya justru berfarut-larut dan sangat bergantung
pada persetujuan yang dibenkan oleh BPD Apabila BPD belum menyetujui

rancangan APBD. maka rancangan APBD tersebut belum bisa ditetapkan

oleh kepala desa menjadi APBD dalam sebuah peraturan desa. Molarnya
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wakiu pembahasan ini seringkahb disebabkan oleh adanya perbedaan dalam
pemahaman anggota BRPD dengan kepala desa akan permasalahan yang ada
dalam APBD, yang akhirmya memmbulkan persépsi yang berbeda antara BPD
dengan kepala desa.

Meskipun pada pembahasan ferjadi perbedaan pendapat yang
menyebabkan molarnya wakie penstapan APBD oleh kepaia desa. Pada
akhirnya BP0 meanyetujui juga rancangan APBO yang diajukan kepala desa.
Wamun demikian, kepala desa tetap harus mengadakan perubahan-
perubahan dalam rancangan APBD sebagaimana dikehendaki oleh BPD.
Menanggapi hal ini. Kepala Desa (Rozaliy mengatakan:

Posisi kepala desa saat ini serba sulit Pak. APBD itu sangat

penting bagi beriangsungnya kegiatan di desa, dan kalau

pembahasannya molar kegiatan di desa juga tertunda.

Sehmngga kami mengalah saja dengan mengiyakan apa yang

dikehendakt BFD terhadap rancangan APED yang kami ajukan

{Wawancara, 29 Maret 2004}

Sedangkan anggota BPD (Soly) yang dimintai tanggapannya
mengenai hal itu, mengatakan;

Sebenarnya keinginan kami dalam mengoreksi RAPBD vang

dizjukan kepala desa itu benarbenar sesuai dengan kondist

desa. Meskipun demikian, sebenarnys penetapan APBD iu
sesual aturan sangat tergantung dari persetujuan yang kami
berikan. Kalau kepala desa tdak mau mendengarkan saran
karmi, ya kami tidak bisa memberikan persetujuan (Yvawancars,

29 Maret 2004)

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh beberapa subjek
penchtian tersebut, menunjukkan bahwa penetapan APBD dalam suaty
peraturan desa oleh kepala desa sangai bergantung pads persetujuan yang

diberikan oleh BFD. Manakala kepaia desa tidak mau mendengarkan aspiras

BFD, rmaka sangat sulit bagi BPD untuk membenikan persetujuannya. Dalam
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pelaksanaan peraturan desa menunjukkan tahwa pada fungs pengawasan-
kontrol telah terjadi perubahan dar semula didominasi kepala desa ke pola
kerjasama dan kolaborasi BPD dengan kepala desa. Dar paparan refasi
kekuasaan BFD-kepala desa tentang penyusunan dan penetapan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Desa (APBD) kasus hak inisiatif usulan RAPED
diserahkan BFD kepada kepala desa di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang
dinamika hubungan kekuasaan BPD dengan kepala desa Noman dalam
proses transformasi di desanya sebagai benkut.

Fertama, keputusan pengurus BFD untuk menyerahkan hak inisiatif
usulan kepala desa di desanya dimaksudkan agar pemerintah desa lebih
mudah dan sanggup melaksanakannya. Walaupun demikian hal ini harus
dibahas dan diputuskan bersama (BPO-pemearintah desa).

Kedua. menyerabkan pembuatan rancangan AFBD  kepada
pemerintah desa terpaksz harus mereka lakukan agar menjadi efisiensi
waktiu dan biaya.

Ketiga, landasan  utama vyang dipakai oleh pengurus BPO
menyerahkan pembuatan rancangan ARPBD kepada pemerintah desa tersebut
bag: warga desa merupakan usaha yang efektif dan mulia.

Keempat, keputusan pengurus BPFD menyerahkan pembuatan
rancangan APBD kepada kepala desa di desanya haleh jadi merupakan suatu
keputusan yang dilematis baginya, karena bila dikejakan oleh BRFD akan
memakan wakiu yang cukup lama dan bisa berlarut-larut. Selain bisa
meénurmbuhkan molivasi pemerintahan desa dan juga untuk  menguii

kepemimpinan kepala desa. yang dipegang oleh Rozali Sy.
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Akhirnya makna penting yang dapat diangkat dari kasus hak inisiatif
usulan RAFBL diserahkan 8FD kepada kepala desz di atas adalah sebagai
berikut:

Fertama, menyadari bahwa keputusan yang harus dibuat tidak
sepenuhnya berada di tangan mereka sendirn, maka untuk bisa berhasil
mereka mampu membina dan memanfaatkan hubungannya dengan
kepala desa dan dengan para pembuat keputusan yang lain secara baik.

Kedua, berdasarkan uralan di atas, dapat disimpulkan bahwa relasi
kekuasaan BPD-kepala desa cederung bersifat kerjasama dan kalaborasi.
7.3 Pelaksanaan Peraturan Desa Kasus Penyelesaian Penggalian dan

Penjualan Pasir dan Koral Tanah Bengkox

Hublngan pengurus BPD-kepala desa datam pelaksanaan peraturan
desa, BPD mempunyai peran mengawasi dan mengontrol pelaksanaan
peraturan desa oleh Kepakas desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam
Feraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomer 7 tahun 2000 tentang
BrD, yang dalam pasal 38 ayat (1} butir d disebutkan bahwa: "BPD
mempunyai kewajiban mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Feraturan Desa. APBD. dan Keputusan Kepala Desa™

Calam ketentuan normatd tersebut terlinat bahwa meskipun pada
tataran formulas kebijakan desa berupa peraturan desa. BFPD dan kepala
desa bekera dalam lapangan wgas yang Samad, yait sty menyusun dan
mengtapkan peraturan dess secars bersama-sarma. Namun dermikian. dalam
tataran implementasi mereka berada Jdalam lapangan tugas dan tanggung

jawab yang terbeda. Guna mengetabu bagaimana pelaksanaan peran
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menqatakan’

Situasi saat ini lain dengan dulu Pak, dwnana setelah adanya
BP0 di desa sim kami selaku pemenntah desa harus
senantiasa berhati-hati dalam setiap bertindak, masalah masuk
kantor saja bisa menjach bumerang Kaiau kita tgak disiphn
fWawancara, 30 Maret 20041

ML

pengawasan BFD terhadap pelaksanaan peraturan desa dan kebjakan

kepata desa dapat drisimak dalam hasil wawancara dengan Kepala Desa yang

Terus terang Pak, dahulu sebelum ada BPD, kepala desa dengan

kewenangan yahg dimihki begitu mudatt menetapian kebjakan desa tanpa

khawatir mendapatkan tentangan darn lembaga desa lain meskipun pads

wakiu it ada LMD MNamun saat imjangankan membeat kebijakan yang tidak

seazual dengan kesngnan BRD,

Sementara it sekretaris desa (Ewery) yang berhasi diemu,

mengatakan:

Memang benar Pak, semenjak adanya BFD kamr tidak bisa lagi
bebas bergerak. Kalau dulu masih zamannya LMD tidak seperti
ini, kami mudah saja membuat kebijakan apabila kami pandang
perlu. Tapi saatini BPD itu begitu S&rius mengawasi permerintah
desa (Wawancara, 30 Maret 2004}

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua BFD (M Luth) mengungkapkan-

Kepata desa saat ini berbeda dengan zaman corde bary Kalay
dulu bisa dengan seenaxnya saja menstapkan dan membuat
kebijakan, akan tetapi sekarang di desa ada kami-kami yang
dipercaya dan diben mandat ofeh masyarakat untuk mengawasi
dan mengotrol setiap kebigkan yang diambil kepala desa.
Apabila ketviakan kepala desa menyalahi aturan dan merugian
masyarakat Kami berhak menagumya dan kalau perlu kami bisa
mengusulkan untuk pembernentiannya Wawancara, 30 Maret
2004,

Berdasar uraian yang disarmpaikan oleb beberapa subjek penehltian

tersebut, tergambar dengan jelas bahwa semeniak dibentuknya BFD di Dese
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Moman, di desa i telah ternadi perubahan yang mendasar daiam
penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa yang mempunyai hak
membuat kebijakan untuk mengimplementasikan peraturan  desa,
wewenangnya dibstasi oleh peran pengawsasan vang dilzskukan oleh BPDL
Datam  pelaksangan peraiyran desa menunjukkan bahwa pada fungsi
pengawasan-kontrol telah terjagi perubahan dart semula kepala desa dengan
sesukanya membuat, menetapkan, melaksanakan kebijakan ke pola
wewenang yang di batas oleh institusi BPD dengan pola kerasama dan
kolaborasi.

Selanjutnya guna mengetahui bagaimana pelaksanaan peran
pengawasan yang dijalankan oleh BPD, dapat disimak dari hasil wawancara
dengan Ketua BFD (M. Luth), vang mengatakan.

BFO ity mempunyai kewenangan untuk mengawasi kepala

desa dan perangkal desa dalam memalankan pemenntahan

desa. Sehingga tidak salah kalau sekali waktu BPD itu

mengecek aktivitas kepala desa dan perangkat desa di kantor

desa. tu merupakan bagian dari upaya kami untuk melakukan

pengawasan. (Wawancara, 31 Maret 2004).

Pendapat serupa dikemukakan cleh Wakil Ketua BFD (Ismail P).
yang mengatakan: Kami itu serba repot juga lo Pak, kami itu ditugasi
mengawasi pelaksanaan pemerirtahan desa, akan tetapt kalau kami sering
mangecek pelaksanaannya dikira ikut campur. (Wawancara, 30 Maret
20043,

Kalau dulu sebelum ada BPD, kepala desa itu khan seenaknya

saja. Banyak prograrm permbangunan fisik yang dijalankan asal-asalan

saja, terus aklivitas di kantor desa juga tidak disiplin. Oengan kondisi
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demikian, saat mi BPD herusaha agar hal itu tidak terjads lagr melalui

lungsi kantral yang BFD miliki

Sedangkan Kepala Desa yang dimintai tanggapan mengenar hal

ini mengurgkapkan

Senngkall BPD member masukan yang kadang sult karme

terima apalag kami wujudkan. Asalkan itu batk bag masya-akat

darn taak nmbui gejolak oi masyarakat apa salahnya. Tap

meskipun demikian saya tetap menghargat niat bark BFD. dan

akan berusaha semaksimal mungkm merealisasikan masukan

yang dibenkan {Wawancara, 31 Maret 2004}

Secara termsah Sekrelans Desa yang dimintai tanggapannya
mengatakan

Kadang-kadang BFD itu memang kelewatan kok Pak, masak

samrpal kehadiran kami o kantor gdesa fu juga sering

dipermasalahkan. Kalau menurut saya seharusnya bdak
demikian, itu sudah men@adi urusan kame pemernintah desa dan

BPD tidak boleh ikut campur. Kapan kami bisa kena, kalau

sedikit-sedikit ditegur, dan diawasi terus (Wawancara, 31 Maret

2004)

DCar hasil wawancara tersebut dapat dilihat, bahwa telah tenadi
perbedaan persepsi antara BFD dan kepala desa dalam memahami
pelaksanaan fungs: pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh BFD. BFD
dengan fungsi pengawasan yang dimilikinga ingin menciptakan
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagamana mestinya. MNamun
demikian, kepala desa dan perangkat desa yang bertanggungjawab secara
teknis terhadap penyelenggaraan pemeriniahan desa merasa tidak “nyaman”
manakala setap aktivitasnya terus digwasi dengan Ketat.

Selamuinya, berkaitan dengan fungszr pengawasan yang dwalankan

aleh BFD di Desa Noman terhadap kepala desa dan perangkat desa. terdapat
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permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan kepala desa yang
menggali dan menjual, pasir, dan koral. Penggalian iu dilakukan pada
tanah ganjaran kepata desa dan perangkat desa (bengkok).
Permasalahan ini muncul ketika BPD menbentahu perinal penggaltan
tanah bengkok tersebut kepada kepala desa BPD memandang bahwa
kehijakan penggahian tanah, pasir, dan koral yang dilakukan oleh kepala desa
dan perangkat desa selama im telah merugikan masyarakat sekitar lokasli dan
iuga melanggar peraturan yang ada {(peraturan daerah). Sebagaimana telah
dijelaskan. bahwa pengelotaan tanah kas desa yang diperuntukkan bagi
ganjaran kepala desa dan perangkat desa {bengkok) di Kabupaten Musi
Rawas. diatur berdasarkan Peraturan Diagrah Kabupaten Must Rawas Nomor
149 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Ferangkat
Desa. Peraturan itu kemudian ditindaklamuti dengan Keputusan Bupati Musi
Rawas Nomor 1218 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Must Rawas Normor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dimana pasal 2 Peraturan
Caerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2000 tersebut disebutkan:
13 kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa adalah kedudukan
yang diperuntukkan bagi kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa; 2)
kesajahteraan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diwujudkan dalam bentuk ganjaran tanah kas desa; 3) besarnya
tanah kas desa yang digunakan uniuk keselahteraan kepala desa dan

perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetapkan dalam
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peraturan desa dangan luas masing-masing berdasarkan aszal-usul dan
adat-istiadat Desa.

Kemudian dalam pasal 8 Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 1218
Tahun 2000 menyebutkan: 1) penggalian dan pengambilan tanah dan
material lainnya dan tanah kas desa murni dan tangh kas desa untuk ganjaran
kepala dess dan perangkat desa harus mendapat persetujuan BPD dan
mendapat 1zin tertulis dari bupati medalui camat, 2) hasil penggahan dan
pengammlan tanah dan matenal sebagaimana dimaksud ayat (1}
dipergunakan untuk kepala desa atau perangkal desa yang bersangkutan,
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan  kemasyarakalan
berdasarkan musyawarah dengan BFD.

Berdasarkan ketentuan tersebut BFPD menganggap kepala desa dan
perangkat desa télah melanggar peraturan daerah, karena selama ni BFD
merasa belum pernah diminiai persetujuan apalagi menyetujui penggalian
tanah bengkok tersebut. Hal ini sehagaimana dikemukakan oleh Ketua BPD

{M. Luth] yang mengatakan:

Peraturan daerah itu merupakan satah satu alat yang

diberikan pemerntah dagrah kepada BFD untuk melakukan

kantrol terhadap kepala desa. Sehingga apabila kepala desa

beserta perangkat desa melanggar peraturan  daerah

tersebut, maka kami berkewajiban menegurnya. (Wawancara,

10 Aprl 2004).

Clan menurut pengamatan BFD penggalian tanah bengkok tersebut
jelas-jeias melanggar FPeraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 114
Tahun 2000 beserta peturmjuk pelaksanaannya. Karena menurul perda iy

harus ada persetujuan BPO, padahal selama ini BFD belum pernah
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memberikan persetujuan. Oleh karena itu, BPD merminta agar kepala desa
menghentikan penggalian tanah bengkok tersebut. Selain itu, berdasarkan
pengaduan masyarakat sekitar penggalian itu juga merugikan masyarakat
sekitar

Selanjuinya tanggapan Pemerintah Desa atas hal tersebut, penelih
mewancaral Kepala Desa yang mengatakan sebagal benkut:

Memang benar FPak, masalah galan tersebut kami belum

permah melakukan proses perizinan batk kepada bupati maupun

minta persetuan BPD Karena saya dan seluruh perangkat

hanya meneruskan apa yang dilakukan kepala desa yang duly

{Wawancara, 12 Apnl 2004

Fenggahan ifv kira-kira sejak tahun 1994, |adl jauh sebelum BPFO
terbentuk. Menuwut kepala desa tujuannya untuk meralakan tanah agar bisa
dikelola menjad sawah, karena aelama s tanah bengkok tersebut
merupakan tanah pulau yang dapat ditanarm: pade dan ube. Karena selama ini
tidak pernah terjadi masaiah, kepala desa mengganggap bahwa apa yang
kami lakukan juga tidak salah

Hal senada juga diungkapkan Kaur Pembangunan {Kahar), yang
beliau mengungkapkan sebagai barikut;

FPenggalian itu  sudah lama dilakuvkan sejak  sebelum

terbentuknya BPD. Tap setelah terbentuknya BPD di Desa

Noman imi, ity dipermasalahkan oleh BPD.  Menurut

pergamatan saya. selama ini tidak terjadi masalah apa-apa

dengan penggalian tersebut (Wawancara, 3 April 2004).

Kebiiakan kepala desa dan perangkat desa yang menggali tanah
bengkok tersebut apakah dibenarkan secara hukum? Untuk mengetahu hal

ini sehagaimana yang dikemukakan oleh Staf Kantor Satpel PP

Kabupaten Musi Hawas {Abu Nawas). yang mengatakan Dahwa.
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Sebenamya kami sudah berupaya menghentikan penggahan

itu. Namun mengingat gejolak yang terjadi saat ini, karm

pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya kepada desa

untuk  dimusyawarahkan antara BPD dan kepala desa

(Wawancara. 14 April 20041

#alau berbicara mengenai aturan, jelas kepala desa dan peranghkat
desa telah melanggar Perda Kabupaten Musi Rawas Noemor 11 Tahun 2000
beserta petunuk pelaksanaannya, karena melakukan penggalian tanah
bengkok yang masuk datam jenis galian golongan C tidak mempunyai izin

unfuk ity,

Parmasalahan penggalian tanah bengkek tersebut sangat menarik
untuk gicermati lebih lanut karena pada kenyataan di lapangan hal tersebut
berimbas terhadap hubungan kena antara BPD dan kepala desa di Desa
Noman. Hal ini terungkap dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan

Kepala Desa, yang mengatakan:

Ada satu hal vang sampai saat itu (2004-2005) masih terjadi

perselisinan dengan BFD adalah berkaitan dengan

penggalian  tanah  bengkok, Dimana BFD selalu
menyampaikan bahwa penggalian tanah bengkok tersebut
telah merugikan rmasyarakat sekitar fokasi penggalian dan

juga melanggar peraturan daerah. (Wawancara, 14 April

2004).

Sebenarnya kepala desa sadar bahwa mereka tidak memiiki izin
dan kalau itu dinilai melanggar perda mereka bisa memahaminya. Namun
digisi lain, menurut pemikiran kepala desa bahwa penggalian itu bukan
hanya untyk mereka saja, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja
bagi masyarakat Desa Moman, jadt kalau harus ditulup sesuai permintaan

EPD khan berani mervgikan masyarakat pekera
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Sementara tu Sekretaris Désa (Every), yang berhasil di wawancarai
mengatakan

Saya sendiri saat itu (2004} semenjak masalah tersebut

mencual menjadi hdak konsentrasi melaksanakan tugas yang

lain. Selurub perhatian saya dan perangkat desa tercurah pada

permasalahan tersebut. untunglah sekarang masalah sudah
selesal (Wawancara, 14 April 2004).

Peneliti mehhat sepertiva semen|ak permasalahan penggalian tanah
bengkek itu mencuat, hubungan Pemerintab desa (kepala desa dan
perangkat desa) agak renggang. hal ini terjadi karena masing-masing pihak
mempertahankan argumennya sendirl dan tidak ada yang mau mengalah
BPD misalnya. menifai kepala desa beserta perangkat desa telah melanggar
perda dan juga merugikan masyarakat di sekitar lokasi. Sementara kepala
desa, dengan petimbangan kemanusiaan tidak mau menghertikan penggalian
tersebut apalag menutupnya karena kalau dihentikan/ditutup masyarakat

akan kehilangan pekerjaan.

Ketua BPD (M. Luth) dimintai tanggapannya mangena hal itu,
mengungkapkan: Mengenai penggalian tanah bengkok kami tidak bisa tinggal
diam atas lapcran dari masyarakat akan dampak negatlif penggahian tersebut.

(Wawancara, 14 Apnl 2004}

BPD merasa berfungsi menampung dan menyameakan aspirasi
masyarakat sefan fungsi kontrol. Kalau ada pengaduan masyarakat lidak
sampaikan kepada kepala desa, mereka merasa percuma BPD dibentuk. Dan
lagi mereka memandang bahwa berdasarkan perda penggalian tanah
bengkok tersebut harus mendapat persetujuan BPL, dan mereka merasa

tidak pernah diminta: persetujuan apalagi menyetujuinya
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Seluruh anggota BPD sepakat. bahwa penggalian tersebut harus
dihentikan, mengingat antara dampak positif dan negatifnya lebih banyak
negatifnya. Yang diinginkan dalam masafah itu BPD hanya ingin semuanya
berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.

Hasil wawancara tersebut tergambar bahwa, antara BFD dan kepala
desa perngh terjadi dalam perbedaan pendapat karena masing-masing pinak
merasa bahwa pendapathyalah yang benar. Selain itu baik BPD maupun
kepals desa merasa bahwa tindakan yang dilzkukan tersebut mearupakan
wijud dari aspirasi masyarakat.

Untuk menyelesaikan masalah penggalian tanah bengkok tersebut,
heparapa kali BPD dan kepala desa mefakukan pembahasan dan
musyawarah. Hat ini terungkap daiam wawancara dengan Kstua BPD (M.
Luth} yang mengatakan: Sudah sering kami {(BPD} dan kepala desa
barembuk (berternu) untuk membicarakan masalah ini, dan hasil kesepakatan
itu intinya kepala desa sanggup menghentikan penggalian tanah bengkak
tersebut (Wawancara, 15 April 2004},

Sedangkan Kepala Desa (Rozali) yang dimintai tanggapannya
meanganai hal ini, mengatakan: Memang dailam pertesmuan saya menyetujyi
untuk menghentikan penggalian tersebut (Wawancara, 5 April 2004).

Berdasarkan gambaran tersebut dan berdasarkan observasi di
lapangan, tampak bahwa kondisi pada saat itu vaitu perbedaan pendapat
amara BFD dan kepala desa yang pernsh teriadi sudah dapat diselesaikan.
Untuk mengetahui bagsimana hubungan BPD dan kepalz desa setelah

selesainya masalah penggalian t=nah bengkok tersabut, Sekretaris
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Kecamatan Rupit (Saidi), menuturkan: Fermasalanan antara BFD dan
kepala desa di Noman saat ini syukurash sudah selesaf, ttdak sampai
mengarah kepada pelengseran kepala desa (Wawancara, 15 Apnl 2004).

Sedangkan Ketua BPD (M. Luth} yang dimintai penjelasan mengenai
hal itu mengatakan, Sudahlah masalahnya sudah berlalu dan kepala desa
konsisten dengan kesepakatan yang dicapar dalam musyawarah, dan sudah
tidak ada masalah (Wawancara, 186 April 2004),

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua BPD {Ismail P.} yang
mengatakan, Kami hanya menginginkan kaiau toh kebijakan penggahan itu
diteruskan ya harus mengikuti prosedur, tapi sekarangkan sudzsh tidak ada
masalah, Sekarang kami sudab paik semua kok Pak (Wawancara, 16 Apnl
2004).

Hasil dari beberapa wawancara terssbut terlinat jelas bahwa peran
BPFD sangat baik daiam fungsinya sebkagal pengawss pelaksanaan
pembangunan di desa. Yalaupun sempat terfjadi perbedaan perseps dalam
memaknai (menginterpretasikan) tentang urgensi kebijakan penggalian tanah
bangkok, namun pada akhirmya dapat diselesarkan. Kondisi demikian
menjadikan dua lembaga ini (BFD dan aparat desa) dapat menjalankan
perannya masing-masing. Dalam pelaksanaan peraturan desa menunjukkan
bahwa pada fungsi pengawasan-kontrol telah tenadi perubahan dari semula
kepala desa dengan sesukanya membuat, menetapkan, melaksanakan
kebijaxan ke pole wewenang yang di batasi oleh institusi BFD dengan pola

kerjasama dan kolaborasi.
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Berdasarkan pemaparan tentang: pelaksanaan peraturan gesa kasus
penyelasaian penggatian dan penjualan pasir dan korat tanan bengkok
tersebut dapat dikemukakan gambaran relas kekuazaan BPD—Kepala Desa
Noman sebagai pemimpin lokal yang memimpm trangformas: di desanya
sebagal hefixut

Pedarma. institusi BFD Noman mempunyal visi dan misi yang Cukup
|elas dalam melaksanakan pola hubungan yang mereka program semen)ax
mereka terpiih sebagai pengurus BPD. Salah satu keinginan mereka sebagai
pengurus BPD adalah dapat memberikan sesuaty yang bermanfaal bag
rakyatnya. Upaya yang sunggub-sungguh dalam menangan  kasus
penyelesaian penggalian pasir-koral l@nah bengkok o Noman adaiah
merupakan salah satu wujud dan visi dan misi 8PD tadi

Kedua, tuntutan warga BNoman  untuk meryelesaikan  atau
menghentikan p&nggatian pasir koral tanah bengkok karena mereka merasa
mempunyai hak bersama dalam memiliki tanah tersebut disambut secara
positif  aleh  pengurus BFD dan  rereka  berusaha  menyelesakand
menghentikannya adalah suaty tugas berupa mandat kepadanya.

Ketiga, pengurus BPD desa MNoman dalam mempenuangkan
penyelesaian penggahan tanah bengkok teiah mengakibatkan timbulnya
hubungan yang kurang harmonis dan berseberangan pandangan dengan
kepala desa MNoman. Namun pengurus BPD merasa telah mendapat
dukungan sepenuhnya dar masyarakat Jadikeputusan menghentikan kepala

desa menggali tanah bengkok untuk di jual pasir dan koralnya ine bukanlah
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merupakan suatu keputusan prinadi anggoata BEPD tetapi merupakan mandat
dari masyarakat desa.

Adapun makna yang bisa ditarik dasr kasus tanah bengkok tersebut dr
atas adafah’

Fertama, pola refas) kekuasaan BPD dengan kepala desa berupas
kepedulian membanty masyarakatnya dan untuk membela rakyatnya:

Kedua, pengwrus BPD Noman mampu menampitkan peta relasi
kekuyasaan yang mempunyai posisl tawar menawar (dislogis) yang cukup kuat
yang mereka hadapkan kepada kepalz desa dan kepada sefiap orang yang
terlibal dalam kebnakan dan pemegang kekuasaan lainnya (camat, pemda
kabupaten} dengan bermodalkan yunsdiksi yang kuat, dan dukungan rakyat;

Ketiga. dalam menyelesaikan kasus tanah bengkok tersebut di atas
temyata pengurus BPD cukup varatf menerapkan berbagai pola kekuasaan
vaitu mulal dan kemampuannya menunjukkan dwinya kepada pihak lain
bahwa ta adalah pengurus BPD yang dipilih oleh rakyat dan diangkat oleh
pejabat pemenntah untuk memenang kekuasaan yang sah dalam memimpin
proses transfommasi =zos@l di desanya (kekuasaan datam ar “authonhy'}
kemudian unluk memperkuat pengaruh dan kewibawaan mereka berusaha
lebih dekat. peduli. dan mendukung pada rakyatnya (kekuasaan dalam arti
“nfluence’).

Kesimpulannya, pengurues BFD adatah aktor institusi kekuasaan yang
dapat memerankan rmtra relase kekuasaannya dengan kepala deésa

{kewenangan, pengarvh, dan perannya) secara bakftepat (dialogrs) sesuai
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dengan konteks persoalannyallokal. Selanjutnya, realasi kekuzsaan BRD-

kepala desa cenderung bersifat kerjasama dan kalabaras!.

7.4Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kepala Desa; Kasus Penolakan
dan Penerimaan LPJ Kepala Desa Tahun 2004

Terdapal beberapa peraturan pervndang-undangan yang gigalamrya
mengatur mengenal perlanggungjawaban kepala desa Di antara peraturan
perundang-undangan tersebut adalah Undang-undang MNormor 22 Tahun
199% tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 102 disebutkan “Datam
melaksanakan tugas dan kewajiban. sebagaimana dimaksud daigm pasal
101, kepala de=a: (@) bertanggung jawab kepads rakyat melatui Badan
FPerwakilan Desa, dan (b} menyampaikan laporan mengenai paieksanagzn
trgasnyd kepada bupab. Sedangkan dalam tataran daerah khususnya
Kabupaten Musi Rawas, pengaturan mengenai pertanggurgiawalban
kepala desa diantaranya sebagaimana disebutkan dalam salah satu pasal
Peraturan Dasrah Kabupaten Musi Rawas Nomaor 6 Tahbuon 2000 tentang
Susunan  Organisasi dan Tata Kera Pemerintah Desa, dimana dalam
pasal 11 ayat {1) menyebutkan bahwa * Kepala desa dalam melaksanakan
tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalu BFD”

Selain itu, datam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor
7 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa. pasal 37 juga meryebutkan
bahwa BPD berhak meminta pertanggunglawaban kepala desa
Berdasarkan peraturan tersetut terlihat bahwa BFC sebagai lembnaga
perwakilan  masyarakat desa berhak menilai  pertanggungjawaban

pelaksanaan pemerintahan desa oleh kepala desa Uriuk menidaklanui
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hal tersebut, BFD Desa Noman menerbitkan Keputusan BPD Desa Noman
Nomar 01 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib BPD Desa Noman,
dimana dalam pasal 7 butir a disebutkan bahwa: BPD berhak meminta
pertanggungjawaban kepala desa setiap akhir tahun anggaran selambal-
lambatnya 4 {empat) bulan setelah tutup tahun anggaran.

Sebagal wujud dan pelaksan@an ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ada, pertanggungjawaban Kepala Desa Noman Tahun 2003
telah disampaikan kepada BPFD pada tanggal 23 Pebruan 2004, Guna
metakukan penilzian terhadap pentanggungjawaban tersebut, secara imern
BPD telah melakukan pembahasannya melalul rapat vang disetenggarakan
pada tanggal 17 Maret 2004. Pada kesempatan rapat tersebul seluruh
anggota BPD sepakat untuk menclak laporan pertanggurgjawaban (LPJ)
vang disampaikan kepala desa Fenclakan terzebut dituangkan dalam
berita acara rapat BPD. Sedangkan alasan yang dijadikan sebagai dasar
penolakan laporan pertanggungjawaban kepala dess antara iain berkaitan
gengan kebjjakan anggaran desa. BFD menilai tidak ada rkesesuzian
antara anggaran yang sudah dituangkan dalam APED, dengan realisasinya

yvang disampaikan dalam LFJ tersabut.

Untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi BPD  dalam
pelzksanaan pertanggungjawaban kepala desa kepada rakyat melalui BPD,
dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Desa (Rozali) sebaga
berikyt

Saya telah membuat LPJ Tahun 2003 gan sudah saya

sampaikan kepada BPD tanggal 23 Pebruar 2004, Hal inj

berarti apa yang saya |akukan sudah =esual ketentuan bahwa 4
fempat} bulan setelah akhir tahun anggaran kepala desa wajib
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menyvampaikan laporan pertanggungiawaban kepada BFD.

Namun demikian pada sast itu LPJ saya ditolak oleh BFD,

Wawancara, 17 April 2004}

Khususnya yang berkaitan dengan penggunaan APBD. Memang saat
itu diakui oleh kepala desa telah terjadi perbengkakan anggaran dalam AFBD
khususnya anggaran untuk pembangunan kantor sekretariat BPD dan ruang
kepaia desa, Kepala desa mengakui bahwa hal itu tidak dibicarakan dulu
dengan BPD. Menurut pemikiran kepala desa, pada saat itu bahwa waktunya
sudah mepet. sedangkan keuangan desa masih memungkinkan, sehingga
kepala desa tidak mengadakan perubahan anggaran {PAK). Jadi menurut
hematnya, keuangan desa yang ada lebih baik langsung digunakan saja

untuk pembangunan kantor tersebut. Tapt temyata pada saat LPJ, justru hal

itu yang menjadikan BPD tidak bisa menerima. Sehingga LPJ nya ditolak.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa (Every) yang

mengatakan:

Pada awalnya kami kesulitan menjelaskan kepada BPD

meangendi pembengkakan anggaran. BFD menilai dalam L)

kepala desa telah terjadi penyimpangan anggaran, karena ada

pembengkakan anggaran, BPFD tidak peman dizjak berbicara

sebelumnya, (Wawancara. 17 Apnl 2004).

Sekdes menyadar akan kesalahan itu, walaupun sebenamya uang itu
digunakan untuk membangun kantor sekretariat BPD yang sekarang sudah

terwujud.

Untuk mengeatahui tanggaparn dari pihak BPD, peneliti mewancarai

Ketua BPD (M. Luth) yang menuturkan:

Berkaitan dengan penclakan LPJ, sebenamya alasan kami
cukup kual, yaitu kepaia desa tidak pemah mengajak kami
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berbicara mengenai perubahan anggaran, tapi tahu-tahu ada

pembengkakan anggaran b namanya seenzknya sendiri.

{(Wawancara, 17 April 2004}

Dalam LPJ tersebut yang kami saroti bukan hanya itu $aja, akan
letapi yang palng mencalok teriad penyimpangan anggaran. Sedangkan

untuk kinerja. tidak teraiu dipermasalahkannya

Sedangkan anggota BFD (lsmail $ ) menanggapi hal ilu dengan

mengatakan;

Sebenarnya penolakan LPJ itu bukan hanya karena terjadimya

pembendkakan angoaran, skan letapi alasan penolakan yang

lebitr penting adalah disinyalir sebagian uang anggaran itu ada

yang digunakan oleh kepala desa untuk kepentngan pnbadi,

namun ketika menyarmpatkan LFPJ hal itu tidak disampaikan oleh

kepala desa. (Wawancara, 17 April 2004

Bebearapa uraian yang disampaikan oleh subjek penshtian térsebui
terlihat jelas bahwa penolakan LPJ kepata desa oleh BFD disebabkan tidak
adanya tertib anggaran dan prosedur dalam pelaksanaan APBD oleh
kepata desa. Hal ini terlihat manakala terjadi pembengkakan anggaran.
kepala desa tidak membicarakan deangan BPD untuk mengadakan
perubahan anggaran Keuangan (PAK). Selain itu, pembahasan LPJ kepala
desa yvang dilakukan oleh BPD sebagian besar hanya berkaitan dengan
masalah kebijakan anggaran dalam APBD. Unsur lain dalam LFJ seperti
kineria dan program kerja kepala desa tidak terlalu dipersoalikan.

Dalarn jangka waktu tiga puluh hari setelah penolakan LPJ tersebut
yaitu tepatnya tanggal 17 April 2004, setelah diadakan rapat klarifikasi
rbarermbok) amara BPD dengan kepala desa, akhirnya BFD menerima LPJ

kepala desa dengan beberapa catatan khusus yang harus segera
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direalisasikan cleh kepala desa. Beberapa hal yang menjadi catatan khusus
dan merupakan kesanggupan kepala desa tersebut meliputi: 1) kepala desa
sanggup mengembalikan dana honor Hansip sebesar Rp. 1.125.000- 2
kepala desa sanggup mengembalikan dana keagamaan sebesar Rp.
600 000, paling lambat pada tanggal 31 Mei 2004, Dari beberapa hal tersebut
terlihat bahwa penclakan LP.) kepala desa pada dasamya disebabkan karena
kesalahan sepihak kepala desa dalam pengelolaan anggaran.

Eintuk rnengetahui bagaimana sebenarya BFD sampai bisa menenma
LPJ) kepala desa, ada anggapan dari berbagai pihak bahwa penclakan yang
kami iakukan terhadap LPJ kepala desa karena BPD itu ingin mémecat
kepala desa Padahal sebenarmya hal itu hdak pernah terbersit di benak
BPLD. Secara nyata memang kepala desa tetah melakukan penyimpangan
khususnya mengenai kevangan desa.

Penaliti mewancarai Wakil Ketua BPD (Dinil) yang mengatakan;

Akhirnya setelah kami musyawarahkan dengan teman-teman,

untuk saat ini kami membetrikan toleransi kepada kepala desa

dan kami sepakat LPJ-nya kami terima. Tapi wuntuk

kesermpatan berikutnya apabila hal serupa terjadi dan catatan

yvang kami beri tdak dmwujudkan, kami akan mengangkat

permasalzhan inj lagr (Wawancara, 13 April 2004},

Sedangkan ketua BPD (M. Luth) yang dimintai tanggacannya
mengatakan; Saya sendiri sebenamya juga tidak mempermasalahkan,
asalkan kepzla desa itu mengakui kesalahannya dan konsekuan dengan

kesalahan tersebut buat apa sih kok harus diperpanjang permasalahannya

{(Wawancara. 18 Aprit 2004}
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Sermentars itu sakah satu anggota BPD lainnya (Yamin) yang berhasil
dimintai keterangan mengenai hal tu mengatakan’

Kalau kepala desa sudah ada kesanggupan untuk

mengembalikan uvang yang digunakannys, Menurut saya ya

lebih baik diterima sa)a, akan tetapi harus ada konsekuensi dan

Kepala Desa (Wawancara, 18 Apni 2004}).

Sedangkan pihak pemenntah desa, dalam hal ini Kepala Desa

(Rozali) yang dimintai tanggapannya menyatakan:

Kami mengakul kesalahan mi. Memang adanya LPJ semacam

ifi khan bagi kami masih baru Tentu hal yang baru itu pasti

banyak kekurangan Dengan kesanggupan  saya  uniuk

merealisasikan calatan-catatan yang dibenkan BPL termadap

LPJ saya. akhirmya BPD mernyetujuinya (Mawancara, 18 April

2004).

Hasil wawancara tersebut teriihat bahwa penerimaan LPJ kepala
desa oleh EBEPFD dengan adanyz Kkesanggupan kepala desa untuk
mengembalikan dana dalam APBO yang digunzkan oleh kepalz desa.
Disamping ifu untuk menghindart terjadinya kanflik. BFD sendin menyadar:
bahwa penolakan yang berlarut-larut akan berakibat pada proses
permberhentian  képala desa, dan itu  dipandangnya justru  akan
menmbulken onflik baru di desa. Namun demikian penerimaan tersebut
bukan berar permasalahan yang menyangkut LPJ itu sudah selesai, akan
tetapl sewaktu-wakiu masih bisa meruncing lagi manakala kepala desa
tidak kansekuen dengan kesepakatan yang digapainya dengan BFD Hal
inl terbukti. setelah jangka waktu yang diberikan, kepala desa bisa
merealisasikan catatan yang dijadikan dasar oleh BPD untuk bisa
menerima LPJ tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua BPD (M

Luth} rmengatakan: Saya sendin lega Pak_ jangka waktu pengembalian dana

tersebut belum sampat sast waktunya kepala desa sudah mengembahikan
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vang tersebut. Berarhh maunya kepala desa du baik (Wawancara, 19 April

2004).

Sedangkan Waki Ketua BPFDQ (Dinil) vang dimmtai tanggapannya
mengenal hal ity mengatakan: Kepala desa itu bisa diajak trcara baik-baik
Fak, uang Rp. 600.000,- untuk keagamaan yang sesuai kesepakatan sampai
dengan tangoa! 31 Mel 2004 harus dikemballkan, temyata sampai $aat i

sudah {WVWawancara. 189 Apnl 2004}

Disisr lain ¥epala Desa (RogZal) yang dimintan kelerangannya
berkaitan dengan hal tersebuet rmengatakan “Sepert saudara hhat sendiri,
vangnya khan sudah saya lunasi. Walaupun carl bang suhtnya selengah mat.

Saya past mengembalikan uang tersebut” {(\Wawancara, 18 April 2004),

Hasi wawancara tersebut terhhat bahwa peran BPD sangat berfungsi,
dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kepala desd, sehingga kepala desa
konsekuen dengan apa yang telah disepakatinga dengan BFD. Penyelesaian
catatan yang merupakan kesanggupan kepala desa yaitu mengembalikan
uang dalam pos anggaran untuk Bp 1.125 000 (satu juta seratus dua puluh
Iima ribu fupiah) dan uang keagamaan sebesar Rp. 600.000.- {enam ratus
nbu rupmiah} yang seharusnya tanggal 31 Mei 2004 sudah dikembalikan, akan
tetapl sebelum sampai tanggal tersebut sudah terrealizasi.

Dalam kegiatan pelaksanaan pertanggungjawaban kepala desa
tefjadi perubzhan dan pertanggungjawaban kepada Bupat melalui Camat
menjadi kepada masyarakat melalul BFD. Dengan kata lain telah tenadi

perubahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan dari
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pola vertikala ke arah horizontal Dalam pelaksanaannya bérbenluk atau
berpola kerjasama dan konplik pada kerjasama menenma LPJ kepala desa
setelah diadakan klarifikasi (barembuk] BPD dengan kepala desa dengan
catatan 1) kepala desa sanggup mengembalikan dana honor hansip 2) kepala
desa sanggup mengembahkan dana keagamaan salambatnyas tanggal 31 mei
2004, pada konplik ketika berkaitan dengan penclakan LPJ kepala dess,
karena tidak adanya terlib anggaran dan protedur dalam melaksanakan
APBD oleh kepla desa {terjadr pembekakan anggaran, kepala desa tidak
membicarakannya dengan BFO).

Dan paparan tentang pelaksanaan pertanggungawaban kepala
desa; kasus penciakan dan penenmaan LPJ kepala desa di atas dapat ditarik
kesimpulan tentang pola relas kekuasaan BPD dengan Kepala Desa Noman
dalam proses transformasi di desanya, sebagai berikut.

Fertama, keputusan pengurus BFD untuk menolak dan menenma
LFJ kepala desa di desanya dimaksudkan agar pemenntzh desa betih
berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun demikian hal ini harus
dibahas dan diputuskan bersama pengurus BPD.

Kedua, menerima LFJ kepala desa dilakukan wvrntuk menghindan
terjadinya konfik terpaksa harus mereka lakukan agar efisien wakiu dan
biaya .

Ketiga., keputusan pengurus BFD mengupayakan menerima LP.J
kepala desa di desanya boleh jadi merupakan suatu keputusan yang dilematis
baginya Penclakan dan penerimaan LPJ kepala desa selain bisa

menumbuhkan motivas pemerintahan desa dan bagi warga desa atau
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kKeputusan sulit itu harus mereka buat justruo untuk Menguj kepermimpinan
kepala desa, yang dipegang oleh Rozali Sy, Bagi Rozali Sy sendin
sebenarnya mendukung keputusan pengurus BFD Desa Nomar tersebut
dermi untuk memajukan desa yang mereka pimpin.

Akhirmya makna periing yang dapat diangkat dan kasus penalakan
dan penemmaan L PJ kepala desa di atas adalah sebagar berikut

Fertama, menyadan babwa keputusan yvang harus dibuat udak
zepenuhnya berada di tangan mereka sendiri. Gleh karena ity untuk tisa
berhasil mereka harus mampu membina dan memanfaaikan hubungannys
dengan para pembuat keputusan yang lain secara baik

Kedua, pola relasi kekuasaan yang mereka tamprkan untuk
menangan kasus dt desanya jelas menunjukkan pola relas| kekuasaan
yang fransaktf. Artinya mereka tidak sekedar mehhat kekuasaan sebagai
sesuatu yang bersifat relasional atau  hubungan atas-bawah yang
seringkah termanifestasi dalam praktik pada organisasi birokras {atas
memberi bawah menerima), tetapd Juga pola retasi dialogis resigrokal atau
kedua belah pihak memainkan kekuasaannya. saling menyeiaraskan dan
mau saling memberi dan menenma. Berdasarkan uraian di atas dapa!
disimpufkan bahwa relasi kekuasaan BFD-kepala desa menuniuk kepada

konflik dan kenasama.

7.2 Kasus Partisipasi Masyarakat dalam Pervbahan (Pembangunan}
Desa

Desa Noman kecamatan Rupit sebuah desa di xabupaten Mus:

Rawas vyang sebelumnya merupakan sebuah desa yang  rendah
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praduktivitasnya, sejak akhir tahun 2000-an sampai sekarang masyarakatnya
telah menkmati karunia Tuhan Yang Maha Kuasa berupa tanah subur yang
dapat ditananmi kebun sawit. kebun karet, padi. dan sayur maydr yang sangat
menguntungkan Berkat kegiatan beradang sawat, karet, padi dan sayur d|
tanah yang swbur tersebut, penduduk Desa Noman telah mampu menkmati
penghasdan rata-rata (income percapita) tidak kurang sebesar Rp
3.600.000 - pertahun. Dari penghasilan sebesar inl meareka bisa hidup
secara berkecukupan bia dibandingkan dengan tingkat rata-rata
penghasilan desa lamnnya.

sSelain itu, tingkat penghasilan penduduk yang reiatf besar tersebut
sekaligus juga menguntungkan desa dalam arti bisa memperduas
kesempatan meéreka untuk memberikan kontribusi dan partisipasinya dalam
pembangunan desa. Seteiah berkembangnya sawit, karet, dan sayur.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa {AFPBLO) selalu naik dan tahun ke
tahun. Pada akhir periode Kepala Desa H. Hasan Basn, APBD Noman bisa
mencapal antara 300 sampai dengan 350 juta rupiah. Setelanh Kepala desa
Moman {(Rozali) dilantik sebagar kepala desa yang baru.

AFBD Noman terus naik bahkan marupakan APBD yang pahng tinggt
sekabupaten Musl Rawas.

Anggaran sebesar 1/2 milyar [ebih itu diperuntukkan bagi pembiayaan
kegitan rutin pemerintahan dan kegiatan pembangunan.

Ferbandingan antara jumlah anggaran rutin dan pembangunan adalah
1.4. yaitu anggaran rutin antara 80 sampai 100 juta rupiah, sedangkan

pembangunannya sekitar 400 wia rupiah. Dan yang letwnh menguntungkan
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lagi bag desa dari tahun ke tahun adalah adanya sejumiah anggaran berkisar
50% sampal dengan 85% berupa swadaya murii masyarakat desa Lala

benwut oisa dibaca:

Tahun _ Tahun APBD Jumlah Swadaya
Anggaran - _ Murni _
2002002 RO R00.Q0 TB0.392 200 00
200242003 4734.2040.00 200,520 000 0349
2003:/2004 610.400.00 470.540.000.60

+ Pengertan swadaya muarm di 2o adatah sejumlah dana  yang
d-bernkan  oieh masyarakat sebagsal  kontnicusi mereka  pada
pembangunan selamn pendapatan ash desa

Jumlah dana swadaya murn tersebut belum termasux dana swadaya
gotong roycng yang biassnya berupa restitusr tenaga kera yang dirdocakan
dalam bentuk uang vang jumiahnya juga cukup besar. Dana yang dipercieh
lewat swadaya mumi masyarakat tersebut dipergunakan untuk memblayal
proyvek pembangunan dess yang mencakup program pembangunan fisik dan
ren fisik Selama kepermumpinan Kepala Dess Noman, dana swadaya murm
terseblt dipakal uiuk membiayan proyek pembangunan/perbaikan sarana
pernubungan sepertl petebaran [alan dan pengerasan jalan kampung, sarana
pemasaran sSepeftl panyempurmaan pasar Noman Baru (Kalangan): sarana
produkss {pertamant sepedi renowvasi jembatan. jamban temeat mands
peningkatan kebersthan dan keindahan desa sepertt pengadaan dan
pengolahan tempat sampah. gapura desa; sarana kesehatan sepeti pohnges.
posyandd, pendrdikan seperti bantuan SFP untuk anak-anak odak mampu;
sarana sosizl dan keagamaan sepertt keamanan. pemeiharaan ldpangan

olanraga. pemeliharaan tempat 1badah: dan pembinaan menal spetual

sepert pembinaan 1amaah tahll dan setaganya,
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Besarnya parlisipasi masyarakat dalam pembangunan  barnyak
didarong oleh besarnya penghasidan penduduk dari hasil pertanian,
kesadaran membangun desanya yang tingqi, adanya gengs! disebut sebagai
desa maju dan kaya. dan yang tidak kalah penting lagi adatah adanya impresi
penduduk terhadap kontribusi yang mereka berikan baik berupa uang.
material tenaga, maupen pemikwan mendapat respen yang posiif dan
pemerintah desa khususnya dan BPD dan kepala desa. Mereka melihat
bahwa semira yang mereka sumbangkan ada wujudnya, sehingga mereka
mauv menyerahkar berbagal potensi yang dimilikl bagi pamangunan
desanya.

Mereka juga melihat bahwa keberhasilan pembangunan Desa Noman
tidak tedepas dari peran tokoh-tokah masyarakat terutama pengurus BPD dan
yang dianggapnya sebagai tokoh yang bertanggungjawab. dan mau bekena
keras membangun desanya. Sebaliknya, di sisi lain BPD Noman mefthat
selgin alasan-alasan ekonaomis seperti tersebut di atas juga dan sisi sgosial
psikstogs bahwa masyarakat Desa Noman rmasih memiliki jiwa gotong royong
vann cukup tebal. Kegotengroyongan ini dipakai oleh pengurus BPD Noman
sebagai potensi dasar yang bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. BPD Desa Noman menyadari
bahwa belum seluruh warga desanya mempunyval kesadaman untuk
berpartisipas) dalam pembangunan. Oleh karena itu, ia datam berbagai
kesempatan selalu mengajak kepada kepaia desa dan perangkat desanya
serta tokoh masyarakat vang lain agar mau menjadl pelopor atau teladan

dalam pembangunan BPD Noman melihat bahwa partisipasi masyarakat
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khususnya dalam program swadaya murni #u masih harus digerakkan. s&bab
kalau hanya ditunggu mereka akan diam saja. Menurut mereka, keberhasilan
membangkitkan masyarakat ini bisa dendan dalogis, sesuai dengan kondis
budaya masyarakatnya. Pendekatannya harus luwes. Pengurus BPD, jgaran
pemerintah desa, dan tokoh-tokoh masyarakat harus mau memulai kebih dulu
mau menjadi teladan dalam pembangunan. Penangaman kasus tanah
berngkok dan kasus lainnya menurutnya adalah conteh keteladananr tersebut

FPenerapan jemis pendekatan dialagis, refansif, proaktif, dan sesuai
dengan konchsi budaya masyarakat tdsk dilakukan secara terpisah
{dikotoms} tetap: bersamaan atauv serentak. Hal ini menurut (Fanl) peéngurus
BPD Neoman mengatakan: Mengingat tingkat kesadaran masyarakat yang
berbeda-beda. Untuk itu, mereka mencaba untuk memberikan nuansa baru
dengan menyetlujui  parwtia pembangunan yang dibentuk secara dadakan
oleh masyarakat dusun di sekitar proyek yang akan dibangun.

Fara tokoh masyarakat juga rmengakut bahwa dalam banyak hal jusiru
masyarakat dusun lewn banyak kontribusi kepada panitiz pembangunan
dalam prograrn pembangunan spontanitas yang tidak secara formal dirancang
dalam RAFBD Menurut penuturan Awalni {tokoh pemuda); Program
pembangunan yang ditangam panitia pembangunan di dusun jelas lebih

banyak menceminkan aspirasi dan kemginan rakyat dan hawah.

Salah satu tokoh permnuda Desa Noman yang cukup terkenal, vang
sering meniadi pemrakarsa panitia pembangunan di dusunnya.
la sermpat khawatir katau Kepaia Desa Naoman akan melarang

kegiatan panitia pembangunan di sémua dusun yang pada
dasarnya banyak ditangani oleh pemuda. Tetapi kemudian ia
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menjadi lega setelah tahu Kepala Oesa MNoman bisa

menerimanya atas inisiatif pengurus BPD. la bahkan memuji

sikap kepala desanya sebagai pemimpin yang berjiwa besar
karena mau memahami kehendak rakyatnya.

Berdazarkan pengalaman, keberhazilan pembangunan  yang
dilaksanakan oleh panitia pembangunan di dusun seperti halnya proyek
pengerasan |alan dusun dan proyek pembangunan musholah dan embatan,
gardu, ternyata bisa memperkuat sikap Kepala Dasa Noman terhadap panitia
permbangunan. Kelebihan panitia pembangunan dalam menangani proyek
pembangunan adalah selain menajemen pembangunannya ferbuka, juga
proyek pembungunannya merupakan proyek dar, oleh, dan untuk rakyat
Seringkali pula proyek dadakan ini memakan biaya yang cukup besar, tetapi
karena proyek ini memang yang dibutuhkan atau diinginkan warga selempat
maka penggalangan dana dan pekenaannya menjadi mudah dan terjamin ada
wujudnya. Penambahan proyek dadakan yvang 1elah menelan dana yang
besar dan berhasil pelaksanaannya itu diminta oleh BPD kepada kepala desa
untuk dim&sukkan ke dalam RAPBD tahun anggaran benkutnya, sehingga
setiap tahun RAFBD membengkak 1a mendapat tambahan pos anggaran
yang sebenarnya proyeknya telah selesal dilaksanakan cleh panitia
pembangunan dusun.

BFD Noman teringat akan contoch vyang unik tentang
pengs#amannya membangun Masjid di Noman Baru pada pertama ia
menijabat pengurus BPD Noman. Ketika itu, RAPBD Noman ditetapkan Rp
450 juta rupiah mendapat tambahan pos anggaran sebesar Rp 100 juta lebih

dari proyek dadakan pembangunan Masjid tersebut. BPD dan Kepata Desa

Noman mempeioleh dua keuntungan dan pembangunan maspd itu. yaiu

Disertasi Relasi BPD-Kepala Desa : Kajian Relasi ... Yaqup Cikusin



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

5

yvang pertama mergka mampu merealisasikan keinginan Sekda Kabupaten
Musi Rawas agar RAPBD Noman bisa mencapai 1/2 milyar rupiah, dan yang
kedua mendapat nama balknya dar masyarakatnya. Sampai sekarang,
kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh panrtia pembangunan dadakan
bisa berjalan bersama dengan proyek pembangunan yang ditetapkan oleh
desa |ewat RAPBO. Dengan adanya mi, BPFD Noman merasa ielah
mempergleh penguatan {fermforcement] untuk melaksanakan proyek-proyek
swadaya murni di desanya.

Proyek-proyek pembangunan atas dasar swadaya mumi yang
ditetapkan lewat RAPED, pendanaannya ditetapkan cleh Kepala Desa Noman
yang didasarkan atas kemampuan masyarakat. Seperti caontoh pembangunan
prasarana perhubungan jglan di dusun-dusun atau pembangunan poliklinik
desa di Dusun IV ditetapkan akan menelan bdya masing-masing 25 sampai
35 juta rupiah, sesuai dengan kemarnpuan mil masyarakat. Namun menurut
Asi (31 tahun) pengurus BPD: hampir mencapal tittk jenuh sehingga
pembangunan desa seharusnya lebih banyak tarahkan pada pembangunan
noa-fisik

Fartisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pak formal lewat
pentetapan proyek swadaya mumi masyarakat ¢i dalam RAPBD. ataupun
lewat |alur dadakan/spontanitas yang dikelola oleh pamtia pembanguhan
masimng-masing dusun, telah mendapat perlakuan dan perhatian yang sama
besarnys dan Kepala Desa Noman selaku administrator pembangunan di

desanya.
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Tentang hai ini, Kepala Desa (Rozali} mengatakan: Sebenarnya kalau
saya mau saya mempunyai kekuasaan untuk melarang atau tidak manyetujui
adarya panitia pembangunan yang dibentuk warga dusun untuk manggalang
partisipasi warga dusun dalam pembangunan,

Tapi ia akan kehilangan kewibawaan dan surut pamernya bila
program pembangunan yang ditetapkan dalam RAPBD tidak berhasil bila
dibandingkan dengan yang dikelcla oieh panitia pembangunan dusun
walaupun jumlah proyek pembangunannya tebih sedikit, Tetapi pelarangan
it lidak ia lakukan Rahkan dengan adanya proyek dadakan dari
masyarakat ity 2 merasa mempergleh penguatan serna tambahan
kewibawaan rakyatnya. Hal ini disebabkan apa yang a lakukan selama ni
yaitu menumbuhkan kreativitas rakyatnya telah nembuahkam hasil. Pada
kegiatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa
menunjukkan terjadi perubahan dari pola dominas) kepala desa dan
aparat desa ke arah pendelegasian dan kerjasama dengan. atau BPD dan
masyarakat

Datam membangkitkan partisipasi masyarakat desa untuk usaha-
usaha pembangunan, pengurus BPD Noman (Scli} mengatakan:

Selain suka menumbuhkan kreativitas pengurus  dan

rakyatpya ia juga suka mendelegasikan kekuasaannya

kepada mereka. BPD Noman melihat banyak warga desa

yang mempunyai potensi bagus di berbagai bidang misalnya

pertanian, pendidikan, kesenian, dan sebagainya. Terhadap

warga desa yang potensial tersébut ia cenderung untuk
memberikan peran atau tugas-tugas penting untuk ditkytkan
dalam membangun desanya. |2 berpendapat bahwa orang
yang punya potensi itu sayang kalau tidak dimanfaatkan

sehmgga mereka perly dihargal supaya fimbul motivasi untuk
membangun desa.
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Ha! ini terlihat misalnya datam strukiur kepenguruesan lembaga sosial
kermasyarakatan yang seolah-otah orang desa yang patensial itu habis
tersedot dalam posisi penting pada lembaga sosial tersebut.

Gambaran singkat mengenai keberhasilan keterlibatan pengurus BPD
MNoman dalam melimpahkan sebagian dan kekuasaannya dan kekuasaan
kepala desa bagi usaha-usaha partistpas) masyarakat dalam pembangunan
darat didraikan sebagal benkut
7.5.1 Bidang Pertanian

Fengurus BFO Moman dalam posisinya sebagai transportasi
desanya melihat bahwa partisipasi masyarakatl désa dalam pembangunan
merupakan tingkat keberhasilan pembangunan bidang pertanian untuk jangka
wakiu 20 sampai 25 tahun yang akan datang. Ini disebabkan oleh poténs)
{aza MNoman yang sangal! mendukung untuk usaha-usaha pertanan
khususnya peradangan sawit, karet, padi. dan sayur buah. Sshubungan
dengan itu, BPD Noman mendesak kepala desa melalu seksi pembangunan
diserahi peran membina masyarakat khususnya petani memajukan uzaha
pertaniannrya. Mereka mendukung untuk bekenasama dengan Baharudin
petani yang berhacil di desa MNoman untuk meningkalkan usaha-usaha
pembangunan desa khususnya pertantan. Baharudin seorang pendyduk asli
Meman yang semula adalah secrang tani biasa, Dengan ketekunannya. is
berhasil menadc petani yang cukup kaya dan terpandang. Sekarang ia masih
tetap menekuni Didang pefaniannya. [a mempekerjakan warga desa untuk
bekersa di ladangnyd, selain itu, ia juga memdiki sebuah kiog tani yang

melayani kebutyhan tanarman partanian.
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Kaharudim s$ebagai ketua seksi pembangunan meangatakan: |a
mendatangkan Zair (Ir. Pertanian) untuk member penyuluhan dengan banyak
membernkan masukan hal-kal yang penting di bidang pertanian

Selain Kaharudin, pengurus BPD, Amarn mengatakan’

Juga telah berhasil merangkul H. Hasan untuk meningkatkan
usaha pertanian desanya. la melihat H. Hasan sebaga segrang
petard pelopor yang berhasit membantu masyarakat mema|ukan
usaha peraniannya. Banyak gagasan Hasan yang sesual
dengan kemnginan patani di desa Noman

Menurut Hasan.

ia melihat bahwa keberhasilan pembangunan di Desa
Moman adalah berkat pembinaan yang lerus menerus akan
eesadaran dan kebersamaan antara BPD. pemerintah desa.
dan masyarakat. la menegaskan bahwa kondisi seperti im

harus selalu dipelihara sehnggsa pembangunian bisa bernalan
dengan [ancar,

M. Hasan adatah seorang petani dan pedagang karet yang pada
tahun 2000 yang lalu terpilih sebagai petani teladan tingkat kabupaten yang
mendapatkan penghargaan di bidang pertanian. Sekarang ia menjabat
sebagal anggota pengurus Kontak Tan Kabupaten Musi Rawas. Rumahnya
vang berukuran sedang dan disampingnya ada toko, sening kedatangan tamu
yang ingin mengetahui rahasia keberhasilannya dan yang ingin belajar
bercocck tanam holtikultura dan tangan pertama. Selanjutnya Hasan
menuturkar: Bahwa pada tahun 1880-an ia sudah mandiri berusaha di bidang
pertanian. la tekun berekspenmen dengan varietas-varietas unggul seperti
karet dan sawit serta buah jeruk. la juga membina petani dengan contah dan
hasil percobaannya.

Hal itu ia lakukan sampai sekaranyg. Ketika desa Noman memintanya

untuk menyebaruaskan hasil percobaannya itu pada petani o desanya.
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Hassn melakukannya dengan senang hati lewat berbagai forum dan
kesemnpatan seperti pertemuan PKK, jama'ah tahhi, ketika di kebun,
silaturahmi, ketemu di jalan, dan di mana saja ada kesempatan. Hasan tidak
pemah memaksakan ide-idenya, banyak petant yang menerima inovasi
teknologi pertanian yang dikembangkannya karena mamang terbukti berhasil,

Selain itu, H. Hasan juga berhasil mempengarvhi masyarakat untuk
menjaga lingkungan seperti bergotong-royong melakukan penghiauan di
tanah pertanian yang baru selesai dibabat alasnya, penghijauan tanaman
penguat pada tanah yang kemiringannya 25% dan sebagainya. Dengan
melihat keberhasilan yang dicapai, BPD Noman tidak salsh mefibat Hasan
sebagai aset desa yang harus dirangkul dan dimanfaatkan bagi kemajuan
pembangunan desa khususnya bidang pertanian.
7.5.2 Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pengurus BPD (M Luth, Ismail, Soli dan lzin-tain} Wataupun mereka
telah menjabat sebagai pengurus BPD Noman, jwa kepemudaan beberapa
pengurus BPD terseput yang gesit dan dinamis tidak pemah luntur. la
menyukai organisasi kepemudaan dan olah raga dan senang seni terutama
sent tradisional, serta menyukai olah raga bulu tangkis, sepak bola, dan volly,
Ferhatiannya yang besar terhadap pembinaan kepemudaan menyebabkan
mereka banyak disukan olgh anak muda. fa memberkan perhatian dan
dorongan yang besar pada usaha pemuda mengembangkan kelempok
kesenian, olah raga sepak bola, dan bola volly. la membern kesempatan yang
luas dan bantuan dana untuk memngkatkan apresiasi pemuda terhadap seni

dan olah raga. Senngkali juga kelompok pemudaan itu dimanfaatkan untuk
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hal-hal yang bersifat sosial, separti kegiatan, pembangunan termpat ihadaty.
HUT RI, lomba-lomba, kerja bakti, dan sebagainya. Bahkan menurat Awalni
(27 th} seprang ketua pemuda GEMES desa Noman mengatakan: Berkat
perhatian yang besar dar pengurus BPD Noman aktivitas kepemudaan
semakin marak dan menonjol dari tahun-tahun belumnya. Misalnya kesenian
tracisional dan musik gendang, tari pinng.

Aktivitasnya banyak diminati kalangan pemuda bahkan pengurus BRD
dan aparat desa pon ikut main Kegiatan kelompok pemuda juga akhf
membaniu warganyd yang ounya hajatan, yvang menuret penuturan Awaln
Pelaksanaan hayatan tersebut mulai dan parsiapan sampa pelaksanaannya
banyak ditangani oleh kelompok GEMES tersebut.

Kegatan kelompok olah raga bulu tangkis, sepak bola, dan bola volly
juga berjalan baik Tim buly tangkis. sepak bola dan bola volly pemuda
Moman sering tampil di berbagai event tingkat kecamatan dan kabupaten.
Eahkan bulu tangkis dan sepak bolanya berperan cukup aktf datam
pelaksanaan pertandingan aniar desa se Kecamatan Rupit beberapa wakiu
yang lalu.

Hubungan pengurus BPD dengan organisast kepemudaan desa
Motmtan menurit Awalni berjalan dengan baik dikatakannya:

Pengurus BPD Noman itu oleh kebanyakan pemuda di desa ini

dimasukkan ke datam tipg pemimpm yang mau mengeri

kepentingan pemuda dan beanggungawab. Kepala Desa

Noman digambarkannya sebagal gending dalam aw, kalau

gamelannya biyas ia ikut biyas kalau gamelannya fembet ia ikut

fembed. semua versl ia bisa Dicontohkannya bahwa dulu
banyak pemuda desa yang suka minuman keras tetap mereka

berusaha menyadartkan pemuda mabuk tersebut dengan
caranya sendin, mendekatl pemuda tersebut dan ikut minum,
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pelan-pelan dan dengan halus mereka diber nasehat akhimya
kebiasaan mabuk ilu sekarang sudah bisa berkurang.

Awatni mengakui bahwa: 1a bisa memahami cara-cara yang ditempuh
pengwus BPFD dalam membangkitkan parbsipasi masyarakat dalam
pembangunan

Oralam hat ia juga mengadopsi gaya BFD Noman dalam memimpin
pemuda desa. yaitu terlibat memberi nasehat dan memotivasi (ut wuri
handayam) Tetapi Awalni juga mengakui bahwa jangan dikia pengurus BPD
Noman tidak hisa bertindak keras. Sebagar contoh adalah kasus tanah
bengkok tanah kas desa yang dijual pasir dan koralnya oleh aparat desa.
Walaupun kepala desa menantangnya ia letap jalan terus dan berhasit
Awalni yakin bahwa pengurus BFD berindak tegas itu karena yang
dilakukannya itu berdasarkan kebeparan |

Dant paparan kasus upaya pengurus BPOD NMoman dalam
membangkitkan partisipasi masyarakat desa dapat disimpulkan sebagai
berikut.

Fertama, sebaqgar pengurus BPD yang salah satu perannya dalam
proses transtormasi adalah membangkitkan keikutsertaan masyarakat desa
datam pembangunan telah berhasil mengangkat APBLD hingga mencapa 684
juta lebin dengan proporsi perbandingan amtara biaya rutin dan biaya
pembangunan adalah 1:4. Dari biaya pembangunan tersabut, proporsi
terbesar diperoleh dari program swadaya murni masyarakat yang diwnudkan
dalam bentuk program pembangunan bag kepentingan masyarakat desa.

Kedua. program swadaya mumn menuryt BPD Noman masih harus

digerakkan karena kalau tidak masyarakat akan diam. Qleh karena ity ia
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berpendapat bahwa pendekatan yang paling sesual untuk membangkitkan
keikutsertaan masyarakat dalam perubahan (pembangunan} adalah dengan
menimbulkan kKesadarannya mereka (dialogis) dan dituruti keinginannya
{proaktif} sesvai dengan situasi dan kondisinya. Selain itu, setiap tokoh
masyarakat harus mau memberikan contol atau teladan terlepin dahulu
dalam setiap usaha perubahan {pembangunan).

Ketiga, untuk mendinamiskan mekamsme pembangunan desa, BPD
Noman memberikan suatu sentuhan baru pada peran masyarakat dusun
dengan meminta kepada kepala desa untuk  membentuk  panitia
pembangunan secara dadskan untuk menangani usaha pembangunan di
dusun sesua dengan keinginan yang dirasakan langsung oleh mereka
sendmt. Mungkin inilah proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat.
Froyek swadaya murni yang bersifat dadakan ini igbih berhasil direalisasikan
darrpada yang teiah ditetapkan secara formal dalam RAPBD,

Keempat, BPD Naman tercatat juga berhasil melimpahkan sebagian
dar kewenangannya dalam membangkitkan keikutsernaan masyarakat dalam
pembangunan. Tokoh-1okoh masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas
yang memadai diikkutsertakan dalam pembangunan. Misalnya pembangkitan
partisipasi masyarakat di bidang pertanian, ia serahkan kepada Baharudin
seorang pelopor pertanian sawit dant karet yang telah mempercleh
penghargaan sebagai petani teladan ditingkat Kabupaten Musi Rawas. Untuk
menangan: bidang kepemudaan dan olah raga, ia percayakan kepada

Awalni seorang pemuda yang pernah kuliah di FIA Universitas Brawijaya
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{semester 7itidak setesal) yang terampl! dan mampu yang mampu
menggerakkan keglatan pemuda-pemudi desa Noman.

Dari kasus tersebut akhirnya dapat ditarik makna penting sebagai
berikut.

Pertama, BPD Noman yakin  bahwa  keberhasilannya kot
membangkitkan keikutsertaan masyarakat dalam program  perubahan
{pembangunan) dengan cara menegrapkan secara lerpadu pendekatan yang
dapat menimbulkaan kesacdaran (motalisas) dan memberi kesempatan
{partisipasi) kepada masyarakat baik yang berupa provek pembangunan
yang hersifat ~dadakan” yang dilaksanakan secara spontan aleh
masyarakat lewat pantia pembanguran o tingakat dusun, maupun
dengan melimpahkan kepada elit strateqis laim (Pertanian  dan
Kepemudaan) yang memang menguasar bidanya rnasing-masing telah
dapat direalisasikan dengan baik juga sekaligus dapat meningkatkan
jumlah perclehan anggaran yang dapat dimasukkan dalam RAPBD yang
berarti BPL telah ikut memperi peluang -nisiatif yang baik pada warga
desanya untuk berpartisipasi dalam proses transformasi di desa Noman.

Kedua hubungan BFD dengan kepala desa datam transformasi di
desa penelitian. di sadan/Aidak, mungkin dapat dilakukan oieh kedua
institusi ity . gendiri yang bisa menjurus ke timbulnya monomarphic feader
pada cirinya tetapt mereka [impahkan kepada elit-glit strategis lain yang
memang menguasal bidangnya masing-masing (pofy-morphic feader).
Berdasarkar uraian di atas tampak bahwa relasi kekuasaan BPD-kepala

desa cenderung bersifat kenasama
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Berdasarkan berbagai uraian data empink tentang perubanan pala
refasi kekuasaan BPO-kepala desa dalam transformaszi sosial pada fenomena
penyusunan dan penetapan peraturan desa (legislas)), kasus penggalian
dan penjualan pasir dan koral tanah bengkok, penyusunan dan pengtapan
anggaran pendapatan dan belanja desa {APBD), kasus hak inisiatif usulan
RAPFBD diserahkan BPD kepada kepala desa, pelaksanaan peraturan desa
kasus penyelesaian penggalian dan penjualan pasir dan Koral tanah bengkaok,
pelaksanaan pertanggungjawaban kKepala desa, kasus penolakan dan
penerimaan LFJ kepala desa, kasus partisipasi masyarakat dalam
perubzahan (pembangunan) desa dapat di jelaskan pada pembahasan
dan analisis yang akan disajikan pada bab im.

Fembahasan dan analisis ini juga di dasari pada hal-nal yang telah
diuraikan pada pab 4 tentang deskripsi desa Moman sebagai konteks sosgial,
bab 5 tentang perkembangan institusi BPD di desa penelitian, dan bab 5
tenfang transformasi sosial yang diakukan oleh BPD dalam relasi
kekuasaannya dengan kepala desa di desa Noman. Hal mi disebabkan
karena relasi kekuasaan {power refation) seseorang banyak dipengaruhi cleh
konteks lokal (setting) di mana ia menjalankan kekuasaannya.

ntuk memberikan pemahaman, pembahasan dan analisis yang lebih
haik terhadap perubahan pola relasi kekuvasaan BPD-kepala desa dalam
transformasi yvang terbentuk, maka berikut ni akan didiskursuskan pola-pola
relasi kekuasaan yang terbentuk dan relasi kekuasaan antara Institusi BPD

dengan kepala desa sebagai berikut:.
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1. Jenis Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa

Secara normabf peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah
mendapatkan parsetujuan dari BRFC (Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menten
Dalam Megeri Mornor 64 Tahun 19949) Ketentuan demikian juga dapat kita
jumpai dalam pasat 108 Undang-undang Momor 22 Tahun 1988, dimana
disebutkan bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) barsama dengan kepala
desa menetapkan peraturan desa. Dan ketentuan normatit tersebut jelas
tergambar bahwa proses penyusunan dan penetapan peraturan desa adalah
salah satu tugas yang menjadr urusan bersama antara BPD dan kepala desa
sabagar persujudan relass kausal dan kewapban dan tanggung jawab
masing-masing pihak. Hal inl sesuai dengan apa yang disampaikan oleh
Ndraha {2003:116) yang menyatakan bahwa relasi kausal dalam
pemernniahan berkaitan erat dengan kewaiban dan tanggungjawab antar
variabel-variabe| pemerintahan.

Apabila dilinat dari ketentuan normatif tersebyt, memang tampaknya
proses dan mekanisme penyusunan dan penetapan sebuah peraturan desa
adalah sangatlah sederhana dan tidak membutuhkan waktu yang ilama.
Namun demnikian hat tersebut belurmn ternadi pada praktik penyelenggaraan di
lapangan, Kenyataan yang ditemui sefama penelitian manunjukkan bahwa
untuk mereahsasikan sebuah rancangan peraturan desa menjadi peraturan
desa masih membutuhkan waktu. Hal im tefjadi karena dalam proses
pembahasan yang dilakukan bersama antara BPD-kepala desa masih terjadi
benturan kepentingan dalam wujud perbedaan pendapat dan penafsiran akan

suatu permasalahan. Akibatnva media rapat yang dijadikan sebagai forum
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bertermunya antara BPD-kepala desa senmg kah mengalamn penundaan
karena belum adanya kata sepakat. walaupun pada akhirnya tetap disepakat
{disetujui secara bersamay).

Proses pembahasan rancangan peraturan desa dan penetapannya
menjadi peraturan desa dalam swaty forum rapat memuonculkan suatu
mnteraksi secara langsung antara BPD dengan kepala desa. Dalam forum
inilah BEPD dan kepala desa duduk dan mendiskusikan bersama rancangan
peraturan desa sebelum ditetapkan menjadl sebyan peraturan desa. Dalam
konteks it menurut kaloh (2002 146} pola relasi yang teriadi adalah bentuk
relasi yang bersifat komunikasi dan tukar-menukar informasi. Dalam proses
pembahasan rancangan peraturan desa tersebut juga lerjadi apa yang
dinamakan reiasi yang bersifat klanfikas) atas berbagain permasalahan. Dapat
dikatakan demikian, karena dalam setiap proses pembahasan rancandgan
peraturan desa khususnya di Oesa Noman dilakukan penjelasan atau
klarifikasi oleh kepala desa selaku pihak yang mengajukan rancangan
peraturan desa kepada BPFD agar dpercleh pemahaman  akan
permasalahan'suttanst dan rancangan peraturan desa tersebut. Dalam arena
tukar-menukar informasi dan klarifikasi imilah tampak bahwa rancangan
peraturan desa dibahas secara alot, sampal membuluhkan wakiu beberapa
kali rapat dan kadang terkesan adanya kefidak harmonisan relasi BPD
dengan kepala desa

Namun demikian lain halnya dengan yang teradi pada tahapan
persetujuan yang diberikan oleh BPD sampal dengan penetapan peraturan

desa oleh kepala desa. Kenyataan o lapangan menunplkkan bahwa

Disertasi Relasi BPD-Kepala Desa : Kajian Relasi ... Yaqup Cikusin



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

S

mentahnya beberapa rancangan peraturan desa yang diajukan oleh kepala
desa Jatam beberapa kali ragat tidak akan sampal meanjadt penyehat hdak
terealisasinya peraturan desa tersebut manakala dikaitkan dengan tmgkat
urgensi suatu peraturan desa. Penolakan rancangan peraturan desa yang
terach karens adanys perbedaan pandangan antara BEPD-kepala cesa akan
segera berakhir manakala karena pertmiangan urgensi dan suatu peraturan
desa bagi venyelenggaraan pemenntanan desa dijadikan sebagal suatu
perimbangan tersendir bag baik BFD maupun kepala desa Dengan
demikizan, maka proses unluk mendapatxan persetujuan darn anggota BPD
ditempuh metalui pengamdbilan suara terbanyak (vating).

Malalui mekanisme pengamiilan keputusan dengan suara terbanyak
in, BPD mampu mengatasi perbedaan antar anggotanya dalam membedikan
persetujuan atas rancangan peraturan 0esa yang diajukan okeh kepaia desa
Meskipun pada kenyataannya mekamisme ini tidak selamanya mencerminkan
bentuk persetuiuan secara bulat clenh seluruh anggota BPD, namun paling
tidak untuk sementara waktu bisa mengatasi berlarut-larutnya pembahasan
rancangan peraturan desa. Mekansme vatng inl telah melakikan peran BPD
di Desa Noman yang bersfat searah wegatf Dapat dikatakan demikian
karena pada kenyataannya kepentingan bersama dalam rancangan peraturan
desa yang dimenangkan dengan dukuengan suara lebih dan £0% anggols
BED. Menurut Kaloh (2002.148-148), relzsisearah nagatif (KKN} disini terjads
manakala ekzerutf dan lemslabf dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

secara bersama-sama menyembunyikan KEN tersebut kepada publik.
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Berkaitan dengan penetapan peraturan desa sebagai suatu ketyakan
yang dihasitkan oleh adanya polarelas) kekuasaan yang searah positif BPD-
kepala desa adalah sualu bentuk kebijakan yang memihak kepada publik
Kebiakan yang dihasikan diharapkan benar-benar mencerminkan aspiras
masyarakat, dan bukan hanya merupakan buah pikiran para wakl rakyal yang
duduk di BPD yvang tdak representatif. Jika BPD benar-benar mencarminkan
representasi dar rakyat, maka kebijakan tersebutl merupakan imsiabf rakyat
dan akan mudah untuk demplementasikan {Jubantara, 2000:av). Dan
beberapa wraian yang telah disamparkan. maka venfikasi yang dapat
disampaikan adalah bahwa penelitan ini telah menghasilkan iemuan lentang
pola relasi kekuasaan BPD-kepala desa di desa Noman. Dalam hal ini, pola
relasi kekuasaan BFPD-kepala desa cenderung bersifat kenflik dan kompetis,
2. Jemnis Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Anggarar Pendapatan

Belanja Desa (AFBD)

Anggaran Fendapatan dan Belama Desa atsu yang selanjutnya
diseput APBD merupakan rencana cperasional tahunan dan program
umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan
diterjemahkan dalam perkiraan batas tertingg: pengeiuaran keuangan desa
yang ditetapkan secara bersama-sams antara BFD-kepala desa. Kepala
desa bersama BFD menetapkan APED setiap tahun dengan peraturan
desa (Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2000
pasal Thurut m} Qleh karena itu kedudukan APBD dalam penyelengaraan
operasional pemenniahan desa sangatlah penting. APBD sebagai rencana

operasional tahunan dijadikan sebaga pedoman untuk melaksanakan
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aklivitas pemerintabhan dan pembangunan di desa yang bersangkuwtan
selama kurun wakiu satu tahun anggaran, Dengan adanya APED sebagal
pedoman, maka diharapkan penyelenggaraan pemenniahan desa dapat
bernalan secara efektif dan efisien.

Sebagal suate rencana  operasional tahunan, maka proses
penyusunan AFBD (perencanaany tersebut memegany peran penting Hal
i dikarenakan bask atau tidaknya suatu rencans khususpya yang
berkaitan dengan implementasinya bergantung  bagaimana  proses
peEMyusunannya (perencanaannya). Dalam proses perencanasan dilakukan
upaya-upaya mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-
langkah guna mencapai tujuan (wwuan kenkret dan terukur target)
organisasi {Ndraha, 2003 161},

Lebin lanmjut dikatakan Tiokroamidiope {1994 203) bahwa terdapat
unsur yang harus diperhatikan dalam proses persncanaan, vaitu. 1)
perencanaan harus beronentasi pada pelaksanaan; 2) mengandung unsur
Konhnuitas dan fleksibilitas, 3) dapat seoperaswnal mungkin, 4] adanya
keserasian anlara pelaksanaan dan perencanaan, 5) adanya sistem
pelaporan dan evaluasi dalam pelaksanaannya,

Lalam tahap awal proses penyusunan dan penetapan APBD
terzsebut dilakukan proses penyusunan rancangan APED cleh pemerintah
desa dengan memberikan kesempatan kepada BFD untuk mengajukan
rencana  anggaran biaya [(RABY BPD Hal i dimaksudkan untuk
mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan BPD scbagal tnshiusi

Yang rmempunya eksistens) cag penyelenggaraan permerintahan desa
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Dalam tahapan proses pengajuan rencana anggaran biaya BPD. BPD
beranggapan banwa untuk keperluan keglatan cperasional perlu adanya
dukungan dana yang memadai. sehingga disisl lain sering kali anggaran
yvang diajukan kepada kepala desa di nilai tertalu besar. Kepala desa
merasa mengalami kesulitan untuk mereahsasikan anggaran BPD apabia
terlaiu  besar karena kemampuan keuangan desa yang belum
rmemungkinkan. Dilain pikak, BPD berangaapan bahwa kepata desa majah
mengajukan anggaran yang sering mengada-ada. Perbedaan demikian
akan berakibat tebih lanjut dalam pembabasan rancangan AFBD antara
BPD dengan kepala desa.

Fembahasan dan penetapan AFBD menjedi suatu proses vang
sulit ketika rencana anggaran biaya BFPD tidak terealisir sepenuhnya dalam
rancangan APBD. Perbedaan yang didasari oleh persepsi dan kecurigaan
vang berlebihan menjadikan pembahasan rancangan AFPBD memakan
wakiu yang cukup lama. Dar hasil penelitian terungkap bahwa proses
penatapan APBD sangat bergantung pada persetujuan BPD., measkipun
yang menyusun rancangan AFPBD adalah Pemerintah Desa. Hal ini sesuai
dangan apa yang dikemukakan Amal (1997:92) bahwa telah terjadi
dominast legisiatif dalam proses penetapan APBD. Dengan wewenang
yang lebih dominan dimiliki oleh BPD. menjadikan proses pembahasan
rancangan AFBD tetap bisa diselesaikan dalam waktu yang tetah
ditentukan.

Walaupun lamanya waktu pembahasan. maka penstapan APBD

tetap sesuai dengan jadwa! yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan
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Caerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2000 bahwa penetapan
APHBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan. Dalam realisasinya AFEBD
2002 dapat sesuai kurun waktu yang ditetapkan, hanya ada kemunduran
dalam penelapannya. APBD pada tahun 2003 dan 2004 dapat sesuai
dengan wakiu yang ditetapkan

Meskipun demikian, relasi yang tampak dalam proses penyusunan
dan penetapan APED tersebut trdak mengarah pada terjadinya konflik.
Akan tetapi apahbila dilihat secara mendalam yang terjadi adaiah suatu
relasi yang bersifal komunikasi dan tukar-menukar informasi serta
kiarifikas). Relasi yang demikian merupakan relasi yang biasa terjad dalam
suatu proses perencanaan karena pada dasarnya proses perencanaan
terutama perencanaan pemertntahan, memerlukan input yang berupa
informasi dan aspirasi (Ndraha, 2003:161).

Dari beberapa uraian yang telah disampaikan dalam pembahasan
di atas, maka verfikasi yang dapat disampaikan adalah bahwa penglitian ini
telah menghasiikan temuan tentang pola relas) kekuasaan BPD-kepala desa
di desa Noman. Dalam pelaksanaan peraturan deza menunjukkan bahwa
pada fungst pengawasan-kontrol telah terjadi perubahan dari semula
didominasi kepala desa ke pola kernasama dan kolaborasi BPD dengan
kepals desa.
3. Jenis Kegiatan Pelaksanaan Peraturan Desa

Calam pelaksanaan peraturan desa menunjukkan bahwa pada fungs

pengawasan-kontrol telabh terjadi perubahan dari semula kepala desa dengan
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sesukanya mernbuat, menetapkan, melaksanakan kebyakan ke pola
wewenang yang o batazi oleh nstitusi BPD dengan pola kerasama dan
kolaboras

Feranifungs! pengawasan yang dijalankan oleh BPD inilah kadang
sering menimbulkan benturan antara 2P0 dengan kepala desa. Fungs) BPD
yang lahir karena adanya ketentuan normatif peraturan perundang-undangan.
menjadikan BPD =eakan-akan lebih superior daripads kepala desa
Sedangkan disisr lain. ketentuan normatf vang mengatur fungsi pengawasan
oleh BH'D juga telah melemahkan posisi tawar kepaia desa. Dihhat dan proses
awalnya. bahwa peraturan desa dibuat oleh BPD bersama kepala desa.
Tetap. pada kenyataunnya, yang mempunyai kewajpban melaksanakan dan
mempertangqungiawabkan apabiia terjad penyimpangan hanya pihak kepala
desa. Hal milah pula yang dapat memmbolkan benturan antara B8P0 dan
Kepala Desa.

Fada dasarnya fungsi kontrol yang dijalankan cleh BPD dalam rangka
memanmin penyelengparadan pemerntahan desa sesuad dengan |iwa dan
sernangat otonomi daerah, sérta menciptakan kehidupan demokratis di desa,
yang pada akhirrya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meanurut Ndraha {2003:161) bahwa fungs kontrol it pada dasarnya dilakukan
untuk menjamm kesesugian antara targel (plan) dengan hasil {product, output.
reseit] yang keluar dan actusting. Namun demikian, pada pe.aksanaarnya
fungsi pengawasan terhadap penyelengnaraan pemenntahan desa oleh BPD
Inl Tisa dikatakan tmpang. Apabitla disebutkan bahwa BPD dan kepala desa

adalak pemerintanan desa. maka seharusnya ada mekanisme pengawasan
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terhadap BEPD. Karena kinerja BPD secara otomatis juga akan mempengaruhi
bahkan menantukan kinera penyelenggaraan pemerintah desa. Sementara
partanggungjawaban kepada rakyat hanya dari kepala desa melalui BFD
Dengan melihat kenyataan yang demikian, seharusnya juda harus ada
mekani=me untuk pengontralan kinerja EPD.

Kenyataan lain yang terjadi dit Desa Moman berkaitan dengan
pelaktanaan fungsi kontrol BPD terhadap kepala desa, adalah adanva
perbedaan persepsi dalam memahami ketentuan dalam peraluran daerah,
Hal ini menyvangkut kebiiakan kepala desa mernggali tanan bengkok yang
dijual pasir dan batue koralnya BPD merasa bahwa salah satu alat kontral
yvang diqunakan untuk melakukan pengawasan adalah produk hukum berupa
peraturan daerah kabupaten, Karena keberadaan ketentuan dalam peraturan
daerah inilah menjadikan BPD berseberangan pemikiran dar pendapat
dengan kepala desa. BPD mengganggap bahwa pelaksanaan panggalian
tanah bengkok oleh kepala desa dan perangkat desa telah melangaar
Peraturan daerah karena tidak memilike izin resmi dan tidak mendapatkan
persetujuan BrD. Sedangkan kepala desa beranggapan bahwa meskipun hal
tersebut melanggar peraturan daerah tapi tindakan yang dilakukan ity datam
rangka menciptakan lapangan kena bagi masyarakat desa.

Perbedaan pemahaman dan pemaknaan antara BPD dan kepals
desa hanya pada tingkatan institusi idak sampai melibatkan masyarakat
secard  langsung.  Kondisi tersébut juga tigak sampai terjadi pada
pelakasanaan peraturan desa yang 18in karena BPD dan kepala desza

menyadar bahwa pola relasi yang harus dikembangkan dalam pelaksanaan
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kebhakan desa {peraturan desa) adalah pola kerjasama yang harmonis dalam
rangka pengembangan regulasi dalam kehidupan masyarakat desa (Kalch,
20021454

Berdasarkan beberapa urailan di atas, maka verifikasi yang dapat
disampaikan bahwa BPD sudah dapatl melaksanakan tugasnya dalam
pelaksanaan kebijakan desa. Penelitan wi telah menghasikan temuan
tentang pola relasi kekuasaan BPD-kepala desa di desa Noman. Dalam
pelaksanzan peraluran desa menunjukkan bahwa pada fungsi pengawasan-
kontrol telah terjadi perubahan dar semula kepala desa dengan sesukanya
mermbuat, menstapkan, melaksanakan kebjjakan ke pola wewenang yang di
batasi oleh institus: BPO dengan pola kerfjasama dan kolaborasi.
4. Jenis Kegiatan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Kepala Desa

Fertanggungjawaban kepzala desa kepada rakyat melaln BPD
tersebut dapat dipandang sebagai suatu wujud dan  akuntabilitas
penyelenggaraan pemenntahan desa. kargna pada dasarnya kehadiran
institusi BFD di desa dengan verbagai kewenangannya dinarapkan mampu
menciptakan akuntabilitas publik secama terbuka dan demokratis. Akuntahbilitas
sebagal salah saty bentuk pertanggungjawaban diperiukan  untuk,
memperelas pelayanan apa yang harus dibenkan suaiu institusi pemeriniah,
siapa, kepada siapa, milik siapa, dan bagaimana pelayanan itu diperiukan.
Namun demikian, dalam rangka akuntabilitas tersebul semua  institust
permerintan harus memanami hetul apa vang harus dipefanggungawatbkan,
mengapa pertanggungiawaban  harus  diserahkan, kepada siapa

pertanggungjawaban tersepul diserahkan, siapa yang berntanggung jawab
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terhadap berpagal kegiatan, dan apakah pertanggungiawaban itu serng
dengan kewenangan yang memadai. Untuk semuanya itu dipedukan adanya
kejelasan tugas pokok dan fungss serta kejelasan akuniabiltasnya yang
diaplikasikan secara nyata (Kaloh, 2002:174-17 5}

Serdazarkan ketentuan Undang-undang Nomer 22 Tahun 1988,
bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugas dan  kewajibannya
benanggung jawab kepada rakyat metalu BFD. Selain ity kepala desa juga
menyampalkan laporan mengena pelaksanaan tugasnya kepada bupal
(pasal 102). Penanggungiawaban yang dilakukan kepala desa tersebut eral
kaitannya dengan fungsi pengawasan atau kontrol yang dijalankan cieh BF D,
karena pada dasarmya pertangung|awaban tersebut muncul sebaga Jawaban
dari adanya fungsi kontrol, Oleh kKarena itu secara umum  sasaran
perangpungawaban secara umum meliput uga hal. yaitu: uang (firancran,
kineria S0M organisasi {perfonmance appraisaill, dan program {networking)
{Ndraha, 2003 188}

Relasi antara BPD dan kepala desa yang @rjaan pada saat
penetapan peraturan desa dan APBD sekaligus menunjukkan tagaimana
pala penanggungiawaban kepala desa kepada BPD sebagai representas:
seluruh rakyal desa. Perlanggungjawaban secara rutin dilakukan sekali
dalam setahun bersamaan dengan berakhirnya tahun anggaran. Seidain itu,
sewaktu-wakiu apabila BPD memandang perlu, BFC dapat meminta
kepala desa untuk melakukan pertangoungjawaban. Sebenarnya dalam hal
i tidak begitu menimbulkan persoalan seandainya terdapat penjelasan

atau deskripsi yang |elas dalam peraturan perundangan mengenai materi
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yang harus dJdipertanggung)awabkan oleh kepala desa. Tidaxw adanya
pendeskripsian yang jelas menadikan segala sesuatu yang dilakukan oleh
kepala desa narus dipertanggungjawabkan. Persoalannya menadi rumit
ketika pertanggungjawaban yang dirminta BPD  betkenaan dengan
pelaksanaan tugas kepala dess atas proyek-proyek pemerintan kabupaten
Crsinilah seharusnya ada pola pertanggunglawaban yang jelas dengan
melakukan pemilahan terhadap tugas yang dilaksanakan kepala desa,
antara yang berasal dan garis legistatif kabupaten dengan yang berasal dan
BFD sehagal perwakilan rakyat desa.

Oleh karena du seharysnya untuk urusan yang menempatikan kepala
deza sebagai alat daerah, relasi kepala dess dan BPD adaiah relas
koordinatif atau konsuitatif, bukan pola relasi yang mengharuskan kepala
desa benanggung jawab kepada BPD. Berbeda dengan relasi yang muncul
antara BFPL dan kepala desa dalam pelaksanaan peraturan desa dan APED
yang sifatnya otonom desa.

Mengingat BFD dr Desa Noman baru terbeniuk pada pertenganan
tahun 2001. maka sampa saat ini belum perah terad: BPC meminta
peranggungjawaban kepala desa di luar pertanggungjawaban cutin tahunan.
Semenjak terbentuknya BPD tersebut. Kepals Desa Noman sucah dua kali
menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LP.J) kepada BPD yartu taporan
pertanggungjawaban tahun 2002 dan 2002, Dad kenyataan di lapargan peran
BPD di Desa Noman dalam rangka peranggungjawaban <epala desa
menunjukkan adanya pola relasi yang searah positf. Relas) yang demikian

tefihal dengan duerimanya laporan peranggungiawaban regala desa
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tersebut cleh BPD, padahal sebenarnya dalam laporan cenangaunglawaban
tersebut terdapat penyrmpangan yang dilakukan aleh kepala desa
khususnya berkaitan 2engan APED Penerimaan BFPD terhadap laporan
pertanggungjawaban  kepala desa  tersebut sebagal  suate  bentuk
kerjasama yang searah positift antara BPD dengan kepa'a desa.
Pertanggungjawaban kepaia desy telah sampal kepada rakyat. dalarm arb
sudah sesuar dengan tuntutan publik karena BRLD sudah mampu
mereprasentasikan aspirasi masyarakat Hal i sesual dengan pendapat
yang dreampaikan gleh Kaloh (2002:148-14%8) bahwa relas yarg searah
posihif i teradi manakala eksekutif mavpun legislative tdak berkolacorasi
{“KN) dalam penvelenggaraan pemerintanan ¢an secara bersama-samsa
tidak menyembunyikan kolaborasi tersebut kepada publik.

Dan beberapa uraian di atas. maka verifikasi yang dapat disamegaikan
hahwa dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kepala desa kepada
rakyat melalui BFO. menonjukkan suara bentuk peran BPD yvarg searah
positif, dalam art sudah sesuai dengan tuntutan palitik karena BPC sugdah
mampd mermpresentasikan aspirasi rakyat

Fenelitian ini telah menghasilkan temuan tentang pola relasi
kekuasaan BPD-keoa'a desa dydesa Noman. Berdasarkan Jdraan di atas
dapat disimpulkan bahwa relasi kekuasaan BPD-kepala desa menunjuk

kepada konflik dan kerjasama
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5. Jenis HKegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan-
Pembangunan Desa

Sejak akhir tahun 2000-an sampai sekarang masyarakstnya telah
menikmat karuma Tuhan Yang Maha Kuasa berupa tanah subur yang dapat
ditanami kebun sawit, keboun karet, padi, dan sayur mayur yang sangat
menguntungkan Berkat kegiatan berladang sawit, karet, padi dan sayur di
tanah yang subur tersebut, penduduk Desa Noman telah mampu menikmati
penghasilan rata-rata {income percapita) tdak kurang sebesar Rp
3.600.000.- pertahun. Dan penghasilan sebesar int mereka bisa hidup
secard berkecukupan bila dibandingkan dengan tingkat rata-rata
penghasitan desa lainnya.

Selain itu, tingkat penghasilan penduduk yang relatif besar tersebut
sekaligus juga menguntungkan desa dalam arti biza memperiuas
kesempatan mereka untuk memberkan kontnbusi dan parisipasinya dalam
pembangunan desa. Setelah berkembangnya sawit, karet dan sayur,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) selalu naik dari tahun ke
tahun. Pada akhir periode Kepala Desa H. Hasan Basri, APBD Noman bisa
mencapai antara 300 sampai dengan 350 juta repian. Setelah Kepala desa
Noman Rozali dilantik sebagai kepala desa yang baru, Sekda Musi Rawas
Syarif Hidayat ketika itu telah meminta dan menantang Kepala Desa Noman
untuk kisa meningkatkan APED Noman menjadi 1/2 milyar rupian. Rupanya
tantangan ini benar benar mandapat respon yang serius dan Kepala Desa
Moman. Untuk rmenjawab tantangan Sekda tadi Kepala desa Noman [2lah

mergncanakan suate paket anggaran rutin dan pembangunan untuk tahun
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Z001/2002 sebesar 500 juta lebih, yang 35 nya akan diperoleh dari hasi
pendapatan asli desa, sedangkan yandg 4/5 nya diharapkan tisa diperoleh dari
kontribes) masyarakat atas proyek pembangunan desa yang dirupakan
dalam benluk proyek swadaya murme.

Besarnya parhisipas masyarakat calam  pembangenan banyak
didorong  oleh kesarnya penghasilan pendoeduk dan hasit  peranian,
kesadaran membangun desanya yang hingg, adanya gengs! disebut sebaga;
desa maju dan kaya. dan yang tidak Kalah penting kagr adalah adanya impresi
penduduk terhadap kontrtbusl yang mereka benkan balk berupa uang.,
material. tenaga. maupun pemikiran mendapat rezpon yang positf dan
pemernntah desa khususnya dari BPD dar kepala cesa. Mereka mehnat
bahwa semua yang mereka sumbangkan ada wujudnya, sehingga mereka
mau menyerahkan berbagal potensi vang dimiliki bagr pambangunan
desanya

Cralam membangkitkan parsipas masyarakal 4853 untuk usaha-
usaha pembangunan, pengurus BRFD Moman selain suka menumbubikan
kreativitas pengurus dan rakyatnya 1a juga suka mendelegasikan
kekuasaannya kepada mereka melatui kepala desa BPD Noman melihat
banyak warga desa yang mempunyal potenst bagus di berbagai bidang
misalnya pertanian, pendidikan, kesenian. dan sebagainya. Terhadap
warga desa yang potensiat tersebut ia cenderung untuk memberikan peran
atad tugas-tugas penting untuk dikutkan dalam membangun desanya

Mengenai keberhasilan keterhbatan pengurus BFD MNoman dalam

rmelimpahkan sebagan dari kekuasaannya dan kekuasaan xecala desa bagi
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usaha-usaha parisipasi masyarakat dalam pembangunan. sehagai conloh
dapat ditihat pada bidang pertanian dan kepemudaan.

Berdasarkan uraian di atas. penebban in telah menghasikan
temuan tentang pola relasi kekuasaan EPD-kepala desa dr desa Noman
cenderung hersifat kenasama

FPenpelitian i tefah manghasilkan  kEemuan yand khas tentang
perubahan pola relasi kekuasaan BPD-kepala desa yang terbentuk di desa
noman. Berikut akan disankan pola relasi kekyasaan BEPD dengan kepala
desa sebagal akior kekuasaan daiam memimpin proses transformas di
desanya.

a. Penyusunan dan Penetapan Perateran Desa (legislasi) Kasus
Penggalian dan Penjualan Pasir dan Koral Tanah Bengkok

1. Menampikan pola relasi kekuasaan yang mempunyal posisi pola
kerjasarma yang berimbang dengan kepaia desa dan pihak lain {wn-
wint Joproach).

2 Usahanya menghentikan penggahan pasit dan koral tanah bengkok
bisa menguntungkan secara ekonomi désa rmaupun politis bag
pengurus BPD dan juga orang lain.

3. Mensimergikan dengan berthasii pola relasikekuasaan yang bernuansa
kewenangan dan bernuansaa kerasamal/mitra pengaruh/ kompetis

dan paksaan/konflik.
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b. Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belania Desa
(APBD) Kasus Hak Inisiatif Usulan RAPBD Diserahkan BPD kepada
Kepala Desa
1 Menyelamatkan aset desa demi kepentingan yang benar dan mulia

seperti kasus tanah bengkok.

2. Mampu mencari alternatif kepuetosan yang baik dalam situasi yang
sulit.

2. Mengkombinasikan dengan berhasil pola relgsikekuasaan relasional
dan resiprokal

4 Menampilkan pola relast kekuasaan, saling mengkritisi dan melakukan
loti

¢. Pelaksanaan Peraturan Desa Kasus Penyelesaian Penggalian dan

Pemualan Pasir dan Koral Tanah Bengkok

1. Menampilkan pola kekuasaan yang mempunyai posisi kompromi
yang benmbang dengan kepala desa dan mihak lain fwin-win
apgroach).

2. Usahanya menghentikan penggalian pasis dan koral tanah bangkok
bisa menguntungran secara ekonormis desa maupun pohus bagi
pengurus BPD dan juga orang {ain.

3. Mensinergikan dengan berhasit pala relasikekuasaan yang pernuansa

kewenangan dan yang bernuansa kenasama kompotis dan konflik
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d. Pelaksanaan Pertanggung jawaban Kepala Desa; Kasus Penolakan
dan Penerimaan LPJ Kepala Desa

1. Menyelamatkan aset gesa demi kepentingan yang benar dan mulia
di tanah engkok,

2. Mampu mencarn alternatif keputusan yang baik dalam situasi yang
sulit.

3. Mengkombinasikan secara berhasil polarelasi kekuasaan
retasionainya dan resiprokat.

4. Bersikap terbuka terhadap warga yang hendak membearikan

masukan pada kebijaksanaannya.

€. Relasi Kekuasaan BPD-kepala desa: Kasus Partisipasi Masyarahat

{, Membangkitkan kesadaran masyarakat desa untuk ikul serta datam
proses pembangunan desa.

2. Memanfastkan jiwa gotong royong masyarakat desa untuk usaha-usaha
partisipatif.

3. Meminta partisipasi rakyat tetapi juga menuruti keinginannya.

4. Mengajak tokoh-tekoh masyarakat mau memben toladan bagi setiap
usaha pembangunan.

Secara garis besar, temuan penelitan i menunjukkan adanya
penggunzan perubahan pola relasi kekuasaan yang dimiliki BPD sebagal
pemimpin Ickal di desa yang terlibat dalarm memimpin prases transformasi
sosial di desanya, yang perwujudannya tampak pada pelaksanaan relas
kekuasaan yang beragam (varialif) walaupun tampak puia persamaan-

parsamaannya. Berdasarkan pembahasan di atas, institusi BPOD di desa

Disertasi Relasi BPD-Kepala Desa : Kajian Relasi ... Yaqup Cikusin



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

penelitian telah menunjukkan adanya gambaran bahwa pola relas kekuasaan
BPD dengan kepata desa di desa Noman yang bervanatif dan dialogis baik
mulai dari pola relasi kerjasama dan kalaborasi hingga kompetitif dan konflik

sepertt pola relas kekuasaan.

7.6 Membangun Teori Relasi Kekuasaan dari Data

Berdasarkan data empink sebagaimana telah disapkan di depan
maka dapat disusun tecn relasi kekuasaan (power relalion) sebagail béerkul

Jarmus perubahan pola relasi kekuasaan BPDO-kepala desa pada
legizlasi kasus penggalhan dan penjualan pasir dan keoral tanah bengkok.
menghasilkan proposisi sebagai benkut.

Proposisi 1:

Ketika masingamasing (BPD-Kepala Desa) bersaing ingin
mempertahankan kekuasaannya telah tedadi perubahan pola relasi
kekuasaan BPD-Kepala Desa dan pola koersif ke pola delegatif
kekuasaan legislatif-eksekutif di desa berbentuk kompedtitif.

Jenis perubrahan pola relasi kekuasan BPD-kepala desa pada
peryusunan dan penetapan Anggaran dan Pendapatan Belana Desa (APBD)
kasus hak misiatif usuian RAPBD di serabkan BFD kepada kepala desa LPY
kasus penclakan dan penerimaan LP.) kepala desa menghasilkan proposisi
sebagai benkut.

Froposisi 2:
Ketika masing-masing {(BPD-Kepala Desa) saling bertentangan kehendak
tentang substansi APBD dan LPJ telah terjadi perubahan pola relasi

kekuasaan BPD-Kepala Desa dari pola otoritatif ke pola resiprokat
kekuasaan legisiatif-ekskutif di desa berbentuk konflik.
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Jenis perubahan pola relas) kekuasasn BFPD-kepala desa kasus

inisiatif usulan RAPBD di serahkan BPD kepada kepata desa, dan
pelaksanaan perdes kasus penyelesaian penggalian gan penjualan pasir
koral tanah bengkok
Proposisi 3.
Ketika masing-masing (BPD-Kepala Desa) ingin kepentingannya
terpenuhi telah terjadi perubahan pola relasi kekuasaan BPD-Kepala
Desa dar pala persuasif ke pola delegatif Kekuasaan legislatif-ekshutif di
desa berbentuk kolaborasi.

Jems perubahan pola reiasi kekuasan BPD-kepala desa AFPBD kasus
kaw nrsiatif usulan BAPBD i serahkan BEPD kepada <epala desa.
Pelaksanaan perdes kasus penyelesaian penggalian dan genjualan pasir
koraltanah bengkok LFJ kasus penolakan dan penermaan LPy keoala desa.
Kasus partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Proposisi 4.

Ketika masing-masing (BPD-Kepala Degsa) memiliki visi yang sama telah
terjadi petubahan pola relasi kekuasaan BPD-Kepala Desa dan pela
otoritatif ke pola delegatif kekuasaan legislatif-ekskutif di desa
berbentuk kerjasama.

Atas dasar proposisi di atas maka dapat disusun tecn pola relasi
kekuasaan BPD-kepala desa. Relasi kekuasaan BPD dan kepa'a dess di
desa berjalan pada alur nstitusi yang secara terys mengrus dan saling
bersinggungan satu sama lain. Untuk itu setiap permimpin [oxad i tingkat desa
perflu mengembangkan pola relas: kekuasaannya (power refafion).

Teorn pola relasi kekuasazan mi mencoba meletakkan  dan
mempersepsi relas  kekyazaan (power redahbon) sebagal sarana untuk

memperbesar alau memperluas  allernatt  berindak, antara  sesama

meampuryal kekuasaan, yang memumpin dengan yang dipimein dan semua
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anggota rmasyarakat, yang dalam implementasinya periu ada penyelarasan.
Qleh karena itu, pola relast kekuasaan yang terus menerys dan saling
bersinggungan tidak akan nenimbulkan adanya zero-sum garme tetapi justru
akan menciptakan productive-sum game.

Teori pola relasi kekuasaan {power refation) mehhat kekuasaan yang
ada di institusi BPD dengan kepala desa (penguasa} sama pentingnya
dengan kekuasaan yang ada pada masyarakat. Perwujudannya adalah dakam
resiprositas peran relasi yang berkelanjutan di dalam setiap aspek kehidupan
yang memany membutuhkan peran-peran seperti itu. Sebagai conteh
perubahan status lembaga kontrol desa dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Momor 22 tahun 19989 merupakan upaya untuk mengembalikan
kemandinan otonomi sampat ke tngkat desa. Ot tingkat desa pemerintah
meangeluarkan kebijakan supaya desa di Indonesia membentuk badan
perwakilan desa (BPD) untuk menggantikan lembaga masyarakal desa (LMD}
yang dalam strukturnya melalul undang-undang nomoer 22 tahun 18988, yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 64 tahun 1999,
kemudian dijabarkan lagi dengan peraturan daerah Pembentukan 8FD
merupakan cerminan kemauzn uniuk melakukan penataan embaga
demokrasi dt tingkat desa serta mengakhiri praktek penyelenggaraan
pemerintah desa yang |ebih didominasi kepala desa. Hal im adalah
merupakan sebuah langkah maju karena mencerminkan resiprositas peran
antara pemerintah dan rakyat, yang selama ni lembaga kontral atau
penyeimbang {yang dulu permah dilakuvkan oleh LMD betapapun kecilnya)

vang menggambarkan peran dari rakyal Dengan terbentuknya badan
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perwakian desa (BPD). peran BFPD memad penting {asal dibenahi
nrofesionalisme dan kinerjanya) dalam kerangka resiprositas peran tadi

Selanjutnya untuk menentukan menilal kualitas hasil temuan dari
penelitian ini patlu dipeandingkan dengan temuan yang relevan yang telah
ada sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh Sunyoto Usman (1991:1-7)
menyehutkan adanya proses pergeseran struktur kekuasaan di pedesaan.
Usman menganalisie pergesaran strukiur kekuasaan & pedesaan dan tga
dirmensi struktur kekuasaan yaitu dimensi legitrmasi. wisibilitas, dan pengaruh.
Usman menemyukan bahwa dalam  dimensi  legitimasi, organisasi
kemasyarakatan seperti LMD dan LKMO sebagai tempat pemimpin dan tokah
masyarakat menyalurkan aspirasinya dan tedibat dalam proses perumusan
kebijjaksanaan pembangunan desa ternyata selalu diketuail oleh kepala desa
{fpemimpin formal) dan pengurus intinya juga didominasi oleh pamang desa
yang nyata-nyata adalah kolega dekat kepala desa sendir. Kalaupun ada
tokoh masyarakat desa {(permimpin informal) dalam kepengqurusan kedus
lambaga tersebut, kebanyakan mereka menduduki jabatan yang tidak begitu
dormnan dalam proses pembuatan keputusan. Hal ini menurut Usman
berbeda sekah dengan kondis sebelum strategi floating mass sebagai
kebijaksanaan pembangunan politk diterapkan di desa, yang sebelumnya
agak banyak tokoh masyarakat yang mempunyai peran kunct datam
organisasi sosial di pedesaan.

Kemudian dalam dimens: visibitas, banyak pemimpin formal
pedesaan tergolong ke dalam visie feader (pemimpin vang diakui oleh

masyarakat desa dan juga oleh pemimpin yang |ain), sedangkan para
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pemimpin nformal pada umumnya tanya tergolong sebagal symbofic leader
{pemimpin yang hanya digkui oleh masyarakat dess tetapi tidak diakui oleh
permimpin amnya) . Hal ini disebabkan karena strateg) pembangunan desa
yang sentralistis telah menjadikan para pemimpin formal (pamang desa)
selalutampl dorminan di semua lini. Tendensi semacam i membuat peranan
pemimpin infermal semakin ciut dan kurang diperhitungkan

Selanutnya dalam dimens) pengaruh, tampak dv pedesaan saat itu
hanya pemimpin formal (pamong desa) yang mash punya pengaruh besar Qi
berbagai didang (kepemimpinan yang bersifat polymorphich sedangkan tokoh
masyarakal (permimpin infarmal) hanya mampu berpengaruh pada safu
mdang saja (Kepemimpinan yang bersifal monomorphee). Selama  ini
kedudukan dan peran pamong desa semakin strategisnya sebagai
administrator pemeriniahan dan pembangunan gesa, sehingga merexa harus
menguasai semua bidang pembangunan terutarna karena mereka adalah
kepanjangan birckras: pemerintah d tingkat desa. Para pamong desa selama
int telah berada pada posssi superordinasi dalam puncak struktur kekpasaan.
Sebaliknya, karena semakin mencutnya peran pemimpin informal maka
kedudukan mereka samakin berada pada posis subordinas

Temuan Wsman (1991 ¥-13) yang menerangkan bahwa siruktur
kekuasaan di pedesaan dilentukan oleh 3 dimens; legtimasi, visshilitas dan
pengaruh sedikit banyak mempunyar persamaan dengan hasil temuan
penelitan i sama membicarakan struktur kekuasaan ¢ lingkat desa.
Penelitian it menemukan pola relasi kekuasaan BPD-kepala desa di desa

Woman yang bersifat dinamis. bergerak secara kontinurm dan interface dari
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yang bersiafat kerjasama, kalaborasi hingga kompetisi dan konflik. Selain
persamaan, hasil penelitian ini juga berbeda dengan fencmena struktur
kekuasaan Usman, yaitu dimensi |egitimasi ditingkat desa adalah LMD
sebagal tempat masyarakat menyalurkan aspirasi, ternyata selalu diketuai
cleh kepala desa, pengurus intinya juga didominasi okeh pamong desa yang
juga keluarga dekat kepala desa dan kaiau ada tokoh masyarakat dalam
kepengurusan lembaga tersebut kebanyakan mereka menduduki jabatan
yang tidak begitu dominan daiam proses pembuatan keputusan,

Selgin itu termuan Usman tidak mampu menjelaskan sampai sejauh
mana hubungan LMD dengan aparat desa dan masyarakat. Tidak mungkin
ada relasi kekuasaan ditingkat desa cewasa ini yang eksiim sentralistik yang
didominasi oleh kepala desa, sehingga yang justru empirik adalab
sebagaimana yang dihasilkan cleh peneiitian in yaitu banwa pola relasi
kekuasaan BFD dengan kepala desa dalam transformasi menunjukkan pada
relasi kekuasasan odan secara terus menerus (kontinuumt dan saling
bersinggungan {interface) dan sesuai dengan konieks local yang bersifat
desentralisasi.

Pergeseran strukiur kekuasaan di pedesaan ini mempunyai implikasi
yang cukup berat, karena membiarkan struktur kekuasaan didominasi cleh
birokrasi desa (kepala desa} bisa menghambat jalannya pembangunan. Hal
m disebabkan karena di desa-desa setelah era reformasi lebih terbuka,
kepentingan dan kebutuhan anggota masyarakat sangat kompleks dan
beragam, sehingga hampir tidak mungkin hal itu bisa ditangani semua oleh

pemimpin formal (kepala desa). Oleh karena ity penelitian ini menyarankan
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agar para permumpin informal lebih banyak diberi peran yang slrategis dalam

lembaga sosial di desa. Jad) temuan penebtian inl telah mampu memberikan

frsights yang and dan lebih fransparan dan temuannya Usman.

Berdasarkan teoritik dan data empirik serta berbagai uwraian kasus

tentang perubahan pola relasi kekuasaan BPO-kepala desa dan transformasi

sosial yang berupa fenomena penyusunan dan penetapan peraturan desa

{tegislasi), penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja

desa (AFBLY, pelaksanaan peraturan desa, peiaksanaan penanggung

Ewaban kepala desa, dan parhisipas: masyarakat dalam perubahan

{pembangunan) desa maka dapat di simpulkan penglitan ini telah

menghailkan temuan sebagaimana pada table 7.2

Tabel 7.2 : Pola Relasi Kekuasaan BPD-kepala desa di Desa Noman

L]

r
H
i

_tanah bengkok

Jenis Realasi BPD-
kepala desa
Legislast  kasus  pengaalian
dan penjudlan pasr dan kara

1anan bengkor

ADHD  wasus  hak  msahf

usuian RA&PED diserahkan
BPD kepada kepala desa
Fetakzanman Perdes  kasus
penyelesaian penggahan gan
ponualan pasr  dan keoral

Pola Relasi BPD-kepaia desa
_kKerjasama HKolaborasi Kompotitif

L

Konfiik
X

LPy kasus penélah&n dan
pererimaan LR kepala desa

" Kasus {:-Ert'-u:smasl masyarakat

dalam perubahan
[FEMbangunan) desd

Keterangan
1.

Disertasi

Foia Helas Karasama
Bentuk relas gearan posill. yang tena apabila legisliatf maugue eksekutl (BPC kepala
desa)l mermilkl W31 yang sama Galam menElankan pemenmahan Gen berouean uniuk
kemasiahatan bersama
Poia Helas Kolakoras
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Bentuk hubungan searah negatt. vang enadh apabila bak Egsald maupun eRsekulbd
(BRC-kepala desa) secara bersama-sama menyembunyikan kolaborasi (KKM) tersebul
kepada publk

3 Poia Aelas Kampotitif

Bentuk relasi yang terjad antara [eqislatf eksekuid maupun eksekulf (BPFD-kepala desa)
yarg bersnat Dersang yang permubungan

4. Pela Relas) wonfek
Benluk relas yang fefqadi apabida kedua lembaga (BFO-kepala desa) lerseput sanmng
bertentangan gatam fis: menyangkul tuuan kelembagaan
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PENUTUPR

Fada bagian terakhir in disapkan kesimpulan hasil kajian tenfang
retas| kekuasaan BFD-kepala desa dalam proses transformas sosial g desa

bBerikut implikasinya.

8.1 Kesimpulan

Cesertas ini menemukan bahwa secara umum telah terjadt perubahan
yang sangal penting dalam relas) xekuasaan di antara kepala gesa dan BFD
Perubahan itu, sekurang-kurangnya menyangkut tiga hal  Perama. pada
lingkat kelembagaan, pengambilan keputusan yang menyangkut publik trdak
lagi dibuat secara sepihak oleh kepala desa. Dalam kenyataannya, peran
BPD adalah sangat menentukan, khususnya dalam perencanaian hingga
pengambilan keputusan yang berhubungan dengan FERDES. anggaran
tahunan desa, dan pertanggungjawaban kepala desa. Hedus. terdapatl
kesadaran umum di kalangan anggota BEPD bahwa mereka memtliki mandat
politik dan hukurm, hdak saja untuk mengawasi kekuasaan namun juga terlibat
secara langsung dalam rmenjalankan pemerintahan desa meialui fungsi
legisias). anggaran dan kontrel. Ketiga. di tingkat relas) relas. di antara dua
focus kekuasaan itu. yakni kepala desa dan BPD, menghasilkan pola relasi
yang bersifat sangat dinamis, dari yang bersifat kera sama. kolaborasihngga
kompetis dan konflik

Cralam hal kelembagaan, penungnya peran BPD dalam penentuan

kebizakan pubiik & tingkat desa tidak banya terlihat dalam ketentuan-

i
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ketentuan normalif yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan
lainnya. Disertasi dengan jelas memperlihatkan bahwa ketentuan-ketentuan
normatif ite membawa dampak pada berubahnya relasi kekuasaan di antara
kepala desa dan publik melalui BPD Hadimya BPD Noman sebagal lembaga
perwakilan yang keanggotaanmya dipilih melalur pemilihan langsung it
menghasilkan mandat politik yang besar pada lembaga ini.  Mandat pohtik
yang diperoleh dengan melibatkan partisipasi warga desa daiam pemilihan
langsung itu dalam kenyataannya menghasilkan legitimas: publik yang jauh
lebib bezar dibangingkan dengan lembaga zerupa sebelurmnya. yakni LMD
yang keanggotaannya ditunjuk oleh kepala desa.

Disertasi ini memperlihatkan bahwa, melahn mandat itu. BFD adakah
lembaga baru di tngkat desa yang mereprésentasikan publik dalam
bentuknya yang lebih demokratis. Felibatan warga desa dalam pemilihan
langsung anggota BPD adalah praktik politik baru, melengkapi praktik
sebelumnya dalam pemilihan kepala desa.  Selain itu. pemikhan secars
langsung atas keanggotaan BFD ini juga membawa dampak yang penting
ternadan praklik akuntabilitas politik lembaga-lembads publik di desa.

Dalam bentuk vang [ain. BFD dapst dilihat sebagai bertuk
transformasi sosial yang menghasilkan lembaga perwakilan demokratiz di
tingkat desa yang dalam peran dan fungsinya menghasilkan balance of power
yang baru. Tenadinya pergeseran kekuasaan (ghifting of power} dan yang
sebelurmnya mengambil bentuk simggle-pofar ke arah bi-pelar (sebagaimana
ditandai dan yang sebelumnya merepresentasikan manopali negara {sfafe)

melaly kepala desa dalam pembuatan keputusan, ke arah sebuah praklik
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politik baru yang didasarkan pada sharing of power di antara negara {(kepala
desa) dan masyarakat (BPD), adalah salah satu bukti yang paling jelas dalam
disenasi ini untuk menggambarkan tarjadinya transtormasi itd. Dengan kata
laim, transformasi sosial yang terjadi di desa sebagamana dapat dibhat
melaiui kajian tentang BFD :ini diperdihatkan melaiui dua hal sekaligus:
pelibatan warga desa secara langsung dalam pengniuan keanggotaan BPD
dan tenadinya perubahan struktur dan relasi kekuasaan, dart yang berbentuk
single polar ke bi-polar, dan dan dominasi ke shanng of poveer.

Sementara itu, di tingkat kesadaran, berkemibang kepercayaan yang
iebih luas bahwa kepala desa tidak dapal lBg memutuskan perkara yang
menyangkut kehidupan bersama 3secara sephak telah menghasilkan
perubahan yang sangat mendasar dalam hal bagaimana warga desa pada
umurmnya dan anggota BPD pada khususnya memposisikan dinnya terhadap
kekuaszan,  Perubahan yang paking penting dalam ibhwal ini adalah
hersangkut paut dengan hadirmya sikap-sikap bamu yang mendorang
terjadinya perubanan perilaku politik di tngkat desa. Kesadaran babwa
anggota BFD memiliki mandat yang besar untuk merjalankan fungsi-fungsi
legislasi. anggaran, dan kontrol, dalam kenyataannys telah memperkuat
berkembangnya onentasi politik yang mengubah relasi kekuasaan dar yang
berpola top down dan searah menjadi bottorn-up dan kemitraan.

0i atas semua itu, relasi kekuasaan baru yang dihasilkan oten prakiik-
praktik politik baru di antara kepala desa dan BFD mengakibatkan pola politik
vang Jauh lebih kompleks. Reias) d) antara kedua lembagsa ity senantiasa

berubah dalam polanya, bergantung pada isu yang dibahas. Relasi yang
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berpola kera sama dan kolaborasi cenderung teradi pada sy yang
meiibatkan kepentingan kedua lembaga tersebut sebagaimana misalnya
ditemukan dalam kasus penentuan Anggaran Pendapan dan Belanja Desa
(AFBD) yang di amaranya mengatur tunjangan rapat anggota BPD dan
kepala desa. Sementara itu, relasi yang lebin berpala kompetis dan kanflik
terjadi pada 1su yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber-sumber
lekal yang hermplikasi pada penerimaan dan atgu pendapatan ash desa,
sebagaimana mizalnya ditermukan dalam kasus pembuatan peraturan desa
yvang rmengatar panggaban dan penjualan pasr dan koral yang terletak di atas
tanah bengkok

Dalam hal demikian, menjadi sangat jelas bahwa relasi kekuasaan d
antara BPD dan kepala desa mengambil bentuk yang bervariasi secara
sangat dinamis dan sekaligus menyertakan relas| yang bersifat kompetisi,
rivalitas, bankan konfrentasi dan konflik. Walaupun dermikian, adalah juga
j#las babwa sebagal bagian dan kekuatan elite, B8P0 dan kepala desa juga
berkecenderungan memelihara integras) di antara merska sendvi seped)
utamanya terdapat dalam relasi kekuasaan yang berpola kerja sama dan
kolaborasi. Terjadinya integrasi elite menegaskan berbaga tesis sosiologis
sebelumnya yang menyebutkan bahwa alite memiliki kepentingan yang sama,
yakn mempertahankan kekuasaan dan sumbear-surmber yang dimalikinya dari
ancaman yang berazal dari massa yang mengougat kemaganan.

Hasil penting lainnya dan disertas: im adalah. diperkenalkannya
undang-undang dan berbagai peraturan narmanf baru l@ainnya telah membuka

1Blan bagi terjadinyg perubahar, sekwrang-kurangnya dalam dua nal.
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Pertama, pernbentukan BPD tidak saja telah mendorong tenjadinya formasi
glite dengan pola yany lebih demokratis namun juga memungkinkan
terlibatnya individu-individu dengan basis materal yang baru. Masuknya
mereka yang berasai dan L3M dan panai politik ke dalam keanggotzan BPD
dapat dirujuk sebagai ilustrast yang menggambarkan sabuah perkembangan
penting dalam politik lokal di desa. Kedua, hasil studi tentang BPD di desa
Noman ini juga memperihatkan telah terjadinya perubahan strukiur yang lebih
terbuka. Kekuasaan di desa Noman tidak agi berpusat meluly kepada
aparatus birokrasi pemerintah desa sepertt kepala, gekretaris desa, dan
kepala dusun melankan juga tersebar kepada BPD yang kKeanggotaanya
terdiri dari latar belakang yang beragam: dari tokoh-tokoh yang berasal dari
lingkungan agama, pemuda hingga parai dan LSM.

Gambarzn ini memperiihatkan dengan jelas akan terjadinya
kecenderungan baru dalam strukiur politik desa, dan yvang lebih bersifat elitis
meniadi lebih bersifat pluralis. Walaupun masih relatif terbatas, mekin
tersebarnya kekuasaan di tangan individu yang lebih beragam dan berjumlah
lebin banyak adalah ilustrasi yang dapat dipakai untuk memperiinatkan
kecenderungan ity Sementara itu, di tingkat sosial dan budaya. terjadinya
transformasi tidak dapat disebut sebagai menjadi bagian yang jelas dar
temuan disertasi ni. Bahkan, di tingkat budaya, ierdapat bukh vang
mempearinatkan kuatnya tradisi dan kepercayaan setempat yang mewarnai
praktik politik bary itu. Pengutamaan dan pangikatan diri pada musyawarah
vang dalam ekspresi lokal disebut dengan “barembok”™ adalah contoh yang

walaupun tidak unik namun di kalangan masyarakat memiliki artti emosional
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dan kultural yang sangat bermakna. Santimen untuk mempertahankan tradisi
“haremnbok” di samping hasrat vang besar untuk mergyakan praklix poiitik
yang letxh terbuka adalah dua potret din yang menanda transtormas: sosial di

Desa Morman.

8.2 Implikasi Hasit Penelitian
Zesual dengan temuan dalam penehtiar ini. akan disajikan beberapa

i'npl:kas talk yang bersitat 1ecrivs maupun prakts sebagai kenk.

B.2.1 Implikasi Teoritis

Imsertas in memperhhatkan dengan jelas babwa relasi Qi antara BRD
dan Yepaa desa ¢ pedesaan merepresentasikan perubahan yang sanda
penting dalam struklur dan relas: kekuasaan. Perubahan yang sangat jeias
tarlyhat dari kenyataan bahwa struktur kekuasaan tidak lag: bersifat monolitik
Fawer sharing, balance of power, bottom-up apgroach, pwbiic participahon
adalah secangkaian lusiras: yang menggamoarkan petubahan strdkiur politik
yang tauh lemh terbuka dan dinams. Dalam hal relasi mendadsqgan
kecenderungan yang sama \uga mengakibatkan bergesernya relas vang
awalrya berpola smgle polar men|adi mufti-polar. Pembahasan tentang inwal
ini telah diulas Qi bagian sebelumnya.

:mpilikasi teorets terpenting darn temcar ini adalah. sangal |elas
bahwa desa sedang sangat benibah. Demokratisas) yang awalnya hanya
menyentuh  lembaga-iebaga negara do tngkal pusat, provinsl Gan
katupaten/kota pada akhirnya juga tenads di tingkat pedesaan. Terbentuknya

aturan-aturan bary dan tembaga-tembaga bary pada akh:rnya menghasikan
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terjadinya praktik-prakiik baru yang lebih demokratis, yang di antaranya
ditandar oleh meluasnya parlisipas) publik dalam pengambilan kepulusan
politk. Terbentuknya BPD Desa Noman yang keanggotaannya dipilin secara
langsung oleh masyarakat adalah =alah satu contoh terpentng  yang
mencerminkan perkembangan baru politik fokal.

Walaupun dalam beberapa hal, selama sekurang-kurangnya liga
dekade terakhir ini, desa telah mengalami perubahan yang penttng secara
ekonomi dan sosial dapat dikatakan bahwa secara pobbik tidak terjadi
perubahan yang signifikan sampai diperkenalkannya UUJ No. 22 Tahun 7888
Sampar sebelurn teradinya reformas) polilk, perkembangan desa lebih
banyak digerakkan aleh bkerbagai faktor yang berhubungan dengan
modernisasi, indusifalisasi, dan urbamsasi. Oiawali dengan Revolusi Hijau
sepanjang tahun 1970-an dan sesudahnya sera yang kemudian ditkuti
dengan meluashya akses terhadap pendidikan dasar dan fasilitas kesehatan,
desa menjadi entitas sasiat dan budaya yang lebih tenntegrasi. sekurang-
kurangnya memiliki kaitan (frgkages), dengan berlangsungnya proses
urabanisasi dan industrialisasi.

Proses sosial semacam ity jelas telah mengubah desa dari yang
setengah abad sebelumnya relatif berorientasi sangat lokalstik, tensolasi, dan
berciri pertarian subsisten menjadi wilayah yang sedikit demi sedikit
mengalami pergeseseran dalam siruktur sosial dan ekonominya. Studi yang
dilakukan cleh Sunyote Usman dekade sebelumnya (1881:1-7) menyebutkan
adanya proses pergeseran struktur kekuasaan di pedesaan. Usman

menganalisis pergeseran struktur kekuasaan d pedesaan dari tiga dimensi
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kedudukan dan peran pamong desa =emakin strategisnya sebagai
administrator pemerintahan dan pembangunan desa. sehingga mereka hans
menguazal semua bidang permbangunan terutama karena mereka adalah
kepaniangan birokras) pemenntah di tingkat desa. Para pamong desa selama
Ini telah berada pada posiei superordinast dalam puncak struktur kekuasaan
=ebalknya. karena semakin menciutnya ceran pemimpin informal maka
kedudukan mereka semakin berads pada posist subordinag

Pergeseran struktur kekuasaan o pegesaan mempuryal implikas
yang cukup “berat”, karena menurndt Lsmar, membiarkan struktur kekuasaan
didominasi cleh pemimpin farmal (pamong dess) biza menghambat jalannya
pamibangunan  Hal ini disepabkan karena di desa-gesa yang terbuka,
kecentingan dan kebutuhan anggota masyaraksat sangat kompleks dan
baragam, semngga hampw fidak mungkin hal ite brea ditangani semua olen
pemimpin formal (kepala deza). Llsman menyarankan agar para gemimgpin
infarmal leh tanyak diben peran yang strategis dalam lembaga sesial di
desa

&dalah =angat |elas babwa temmuan dizetasi im merepakan kontras
terhadap stud yang ditakukan oleh Lisman (19217 Meialyi disertasiini teslinat
bahwa satruktur dan relas) kekuasaan menadi lebin terbuka.  Elite desa
menadn lebin beragam asal usulnya, Walautun keadaan ini permah terjadi di
tahiun 50-an. tetap penting untuk dicatat babwa formasi elite di desa Noman
juga melicatkan tokoh yang berasal dan hngkungan CSO [civid sactety

arganiratian), khusuinya yang herasal dan LS
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Permaparan sekelumit tentang teor relasi kekuasaan di atas dari
sekian banyak konsep kekuasaan yang begite luas dan abstrak, maka mau
tidak mau kam harus mengambil sikap metodologis dengan memperhatkan
impltkast tearizasi kekuasaan yaitu 1) teon tu bersifat relatit {theory refative)-
apa yang dilihat peneli sebagai suatu fakia tentang relasi kuasa di lapangan
sangat bergantung pada landaszan teori mana yang i pakal karena
kekuasaan hanya dapat dilihat dengan referensi mengenal konsep
relasikekuazaan tertenty; 2) teori saral dengan nila: (theory dependent] - selain
relatf, teori juga sarat dengan nilat {tergantung nilai yang dianut penslit}, di
mana asumsi dasar penelit sepertt moral, etika, pohtik, dan ideclog sangat
menentukan posisi tedntiknys tentang kekuasaan, dan selain ity suatu teon
diangoanp benarnmemuaskan atau tidak untuk menelaskan kekuasaan sangat
tergantung dari pandangan peneliti tentang masyarakat pemerintahand
negara, konsepst Bntang agensi. dan sebagainya: (3] kansekuensi
metodoloqrs (methodoiogical cost) - dan sekran banyak konsep kekuasaan
yang ada, selaly ada alasan yang tepat untuk memilih sate konsep tenantu,
vaitu dengan menimbang Konsekuens matodalogis gquna memegangi konsep
kekuasaan yang dipilivnya tadi {Davis. 1988 71-¥9). Dengan demikian. maka
para penelitt perll mengkaji berbagai konsep relasi kekuasaan yang sesual
dengan masakh penelitiannya dan memberikan ketebasan yang besar
kepadanya untuk, mehhat lebih luas dan mendalarm maten yang dipelajarinya,
sera nenilan daya penerimaannya terhadap konsep kekuaszaan atas dasar

nilai dan pandangannya tentang dunia
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Sebagaimana telah di kemukakan di depan, penglitian ini pertujuan
untuk memahami dan menganalisis secara mendalam relasi kekuasaan BPD
dengan kepala desa sesua dengan subective meanings-nya sendir. Analisis
data lapangan banyak diilhami cleh social action theary baik dalam ragamnys
yang voluntaristik ataupun yang derministk dengan mendasarkan pada
metorle verstehen yang concerned with e imernal and intangible -cesses af
human minds dan of placing oneself in the role of the actar [Bumel dan
Morgan, 1985:83) Metpde verstehen bisa juga dipandang sebagal @ means
of relating inner experience fo outward actans {imdum)|, yang akan dipakai
untuk melihal persinggungan relasBPD-kepala desa bak yang struktural
fungsivnal ataupun personal, atau kekuasaan yang voluntanisttk dan
deterrministik.  Penelitian ini juga bersifat wdografis dalam arti bertujuan
memberikan deskripsi terhadap fencmena relasi kuasa BFD-kepala desa
dalam konteks proses transforinasi sosial yang sedang terjadi di desa
penelilian Penelitian ini t&lah menemukan pola relasi Kekuasaan komfnum,
interface, dan  sesuai dengan rontek |okaimyas (dialogis, kemitraan dan
berorientas: pada masyarakat). Hasil emuan ini setelah didiskursuskan
dengan tecn kekuaszan Tonnenbaun dar schmidt ternyata mempunyai
keunikam dan kelebikan terutama pada aspek kekuasaan yang tidak cukup
mendapal perhatian dan tean tersenut yakn konteks (budaya) ickalnya. Jadi
ternuan penelihan ini telah mampu memberikan insights yang baru dan lebih
transparar dan teor kekuasaan Tannenbaum dan schmidt

Penggunaan pendekatan korteks lokal terutama dengan menggali

budaya loka: sebagal kebcanggaan rnasyarakat Noman merupakan suald
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strateql yang perlu dikembangkan oleh BPD dalam transformasi. mengingat
sehap budaya merupakan hasil dar suatu masyarakat dan sekaligus akan
menjadi milik masyarakat. Oleh karena ik, dengan mencantumkan atau
memasukkan peran konteks budaya lokal datam transformasi yang dilakukan
oleh BPD dapat memperlancar proses perubahan, Walaupun deqkian,
beberapa macam peneiitisn disarankan perlu dilakukan urtuk  menguE
beberapa proposisi sehingga dapat memperkuat posisi temuan ini. Penelihian
yang disarankan itu harus dapat menggunakan secara lebih lengkap dan lebih
jelas hal-hal yang menyangkut implementasi pola relasi kekuasaan kontinum,
interface, dan sesuai dengan kontek lokalnya di berbagal macam organisas
vang berbeda-bada (politik, sosial dan sebagainya) dari berbagai jenjang,
kasus dan sefting {mukro. messoan dan makre). Hal ini dilakukan untuk
mengetahui keragaman imptementasi pola relasi kekuasaan kontinum,
interface dan  sesual dengan kontek lokalnya dengan berbaga wariasi
keunikannya sehingga dapat dipakai  untuk  memperbaiki  dan

menyempdriakan temuan

Sehubungan dengan hal itu maka ada beberapa aspek kekuasaan
yang perlu ditelili \ebih mendalam. Aspek-aspek ilu adalah 1) mareka-mereka
vang berpengarub terhadap tebal-tipisnya kemampuan mereka kekuasaan
dalam merasionalisasikan relast kekuasaannya  (reflexive  maonitoring)
sehingga ta dapat mengatur dan mengendalikan kemampuan Kekuasaannya
dengan bertindak berbeda atau saling tark-menarik {cowd have actéd
otherwise) ketika ia harus berhadapan dengan mereka lain dalam suatu

relasi kekuasaan yang simetris atau asimetns; 2) posis tawar-menawar di
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antara para mereka kekuasaan sehubungan dengan adanya tarik-menank
vang sangat kuat dari ingkungan dalam dan luar yang sangat berpengarsh
ternadap relasi kekuasaan mereka di dalam suatu relasi kekuasaan,; 3) relasi
kekuasaan yang ada pada masing-masing mereka kekuzsaan seperl
kainginan untuk melakukan dominasi, subordinas), kooptasi, kompetisi, dan
kolaborasi Kekuasaan di antara merska, 4 kemampuan menskad Kekdasaan
untuk mengembangkan kapasitas transfoermasinya sehingga lebih berhasil
menmngkatkan kualitas consframing dan engbiing dalam  suatu reas
kekuasaan yang dialeklis; dan 5} biedaya lokat (budaya organisasi) yang
berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain dalam tragis..
kebiasaan, nila), sistern kepercayaan, falsafah manajermen dan sebagainya
yvang berpengaruh dalam proses relasi kekuasaan pada berbagai kasus dan
selting.

Sefain hal tersebut, beberapa macam penelitian juga perlu dilakukan
untuk memperkuat transferabilitas proposisi yang telah digjukan yailu
penekttan mengenar 1) sumber relasi kekuasaan yang domunan dan penting
seperti misalnya jenis lingkungan organmsasi di jaringan komunikasi yang perlu
dikembangkan. jumlah dan kualitas kemampuan transformasi mereka
kekuasaan yang dihadapi. agama dan sistem ¥epercayaan dan sebagainya
2} berbaga: |enis relast kekuasaan yang dapat dikembangkan dan kekuasaan
yang berbasis organizass dan pnbadi; dan 3) perbedaan dan persamaan
penerapan relas Kekuasaan yang terus mensfus saling tersinggungan d
berpagai kKasus dan sefing untuk mengetahuw dan membandingkan imglikzs-.

Implikasi tearitiknya.
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Peneliti merasa bahwa temuan ini hanya pada wilayah penelitian,
olel Karena itu untuk memperkuat  temuan ini. penelitl berharap akan
dilakukan penelitian sejenis pada daerah lan yang memiliki akar budaya
{masih tetap melekat) walaupun modernitas telah merasuk dalam kehidupan
masyarakat. Sehingga dan temuan penelitian pada kondsi masyarakat atau
pamernntahan lokal dengan kesamaam karakieristis dapat digunakan untuk
lebin memantabkan termuan ini, yang rada pada gilrannya akan menjad satu
teqr desentralisasi otonomi desa dalam konteks iImu sosial {politk (okal)

terutama dikaitkan dengan era glabal saat ini

8.2.2 Implikasi Praktis

Secara vmum dapat dikatakan bahwa banyak institusi pemerintahan
kita vang dikelola secara salah, overmanaged and underfed Hal ini
disebabkan karena para pimpinan dan pemimpin di institus tersebut [ebih
banyak mengarentasikan kekuasaannya hanya pada tercapainya tujuan
pribadi (concerned for individualis) dan kurang berorientasi pada
tercapgainya tujuan manusia {concemned for people). Oleh karena i
diperiukan usaha-usaha yang nyata lewat pendidikan dan pelatinan uniuk
memberikan kesadaran kepada para pemimpin bahwa untuk menjadi
pemimpin diperlukan kecakapan untok merumuskan tujuan dengan benar
dar mampu mencapai tujuan tersebut secara efektif {how to do right hings
dan juga how o do things right) serda pemahaman yang benar tentang
pelaksanaan kekuasaan baik yvang berbasis organisasi madpun pricad) secara

efektif.
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Khusus parz pemimpin {okal {pengurus BPD dan kepala desa),
pemenntah pusat periu mermiliki kernauan politik membuat kebijgkan nasional
beserta aturan  secara nyata tentang pemberian  tanggungjawakb
fempowerment) yang dengan perkembangan tuntutan pembangunan yang
semakin kompleks dan luas. Para pemimpin lakal tersebut perlu ditatib untuk
rmampu mengembangkan kapazitas transformasi dan otonomi kekuasaannya
agar mereka sadar dan mempunyal keberanian untuk mengembangkan
kreativitas dan sensitivitas sosialnya lewat pelatinan kepekaan (sensifivity
trairmg} sehingga mereka lebin mampy menangkap berbagai masalah yang
dihadapi masyarakat dan mampu memecahkannya sesuai dengan
kepentingan masyarakat pula. Untuk mengatasi terjadinya relasi yang
kurang harmonis dan ketegangan atau konflik antara BPD dengan
Kepala desa di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas, maka
pola kesejajaran dan kemitraan yang dihadirkan oleh ketentuan perundang-
undangan yang berlaku khususnya peraturan daerah, harus diikuti dengan
pengaturan  mengenai mekanisme kontrol/pengawasan  dan  juga
pertanggung iawaban BPO. Mekanisme ni salah satunya dapat
diwujudkan derngan menjadikan pelaksanaan rapat desa yang dihadiri
seluruh kepala keluargsa. tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh
permuda yang ada di desa sebagai forum perangaungjawaban BPD.
Demikian juga halnya dengan proses usulan pelengseran kepala desa
tidak bisa hanya dilakukan oleh institusi BPD semata. melainkan harus

dibahas dan diputuskan melalur mekanisme rapat desa (bharembok).
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Mengingat permasalahan yang muncu! dar relasi BPD dengan
Kepala desa dt Desa Moman lebih banyak disebabkan oleh ketentuan
peraturan perundangan-undangan yang mengatur dan memunculkan
pemaknaan yang berbeda tersebut, maka sebagal bahan masukan bage
pemenntah khususnya pemenniah (pusat dan daerah), disarankan petly
meiakukan kapan ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang telah
diimplementasikan khususnya dalam pencanan dan penentuan format
kebijakan yang cocok untuk desa dan sesuai dengan semangat demokratisast
dan otonomi desa, yakn kebijakan yang senantiasa mempernatikan situasi,
kondisi, mlai budaya, dan kebutuhan masyvarakat lokal. Masyarakat sendiri
periu diberikan pemberdayaan baik secara politis, sosial, ekonomis dan
sebagainya lewat berbagal kebijakan, pengadaan berbagai sarana kontrol
sosial, pengembangan parisipasi politk yang intensif. dan sebagainya,
sehingga mergka mau dan mampu meluruskan kekuasaan para pemimpinnya
yang cenderung menyimpang atau merugikan kepentingan masyarakat dan
negara.

Mamun demikian dipenghujung tahun 2004 tepatnya tanggal 15
Oktober 2004 permerintah dan DPR mengganti Undang-undang No. 22 tahun
1889 tentang pemearntahan daerah dengan Undang-undang Neo. 32 tahun
2004 . Untuk itu diperlukan penelitian tersendir

Alas dasar itulah, dengan temuan ini paling tidak dapat dijadikan
pegangan bagi institusi BPD dengan kepala desa dalam melaksanakan
trangformasi dengan tidak meninggalkan nilal budaya lokal {harembok) vang
telah menyatu dengan masyarakainya Nilal budaya Iockal dapat dijadikarn

pemicu semangat segenap warga setempat untuk melakukan perubahban.
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Akfurnya sebagai penutup wratan im kKarmi ingin menyatakan bahwa kajian
mukro il masin banyak mempunyai keterbatasan. tujuan semula untuk dapat
menyusun teori substantit dan kajian mikra int ternyata merupakan barang
mewah yang tidak mudah membuatnya. Setidak-hdaknya karmi tefah berusaha
untuk itu walau dalam bentuk seperti int. ¥ami sependapat dengan Marcel
Proust (dalam Osbome dan Taebler, 19092 xxii) yang menyatakan bahwa. The
real voyage of discovery Consisis not in seeking new lands bul in seeing with
new eyes.

K.ami barsyukur mungkin hal itu telah kami lakukan.
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GLOSSARY
A
Ab " Sesuaty yang lebik
Ado CSesuatu yang di inginkan itu ada
Adalah Adalah
ApC “Wenanyakan zesuatu
Apolagi " Menanyakan sesuatu/apalag
Al " Hasil yang di dapat
Asn " Merasakan
Awak - Sebutan untuk dinnya sendinfsaya
B

Ba cakap-cakap Berbicara
Bada Shalat Jum'at: Setelah Shalat Jurn at

EBabeda - Adanya perbedaan dengan yang 1ain

Bae . Hanya itu saja

Bagawe : Miengerjakan sesuatu

Baik & - Baiknya

Bedendang . Bernyan sambil berdendang

Binuriang ‘Mama Desa sebelum nama Noman.

singkatan Rindu dan  Riangilogo desa
Moman dan Nama adat desa Waman

Biyalah . Biyariah, t'dak melarang

Biyanye : Memben kesempatan kepada grang lain

Biyas c Keras

BPD : Badan Perwakilan Desa
C

Carewet : B3anng memperanyakan tentang sesuaty
D

Crak " Bukan saya, Jangan saya, tidak mau

Dewek Sendizian

Biam " Tinggal di termpat ing

Db L Sipu

Didalak . Digan, mencarn sesuat

Diduma - Dirurak

Digawe : Telah dikenakan

Dikit-dlikit . Sedikit-saaikit

Ciaros . Diurus

Digiko : Disini/di desa Noman ini

Dadur " Famill, masih ada hubungan kekeluargaan

Dusunko c Deza .
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E

Elok lus &
Elck dalam &

G
{alak,
Gamears
Gamiyan

Gawenyo
Gendang

Fluak

Jak
Jugo

K
Ka siko ka siu
Kagek
Ealangan
Kalo
kalu
Kalua
k.arenc
Kecik
Kemano
Kandak
ket dewek
et
Kir
Ko
Ku
Kuburan e

L
La wong diantaro
Labalik
Lado
Lainya
Lamo
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s bagus di luamya
 bagus ¢ dalamnya

Sernng, senang. kebigasaan
. Gembiralsenang
c Mempelad lakl dan perempuan (orang yang

sedang manien)
. Pekenaan crang lain
Jenis musik jalan

" Cantikibagus

. Sejak, semenjak di mulai
T Juga

 Kesana keman
» Manki dulu

" FPasar kecil {pasar desa)
D Kalau
" Kalau

D Kelsar
T Karena
: Keail

- Mempertanyakan tentang sesuatu, kemana
S Kemauan

: Teman sendii
- Teman

S Kira

i

c Saya

- Makaminya

. Dhantara dia dengan saya
© Sudah Fulang

- Sudah ada
- Lawnnya
- Lama
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Lan Serasan Sekentenan: Senantiasa bekerja sama dengan cara mufakat
dalam menyukseskan pembangunan daerah di
segala bidang (sebagat motte Kabupaten Musi

Lembet

M
Macang
Makmano
Maszala ko go
Mako tu la
Maktu
Melurue
Mikie
Milih
Milu e
Moyang
Musi Rawas

N
Mahu
Nan
Mdak Bena
Ndak tek
Ndak
MNdetek
Negur
Ngakak
MNgan
Nganggap
Ngatoe
Ngawe
Ngusul
Mizn
Naman
Numan
MNunst
Nye
Myeasung
Myingok
tyo

0O

Crosan

Rawas)
;- Pelan

- Mencalonkan

S Gimana

> Masalah im

- Maka itulah

: Seperti tu

- Memeliharanya

> Memikirkan
 Memilih

- Mengikutinya

: Neneknya nenek
- Nama Kabupaten

. Membunyikan
. Menan

. Tidak benar

: Tidak ada

. Tidak,

. Tidak ada

. Menasehati

- Tertawa terbahak-bahak
. Seganfidak mau
. Menyangka

: Mengatakan

- Mengerjakan

- Menyampaikan

: Betul, sungquh, benar-benar
: Wama Desa
- Noman

- Mengikuti

: Dia

* Menjemput
: Melihat

: Dha

CJrusan
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P
Facak nian
Famuko
Pasiapan
Feranghkatnyo

R
Henggange
Kio Garudo

S
Samo
Sapo
Saretu
Sarety
Sebenas
Supayo

T
Ta

Taulah
Temyats
Tokak-tokak
Tula

Tw

Tuo

U

tirang tu
Urang
Utuk

w
Waong

Y
Yo
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. Betul-betul bisa

. Pemukaftokoh masyarakat
. Persiapan

. Seperangkat alat

- Agak terpisan
- Orang pertama desa Woman

CBama
CEiapa

. Cabivlu kala
CWEkiu Sulu
. Sebenamya
CSupaya

- Tidak tau, tidak mengetahui

- Mengstahui apa yang ia maksudkan
- Temyata

- Jalan yang berubang-flubang

C Ity lah

" Hu

. Tua dalam usrafumur

S Qrang itu

- Orang

s Lintuk

. Orang

Sfa
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Prop. Jambi

KETERANGAN :
s JALAN ASPAL
JALAN DESA
------- JARINGAN PLN

cverennanms SUNGAL
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